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MOTIO

“ Barang siapa mengusahakan orang lain memegang Rekuasaan,
ia menghancurfan diri sendiri.
Karena Kekuasaan ini dibangun,
entah dengan tipu daya entah dengan paksa,
dan kgdua hal itulah yang menimbulkan Recurigaan
pada orang yang telaf menjadi berkuasa.”
(Niccolo Machiavellif®

“®erubahan senantiasa memerfukan suatu tindakan |
untuk mengupayakan perbaikan atau perubafian,
atas suatu Kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan Rarfat

kemanusiaan dan Readilan™®

* Eabili, No, 23 Th. VII, 3 Mei 2000
* Eric Hotfer, Gerakan massa, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta, 1998
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KARYA TULIS SEDERHANA INT KUPERSEMBAHAKAN UNTUK,

Mbah kakung Ngaspan dan mbak putri atas semua doanya
yang tidak pemah terputus

Bapak Suprapto dan 16u Nasehati tersayang yang telah memberikan
cinta, doa, bimbingan, serta pengertian yang tiada henti

Kakakku Prawadi Prasetyo Utomo (alm) dan Adikku Opie tercinta atas tawa, |
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Penulisan karya tulis ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap fenomena
konflik di wilayah Filipina Selatan. Konflik yang sebenarnya berawal sejak jaman
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awalnya merupakan pertikaian antara penjajah dengan masyarakat mushim Moro.
kemudian berubah memadi konflik antar agama Islam dan Kristen, dan bahkan
sekarang berkembang menjadi konflik antara masyarakat muslim Moro dengan
pemenintah Filipma. Untuk itu dalam penulisan karya ilmiah im penulis
mengambil judul: * SEBAB-SEBAB BERLANJUTNYA KONFLIK ANTARA
MASYARAKAT MUSLIM MORO DI WILAYAH FILIPINA SELATAN
DENGAN PEMERINTAH FILIPINA™. Sknpsi imi disusun sebagai salah satu
syaral untuk memperoleh gelar Sarjana Strata | (S-1) pada Fakultas Thnu Sosial
dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember.
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http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10,
1L

15.

Bapak Drs. Himawan Bayu P, MA. selaku Dosen Wali.

Bapak Drs. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan llmu Hubungan
Internasional FISIP Universitas Jember.

Bapak Drs. HM. Toerki. selaku Dekan FISIP Universitas Jember.

Seluruh Dosen dan Staft’ Admimistrasi, serta seluruh Civitas Akademika
FISIP Universitas Jember.

Staff perpustakaan Universitas Jember

Staff perpustakaan Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politk Universitas
Jember

StafT perpustakaan CS15.

Staff perpustakaan UGM.

Bapak dan 1bu, serta seluruh keluarga besarku atas doa dan dukungannya.
Komunitas HI 98, Dian, Tata, Isom, Nita, Debby, Nurani, Musliqul Dedy,
Desy, Andy, Unin. Sumiati, dan semua yang belum tersebut thanks for

kebersamaannva.

. Keluarga besar Bangka Raya 31, Sabu, Arip Kliwon, Widi, Arip Surip,

Romi, Udin Pektay, dan mas Hasan terimakasih atas tempat bermainnya.

. Keluarga besar Bangka VI/1 1, mbak Dhna dan mas Emon, Atik dan Antok,

Lupi dan Erc, Ratri dan mas Khery, Sihing, Melly, terimakasih atas
kehangatan keluarga yang telah kalian ciptakan.

.Seluruh Keluarga  besar MPA.  MAPALUS, tenmakasih  atas

kesempatannya untuk mengembangkan din dan mengagumi karya Indah
[Hahi.

Sahabat-sahabatku sepermainan, Bayu Ashworo, Ahmad Yunan, Zaenal
Rizal, Irma Whisnu. Titah Indrayati, dan Yuni Widvastuti, yang telah
banyak memberikan dukungan dan saran, terima kasih atas kehangatan
persahabatan dan perhaban vang tulus.

16. Special Thanks for Andhy nzky atas kesediaannya untuk selalu direpoti

Thanks for being my ada.

I7. Semua prthak yang selama ini memberikan bantuan kepada penulis.

Vi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Akhir kata, semoga pemikiran yang diangkat dalam skripsi ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca. Dan semoga dukungan dan bantuan dar semua
pihak. baik secara moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis mendapat
imbalan vang sepadan dari Allah SWT, Amuin..

Wassalamualaikum wr.whb.

Jember, Desember 2003

Penulis

Vil



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

Halaman

HAlRMAR JUAULLcinniimmsiissssrie

ER LR R L L L L L L R R TR ) I

Halaman Motto....esemssessnss " -

AstE iR ddrRbrRdRREREERRTF R IRREER Y II

Halaman Persembalan.... o veeererensssessessens

L
ER L R R LR L R P L LI eIy lll

I Ia]um““ PE“gESH ha" LA AL L AL L L L L L L LR R N ]

SEIRERR AR AR RN R R AR R AT e I\"

Kata Pengantar.......cccevrecenrenns

D T T L e PR Ty T SR “'

Dafta r ISi R P ST T Y

.
AL LRI Ll L L L L I L P P F R T T T v VI.

BAB I PENDAHULUAN....ccciccinininrannaan:
T RS Belakang St i B i R et s

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.........................ooviice T
T T LT g e e P e L R S DO i R

AR R L L L R L L L R T P P T P Ty I

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran ..........coooiiieiniieeeesiessesssesseeseseeeness 11
1.5 HlpmesaZU
LGiviespde Penelifian o vl ot st ssmsnsresssovearessin i)
1.6.1 Metode Pengunpulan Data..................cccvvevrvciciannnnn. 21
LOZSMeLOAe AEIISA QA S0 . Uk e vwesemesstlh esvismssves s dagatinss 22

BAB 1I DINAMIKA KONFLIK MORO......ccccocvaiaransenee
2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik ..............ccccoooviiiiinin 25
211 Warisan Sejarali Kotonial . i diiiisniig 25
2.1.2 Konflik Minoritas MOro .............coovveevecieresssssesnrnns 27
2.2 Pergerakan Awal Bangsa Moro ............ccoccevviivieeeesrssesnens 36



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3 Upaya-upaya Perundingan Damai .............ccoocovveeeecciercnriinn. 41
2.3.1 Masa Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos......... 41
2.3.2 Masa Pemerintahan Presiden Cory Aquino................. 45

2.3.3 Masa Pemenintahan Presiden Fidel Ramos.................. 48

BAB 11l PERKEMBANGAN KONFLIK MORO PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN ARROYO......cvniiiciansnnn. 52
3.1 Konflik Moro Dalam Teori Spiral Kekerasan....................... . 52
3.2 Masa Pemerintahan Presiden Arrovo ..o, 60
3.3 Konflik Antara Masyarakat Muslim Moro Dengan
POACTIIA: 2 it ma i s e s RO
3.3.1 Terjadinya Tragedi Misuari...........ccoccoccevcereercnrirncrnanenn. 63
3.3.2 Perlawanan Kelompok MILF Terhadap
3.3.3 Gerakan Separatisme Abu Sayyaf....................7]
3.4 Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Meyelesaikan Konflik......... 76
2.4.1 Perlawansn MIIIET ... i s 10
3.4.2 Upaya-upaya Perundingan Damai.................ccocceene. 78
3.4.2.1 Upaya-upaya Perundingan Damai Dengan
kelompok MNLF Pimpinan Misuari................... 78
3.4.2.2 Upaya-upaya Perundingan Damai Dengan
Kelompok MILF
3.4.2.3 Upaya-upaya Perundingan Damai Dengan

Kelompok Abu Sayvaf ..o, 80

3.4 3 Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Konflik

.............................................................................



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BERLANJUTNYA
MONELIK MORD nanimmismnimonsimmrsins
4.1 Adanya “Kandungan Komunal™ Dalam Bentuk Kelompok
Identitas-Rasial, Religius, Etnis, dan Ekspresi Budava............. 84
4.2 Adanya Perampasan Kebutuhan Manusia, Khususnva

Kebutuhan Keamanan. Pengembangan. Akses Politik, dan

Identitas (Ekspresi Budaya dan Religius)..........................91
4.3 Adanya Kesalahan Pelaksanaan Fungsi Institusi Negara

Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakatnya .............. 97
4.4 Adanya “Keterkaitan Internasional™ ..................ocoiiviiennn 107

4.5 Adanya Keinginan Bangsa Moro Untuk Merdeka (Perbedaan
Pola Perjuangan Antar Kelompok Gerilyawan Muslim)... ... 110
4.6 Kebijakan Pemerintah Arroyo Dalam Menerapkan

Perjanjian Damai Dengan Masvarakat Muslim Moro .............. 118
MIKESTMPUEAN .t fcadesnntsicimseisssirms Sonsbiesitetiatisimsmstasinte JAEY
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

A | % | B B Perpertati

ey oV | i TRy

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstelasi dunia pasca perang dingin lelah berubah, dari pertimbangan
stratepis plobal menuju konflik lokal, Perhatian pada masalah konflik lokal ini
sebagal akibat adanya dua faktor utama yang dihadapi negara, yaitu masalah
distribusi kekuasaan negara dan rasa permusuhan yang berakar dari masalah etnis,
apama, dan wilayah. Konflhik internal'’ antar kelompok atau kelompok dengan
pemerintah di Filiptna merupakan salah satu bukti dasyamya krisis vang
dischabkan oleh kesetiaan terhadap etnis, agama, rasa nasionalisme, dan
kepentingan nasional, Konflik i1 sampai sekarang terus berlanjut karena belum
ada fornula yang tepat untuk menyelesaikannya. Isu pertentangan antara
masyvarakat mushm Moro dengan pemenintah Filipina terus menjadi  potensi
konilik dan  sumber ketegangan di wilayah Filipina Selatan, Gerakan
pemberontakan muslim Moro i1 yang semula memperjuangkan pemisakan total
dani Filipina, banyak bernafaskan Islam dan etnik. Kelompok tersebut sampai saat
i masih tetap mempenjuangkan kepentingannva, gerakannya tdak pernah
padam.

Masyarakat Filipina bersifat pluralistik, veng dicirikan dengan berbagai
perbedaan geograli, etnik, ras, agama, kepercayaan, tradisi, sub kultur, maupun
kepentingan, Hampir 90 persen penduduk Filipina menganut agama Katholik,
sisanya adalah Islam, Protestan. Budha, dan Khonghucu., Suku Moro yang
beragama Islam tinggal di wilayah Filipina Selatan, terutama di Pulau Mindanao
dan kepulauan Sulu. Sebagai warisan sistem pcujajahan kolomal, masyvarakat
muslim Moro tidak begitu memperoleh kesempatan dalam pemerintaban dan
nchidupan mercka agak terbelakang dibandingkan dengan penduduk yang lain.

Resenjangan ckonomi dan ketidakadilan sosial ini yang mendorong mereka untuk

" Delinisi “konflik fmernal” adalah setiap konflik vang tenjadi atas dasar identitas kelompok atau
golonpan sosial, termasuk bahasa, ras. agama, aliran suku, kelas, atau kumpulan dalam berbagai
wombinast. Tempe, 12 Januari 2003,
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menuntut perhatian vang lebih besar kepada pemerintah pusat, tapi tuntutan
mereka tidak pernah terpenuhi. Mereka berkeinginan memisahkan diri dan
pemerintahan Filipina dan membentuk negara sendiri. Untuk mencapai tujuannya
masvarakat  muslim  membentuk  organisasi-organisast  yang  mampu
mengakomodasi gerakan mereka secara kooperatif ataupun non-kooperatif dalam
hubungannva dengan pemerintah pusat. Gerakan pemberontakan muslim ini
terutama terjadi di wilavah Filipina Selatan, yaitu tepatnya di Pulau Mindanao dan
sekitarnya, vang merupakan basis wilayah muslim Moro. Sejak perjanjian Tripoli
1976, konflik ini tidak pernah selesai hingga sekarang,

Konllik Moro ini sebenarnya berakar sejak jaman penjajahan Spanyol. Di
pulau ini sudah berabad-abad terpendam pertentangan yang bersifat prinsipil yang
setiap saat dapat muncul menjadi konflik terbuka. Benturan-benturan kepentingan
dan kebudayaan ini telah berlangsung sejak zaman penjajaehan Spanyol Awal
konflik vang terjadi dimulai dengan adanya permusuhan antara masyarakat
muslim Moro dengan masyarakat Nasrani. Selain menjajah Filipina, Spanyol juga
menyebarkan agama nasrani dengan  program  kri stenisasinya. Akibat dari
penvebaran tersebut posisi masvarakat muslim yang sebelum kedatangan Spanyol
sudah banyak masyarakat pribumi Philipina yang memeluk Islam terdesak. Bagi
yang menolak penvebaran Kristen menyingkir ke daerah Philipina selatan.
Disinilah  kelompok muslim mempertahankan din terhadap penindasan dan
penyebaran agama nasrani oleh Spanyol. Oleh karena itu, mereka berusaha
mempertahankan diri melalui perang melawan penjajah Spanyol sebagal wujud
dan yihad bagn masyarakat mushim Moro di Philipina.

Demikian juga ketika Amerika Senkat meugsimhil alih Filipina, Moro
juga tidak dapat ditundukkan. Ketika Amerika Serikat membenkarn kemerdekaan
kepada pemenntahan Filipina pada 4 Juli 1946 masyarakat muslim Moro
menolak menjadi bagian dari negara tersebut. Pemerintahan baru tersebut tidak
menghiraukan tuntutan rakvat Moro, bahkan memberlakukan hukum nasional
tanpa memandang agamanva, dan memasukkan wilayah muslim menjadi bagian

wilayahnya. Pemerintah malah menerapkan program pengembangan dan integrasi
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nasional sekitar 1950-1960-an. Program ini berakibat pada membanjirnya kaum
kristen ke wilayah vang berpenduduk mayontas mushim sehingga mereka
tersingkir dan memjadi minoritas di wilayahnya sendiri. Program ini dinilai oleh
masyarakat muslim sebagar upaya pemerintah untuk meminimalisir komunitas
muslim, apalagi pembangunan yvang dilaksanakan oleh pemerintah tidak mencapai
dacrah-daerah muslim.

MNamun demikian segala perjuangan yang mercka lakukan tidak diakui
oleh badan-badan dalam negara Philipma. Terbukti dengan adanya wakil-wakil
dari wilavah muslim yang diwakili oleh orang-orang nasrani, Sehingga
kepentingan kaum muslim di daerah tidak terdengar sama sekali dalam kongres,
karena kepentingan merecka tidak terwakili, maka kesegjahteraan mereka tidak
terwujud. Kesempatan untuk ikut berperan dalam segala bidang kehidupan di
Philipina bagi masyvarakat muslim sangat terbatas apalag dalam bidang politik
dan pemenntaban, hal ini karena jumlah minoritas Islam di Philipina. Masalah
pendidikan pun di Philipina cenderung memihak pada suaty kelompok etnis atau
agama tertentu. Apalagy perlakuan pemerintah seakan cenderung tidak adil baik di
bidang politik, ¢konomi, maupun pendidikan, schingga masvarakat minoritas
muslim hidupnya semakin terbelakang.

Sikap dan tindakan pemerintah Filipina telah mendorong kaum muslim
Moro untuk membentuk gerakan-gerakan yang terorganisasi. Untuk mendapatkan
haknya, diambillah jalan perjuangun oleh masyarakat muslim. Masyarakat Moro
resmi mengumumkan perang terbuka pada pemernintah Filipina pada Oktober
1972, Hal i1 terjadi akibat tindakan represif pemerintahan Marcos dengan Martial
Law-nya, vyaitu undang-undang darurat perang, vang dikeluarkan untuk
memusnahkan setiap gerakan yang menentang kekuasaannya. Sejak itulah perang
modern di Filipina selatan bergolak dan menimbulkan penderitaan serta dendam

antara. kedua belah pihak, lebih dari 120.000 jiwa tercatat sebapai korban

keganasan perang.”’ Pemberontakan muslim Moro ini merupakan pemberontakan

Fi

A s i o e, Apustus 2002
“ Kornpras, 01 Seplember 1996
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separatisme, dimana suatu kelompok berusaha memisahkan diri dan suatu negara
untuk membentuk negara bary.”

Berbagar vpava perundingan telah ditempuh olch kedua belah pihak,
namun kesepakatan belum mampu memuaskan semua pihak selingga perang
terus berlanjul. Kekejaman perang ini telah mendorong pihak ketiga, yvakni OKI
menyerukan gencatan senjata dan perundingan damai antara masyarakat Muslim
vang telah terintegrasi dalam MNLF pimpinan Misuan dengan pemerintah
Filipina. pada 23 desember 1976, kedua belah pihak sepakat menandatangani
lvipoli Agreement yvang dipelopori oleh Libya dibawah naungan OKI. Perjanjian
i menyatakan bahwa masyarakat muslim memperoleh pemerintahan sendin (Self’
Kule), pemberian otonomi bagt masyarakat muslim Morro (OK1). Kesepakatan ini
mendorong otonomt muslim di 13 propinsi dan 9 kota di Philipina Selatan. *
Perjanjian ini ini tidak terwujud karena keduabelah pihak saling mengingkarinya
dan perang tidak dapal dihindari. Pada masa Cory, desakan otonomi diganti
dengan ratifikasi konstitusi baru tentang pembentukan wilayah muslim. Di tengah
gencatan senjata tersebut Aquing mengambil langkah sepihak, membentuk
Autonomous Kegtonal Moslem Mmdanao (ARMM) dengan referendum tanpa
persefujuan masyarakat Morro. Hal ini membuat perang kembali berkobar,
ARRM yang tidak memuaskan im kembali membuat OK| wrun tangan sebagai
mediator untuk menjadi juru damai. Sampai pemerintahan Cory Aquino berakhir
ternyata konflik Moro dengan pemerintah belum juga dapat diselesaikan. bahkan
semakin banyak kelompok yang muncul akibat ketidakpuasan mercka terhadap
kinerja pemermtah dalam menyelesaikan konflik dengan masvarakat muslim
Moro.

Ada tiga kelompok yang merupakan aktor utama dalam perjuangan
masyarnkat muslim melawan pemerintah. Mercka umumnya tidak puas dengan
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat terhadap wilayah mereka,
Mereka adalah, MNLF pimpinan Misuari, MILF, dan kelompok paling radikal

' Walter S. lones, Logika Hubungan Taternasional: Kekuasaan Ekonomi Folitik dan Tatanan
Lanea, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993, hal 184
i,
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Abu Savvaf. Ketiga kelompok i sebenarnya dulu berasal dan satu faksi yaitu
MNLF pimpinan Misuari, Mereka memisahkan din karena tidak setuju dengan
perjanjian damai vang telah disepakati antara Misuari dengan pemerintah yang
hanya menghasilkan otonomi, lagipula otonomi tersebut sampai sekarang belum
sepenuhnya dibenkan,

Perundingan damai kembali digelar oleh pemerintahan Fidel Ramos
dengan berusaha mendekati dan berkompromi dengan MNLF sebagal wakil dan
masyarakat muslim Moro. Kerjasama Ramos ini dilakukan sebagai usahanya
untuk menyukseskan program pembangunan Filipina di bidang Ekonomi, untuk
ity ia harus dapat menjaga stabilitas keamanan dalam negerinya. Kedua belah
pihak berhasil menyepakati perjanjlan damai dan membentuk Dewan filipina
Selatan untuk Perdamaian dan Pembangunan (SPCD) vang diketuai oleh Misuari.
Dewan ini akan bertugas mengatur dan mengawasi masyarakat mushm selama
masa transisi (tiga tahun) menuju otonomi. Setelah masa tersebut otonomi akan
diberikan sepenuhnya, Kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Fidel Ramos
untuk mengatasi masalah mushim Moro, yaitu dengan cuara damai dan bukan
konfrontasi, melalui perundingan dan usaha-usaha lain yang dapat memperkecil
pertentangan antara kedua belah pihak (Pemerintah Filipina dan MNLE ), sehingga
dapat meningkatkan stabilitas nasional serta demokrasi di Filipina. Keluwesan
menghadapi  masvarakat muslim  Moro  berhasil meredakan  konflik
berkepamjangan pemerintah Filipina dengan MNLF atau masyarakat mushm Moro
selama kurang lebih 24 tahun perang sipil, dengan diratifikasinya perjanjian damai
pada 2 September 1996 di Istana Malacanang Filipina.”

Perjanjian daman tahun 1996 merupakan langkah Ramos yang sangat
krusial, yang membutuhkan proses panjang untuk merekonsiruks: perdamaian di
Mindanao. Dalam tubuh pemerimahan sendiri terjadi pro dan kontra tentang
pemberian otonomi tersebut, sehingga pelaksanaan kesepakatan tersebut masih
tersendat-sendat, Meskipun demikian hal ini merupakan salah satu kesuksesan

Ramos selama masa pemerintahannya.

“I Mara Stankovich And Andy Carl, A peace and development formula, wwow Philipine com, Maret
1959
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-+ Perjuangan masyarakat Moro yang dimotori oleh MNLF, MILL, dan
kelompok Abu Sayyafl merupakan bentuk-bentuk ketidakpuasan masyarakat yang
merasa tertindas dan diabaikan hak-haknya. Gerakan pemberontakan ini
merupakan “bom waktu” yang yang setiap saat dapat meledak akibat kekecewaan
yang terpendam sekian lama tanpa adanya kompensasi dari rasa kecewa tersebut.
Menurut Ted Robert Gurr’’, biasanya konflik dengan menggunakan kekerasan
terjadi karena peningkatan harapan-harapan (expectations) yang tdak terpenuhi
atau tidak terakomodasi dalam suatu sistem politik sualu negara atau masyarakat.
Frustasi tersebut menimbulkan perasaan tertindas oleh kelompok lainnyva atau oleh
pemerintah, kemudian timbullah konflik, termasuk konflik kekerasan.

Dari sedikit uraian di atas, manajemen konflik internal (dalam negern)
vang tepat sangat dibutubkan agar tercapai suatu resolusi damai yang kondusif
terhadap proses integrasi politik vang ingin dicapai. Berbagai upaya telah
ditempuh oleh kedua belah pihak, bahkan sampai melibatkan pihak ketiga, tapi
mengapa konflik tetap berlanjul? Untuk itu penulis sangat tertank untuk
membahas tentang sebab-sebab berlanjutnya konflik antara pcrr;crintah Filipina
dengan masyarakat mushim di Filipina Selatan. Dari penjelasan-penjelasan di atas
maka penulis mengambil suatu judul yaitu :

*Sebab-sebab Berlanjutnya Konflik Antara Masyarakat Muslim Moro Di

Wilayah Filipina Selatan dengan Pemerintah Filipina ”

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan lingkup pembahasan merupakan hal vang sangat penting
dalam penulisan karya ilmiah, yang dimaksudkan untuk mempermudah dan
memperjelas analisa suatu permasalahan secara seksama, terarah dan sistematis.
Berkaitan dengan pemerintah Filipina dibawah kepemimpinan Arroyo yang
menjadi topik bahasan dalam penulisan i, penulis membagl ruang lingkup

menjadi dua aspek, vaitu

' Ted Rebert Gurr, Win Men Nebel, Princeton University Press, New Jersey, 1970, dikutip dar
kst coi 25 Januar 2000
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Berdasarkan batasan waktu, penulis membatasi mulai tahun 2000, saat Arroyo
baru menjabal sebagai presiden sampai sekarang, Penulis mengambil batasan
waklu  lersebut  karena pada masa  pemerintahan  Arrovo  aksi-aksi
pemberontakan muslim Moro kembali meningkat. Padahal setelah perjanjian
damai 1996 pada masa pemenntahan Presiden Fidel Ramos, pemberontakan
ini sudah dapat dieliminir. Tapi setelah Ramos turun, sinyal-sinyal kekacauan
mulal tampak kembali. Masa pemenntahan Estrada yang singkat dan penuh
dengan skandal korupsi membuat masalah konflik Moro terabaikan, schingga
implementasi perjanpan damai 1996 terabaikan dan terkesan diingkar.
Pembatasan waktu hingga sekarang, karena sampai saat ini konflik tetap
berlanjut dan upaya-upaya peredaman konflik yang diambil olch pemerintahan
Arroyo belum berhasil menjadi formula tepat untuk mengakhiri konflik
dengan kelompok pemberontak muslim

Berdasarkan batasan materi, penulis membatasi pada persoalan yang menjadi
tanggung jawab Arroyo sebagai presiden terpilih yaitu masalah konflik antara
pemerintah Filipina - dengan  kelompok-kelompok gu.-:ri]yav;an muslim di
Filipia Selatan. Fenomena it membuat penulis memusatkan perhatian pada
laktor-faktor yang menyebabkan berlanjutnya kontlik internal ini pada masa
pemenintahan Arroyo dan bagavmana upaya-upaya peredaman konflik yang
mereka lakukan,

Selanjutnya agar penulisan i lebih terfokus dan terarah pada masalah

yang dikaj, maka timauan analisa di luar batasan waktu yang telah ditentukan

lersebut akan dicakup sepanjang hal tersebut masih relevan dengan penulisan

untuk dijadikan data pendukung.

1.3. Permasalahan

P'ermasalah atau problematika adalah hal yang sangat mendasar yang harus

dibuat dalam setiap penelitian ilmiah, Perumusan masalah akan dapat membantu

dalam memberikan arah pada kegiatan penelitian dan sekaligus mempermudah

dalam pencarian fokus pembahasan. Untuk lebih memahami apa vang dimaksud
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dengan permasalahan sebaiknya kita mengacu pada pendapat para pakar
penelitian tentang hal tersebut.

Menurut Dr. Winamo Surachman menyebutkan bahwa problematika
merupakan :
*_. setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.””
[Dari pendapat-pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kesulitan-
kesulitan yang dinadapi menuntut adanya suatu pemecahan atau jalan keluar. Hal
i1 sclaras dengan pendapat Moh. Hatta vang dikutip oleh The Liang Gie :
“Masalah adalah kejadian atau masalah vang menimbulkan pertanyan dalam hati
kita tentang kedudukannya, Kita tidak puas juga dengan hanva melihat saja,
melainkan kita ingin mengetahuinya lebith mendalam. Masalah berhubungan
dengan 1lmu, Masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan oleh ilmu. Iimu
senantiasa mengemukakan pertanyaan: bagaimana dan apa sebabnya. ™

Konthk mternal antara pemerintah dengan kelompok gerilyawan muslim
merupakan perang yang berlangsung terus menerus dan belum pernah benar-benar
usal. Sejak meletusnya perang pada masa Marcos hingga sckafang konthik ini
belum bisa diselesaikan. Berlangsungnya konflik internal ini sebenarmya sebagian
besar merupakan “api dalam sekam™ atau semacam bom wakiu yang ditinggalkan
oleh perlakuan tangan besi dimasa lampau sebelum masa reformasi, Setelah era
reformast dan demokratisas: (pasca keruntuhan rezim Marcos) tersebut cara-cara
pengelolaan kontlik intermal ity tidak jelas dan tidak konsisten baik secara
konseptual maupun secara teknikal di lapangan. Kondisi konflik berkepanjangan
ini menyebabkan munculnya bahaya disintegrasi, Bahava disintegrasi Moro ini
ditunggangl  oleh  keadaan politik. ekonomi, sosial, dan budava vang
membingungkan masyarakat. Pertama keadaan politik dalam pemerintahan
changgap sebagai biang keladi keadaan sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan
i wilayah filipina Selatan. Kepentingan pribadi sejumlah pejabat lebih

diutamakan, sementara nasib rakvat kecil diterlantarkan, Proses pengavaan

™ Winarno Surachmad, Dasar Dan Tekinik Research - Hengantar Metedlologi liniah, Tarsito,
Bandung, 1975, hal 33

" The Liang Gie, lmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian Kedudukan, Lingkup Dan
Metodoiom, UGM Press, Yopyakarta, 1984, hal 49,
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Pribadi pejabat termasuk salah satu keadaan yangmeznonjol dalam pemenntahan
nasional. Pembagian jatah kemakmuran dirasakan tidak adil. Kedua, rakyat yang
merasa diperlakukan tidak adil berhasrat kuat untuk melepaskan diri dan
pemerintahan pusat di Mamla. Integras: dini sebagai komunitas Morro terancam,
karena  kelompok m  sedang  mengalami  krisis  identitas.  Martabat
kewarganegaraan Moro merasa direndahkan oleh mereka yang merasa menduduki
kelas tmgm dalam tatanan hidup sosial. Ketiga, hasil kekayaan alam Mindanao
tidak sanggup mendongkrak kesejahteraan hidup rakyat kecil. Ketidakadilan
sosial berkembang subur di tengah rakvat kecil. Pembangunan fisik, keadaan
pendidikan dan sosial belum begitu pesat dibandingkan kawasan utara Filipina'"’

keadaan ini menimbulkan kesan, pemerintah pusat Filipina lalai
membenkan perhanan semestinva bagi lndup dan perkembangan masyarakat
Moro, Ketidakadilan sosial, disknmimast sosial, korupst turun-temurun, dan
kontrol serba lemah yang telah membuat frustasi rakyvat, mendorong rakyat
selempal untuk tetap memperjuangkan terciptanya keadaan hidup sosial yang
lebih adil, sejahtera, dan aman. /

Kita mengetahw bahwa pada pasca Estrada, Filipina sarat dengan berbagai
permasalahan baik masalah politik, sosial maupun ekonomi sebagai beban yang
harus ditangani oleh pemerintahan Arroyo. Sebagai  presiden  terpilih  dan
mendapatkan mandat kuat dan rakyainya, Arroyo harus mampu melewati
kesulitan besar yang menghadang hari-hari pertama pemerintahannya, Selain
menghadap kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang masih
pro-Estrada, Arrovo juga harus menyelesaikan masalah-masalah  dengan
masyarakat muslim Moro yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Hal ini
merupakan tantangan  bagi Arroyo untuk membuktikan janji dalam menjamin
stabilitas neparanya, mencgakkan demokrasi dan menghilangkan praktek-praktek
korupsi serta money politics.

Akhir akhir ini sering terjadi penyanderaan warga sipil oleh sekelompok

mushim vang diduga adalah dari fraksi Nur Misuari, bentrokan bersenjata antara

" William Chang, [isintegrasi nasional, 01 Agustus 2002, www detik com
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kelompok mushm dengan tentara militer pemerintah. dan juga penculikan serta
pembunuhan oleh kelompok muslim radikal Abu Sayyall Mengapa pertikaian dan
kenflik vang sudah ngak mereda tersebut muncul kembali?

Pemberontakan  yang  melibatkan  mushm Moro  kembali  merebak,
masalahmys ada beberapy orang yang tidak puas atas sikap pemenntahan Arroyo
terhadap pemerintahan otonomi muslim di Mindanao. Maraknya pemberontakan-
pemberontakan ini membuat Arroyo meyetujui pagelaran pasukan Amerika
Serikat di Filipma untuk membaniu memberantas tindakan—tindakan terorisme'"
vany terjadi di Frlipina

Dari wraian-uraian diatas, maka penulis ingin memaparkan tentang
permasalahan vang akan dijelaskan lebih lanjut. Melihat banyaknya konflik yang
terjachi di Filipina pada masa pemernntahan Arroyo yang dipengaruhi oleh banyak
faktor pemicu. Merebaknya kembali konflik antara pemenntah Filipina dengan
kelompok gerillvawan muslim Moro perlu dican penyebabnya. Berdasarkan latar
belokang uraian diatas maka penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai
beriku -

“Mengapa konflik antara pemerintzh Filipina dengan kelompok

gerilyawan muslim moro terus berlanjut hingega sekarang? *

1.4, Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar penukiran sangatlah diperlukan dalam setiap penelilan
tmiah la merupakan merupakan konsepsi umum dalam menganalisa suatu
masalah. Dengan demikian teon merupakan suatu pengepas untuk membedah dan
menerangkan suatu masalah vang dikadapi.

Sepertt pendapat vang dikemukakan oleh Charles A, Me. Cleland bahwa ¢

" Terorisme digmbian sehagai, pengunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu
atal kelonpok-kelompok untuk tivan-tujusn politik, baik untuk kepentingan atau unluk melawan
Kebunsaan vang ada.  apabila  (mdakan  teronsme ini dimaksudkan untuk  mengejutkan,
welumpulikan, atmg mengintimidasi suztu kelompok yang lebih besar daripada kerban-korban
lenesiungnya Terorisme melibatkan kelompok-kelompok vang berusasha menumbangkan rezim-
rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik
intermasional vang ada James Adam, dalam A Hasnan Habib, Kapita Selekta: Strategi Dan
Hithrateanr Srternasional, CR1S, fakarta, 1997, hal, 572
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“Tewrt merupakan kerangka dasar uniuk mengatur fukta-fakio, atau

merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, atau juga merupakan
w 12)

seperangkal peravataan mengenal keudaan yang diharapkan .

Dari pendapatl di atas dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu
gapasan alau kerangka berpikir yvang mengandung penjelasan, ramalan, atau
anjuran, pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu  pengetahuan empiris
(termasuk ilmu politk empiris), teon mengacu pada katan vang logis pada
seperangkat proposist vang memastikan adanya hubungan diantara variabel-
vartabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau kedua-duanya,
menurut Jack C. Plano, "'

Mengingat  begitu sentralnva  peranan teori dalam menunjang dan
menjelaskan permasalahan vang akan dikaji, maka untuk membahas topik tentang
schab-schab  berlanjutnya  konflik Moro dengan pemerintah pada masa
pemenntahan Presiden Arroyo, penulis menggunakan Teori Konflik Sosial yang
Berlarut-larut {(Protracted Social Confliet-PSC) vang dikemukakan oleh
dward Azar, scbagai pisau analisis dalam menjawab pcn;&aﬂatahan yang
dikemukakan sebelumnya. Menurut Azar, faktor kntis dalam PSC adalah bahwa
kontlik ini “merepresentasikan” perjuangan berkepanjangan yang seringkali
penub kekerasan oleh kelompok komunal untuk memperoleh keperluan dasar
mereka, sepertl keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses vang adil bagi
institusi politik dan partisipasi ekonomi.™ Untuk menjelaskan tentang adanya
kontlik  berkepamjangan vang terjadi di wilayah Mindanao, penulis akan
menggambarkan kondisi-kondisi awal terjadinya konflik, masa resolusi damai,
dan saal berlanjuinya konllik. Ketiga fase tersebut sangat signifikan dalam
mempengaruhi terus berlanjutnya konflik Moro hingga sekarang.

Kapan tentang konflik kontemporer dalam tata politik internasional vang

bersifat terus-menerus (protacted) menekankan bahwa sumber-sumber kontlik

' Charles A Mc Cleland, flmu Hubungan Internasional: Teort dan Sistem, terjemahan Mien
jl]h‘-l]hiliir dan Ishak Zahir, Rajawali, Jakarta, 1981, hal 10
" Jack C Plano, Kamus Analisa Politk, Rajawali, Jakaria, 1985, hal. 266,

"Hugh Miall, Oliver Raamsbotham, dan Tom Woodhouse, Resofusi Damei Konflik Kontemporer,
Fajawalr Press Iakarta, 1999, hal. 113-117,
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semacam itu terletak di dalam negara bukannya antar negara, dengan empat
kelompok variabel vang diidentifikasikan sebagai prakondisi bagi transformasi
mereka terhadap tingkatan intensitas vang tinggl. Empat variabel tersebul adalah,
pertama, adanya “kandungan komunal” dalam bentuk kelompok identitas-rasial,
religiug, etnis, dan ckspresi budaya, Kedua, adanya perampasan kebutuhan
manusia, secara khusus seperti kebutuhan keamanan, pengembangan, akses
politik, dan identitas ( ekspresi budaya dan religius ). Azar mengidentifikasikan
hal tersebul sebagai sumber-sumber PSC yang tersembunyl yang biasanya
dickspresikan secara kolektif. Kegagalan penguasa dalam mengatasi masalah in
memperbesar lerjadinya  konflik sosial vang berlarut-larut. Ketiga, adanya
kegapalan peran nepara atau pemenntah dalam memenuhr kebutuhan dasar
masyarakatnya, karena peran negara atau pemerintahan merupakan faktor kritis
dalam memuaskan atau mengecewakan keinginan dasar individu dan kelompok
identitas. Keempat, adalah adanya “keterkaitan internasional”, khususnya dalam
hubungan politik-ekonomi dari dependensi dalam sistem ekonomi iniernasional,
dan hubungan politik-militer sebagai pola regional, global, dan képcntingan lintas
negara. - Konflik Moro vang terjadi antara masyarakat muslim Mindanao dengan
pemerintah Filipina ini merupakan kategori PSC, karena sejak konflik ini muncul
hingga sekarang belum pernah benar-benar selesai, dengan kata laim konflik
tersebut tenjadi berlarut-larut, sehingga empat prakondisi tersebut berhubungan
dengan terus berlanjutnya konflik Moro.

Konflik Moro sangat erat hubungannya dengan kandungan komunal,
dalam PSC yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok identitas rasal,
religius, etms, dan budaya, Azar menghubungkan disjungsi antar negara dan
masyarakat di berbagai belahan dunia dengan wanisan kolonial yang secara
artifisial meletakan pagasan Eropa tentang teritorial kenegaraan ke dalam
keragaman kelompok komunal diatas prinsip memecah belah dan menguasai.

Akibatnya dalam masyarakat multikomunal pasca kolonial, mesin negara menjadi

R thidt
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dominasi kelompok komunal tunggal atau koalisi dan segelintir kelompok
komunal vang tidak merespon kebutuhan kelompok lainnya dalam masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, bahwa pertentangan nilai dan ideclogi di
wilayah Filipina Selatan dimulai sejak jaman penjajahan Spanyol. Masyarakat
muslim menolak penvebaran agama nasrani oleh Spanyol. Warisan kolonial pada
masd pemerintahan Filipina telah mengakibatkan adanya hegemonitas nasrani dan
diskriminasi terhadap kaum mushm di wilayah Filipina Selatan. Masyarakat
muslim sangat kecewa lerhadap perlakuan tidak adil tersebut, apalagi mercka
tidak merasa mempunyai kedekatan kultur dan kebudayaan dengan masyarakat
Filipina lainnya, schingga mercka ingin mempunyai identitas dan tujuan
politiknya sendin terlepas dan pemerintahan Filipina. Tisisi lain pemerintah
Filipina menolak keinginan pemisahan diri tersebut karena menganggap bahwa
wilayah Filipina Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Filipina
berdasarkan konsep nation state yang bersifat pluralistik dan sosial sekuler tanpa
mempermasalahkan perbedaan agama.

Vanabel yang kedua adalah adanya perampasan kebutuhan manusia,
secara khusus seperti kebutuhan keamanan, pengembangan, akses politik, ekspresi
budava dan agama Dalam hal ini, pemerintah Filipina sebagai penguasa lernyata
tidak memberi kebebasan bagi masyarakat mushim Moro untuk mendapatkan hak
dan kebutuhannya tersebut, terutama dalam akses politik dan kebutuhan identitas
( ekspresi budaya dan religl ). Hal tersebut terjadi dalam jangka waktu vang lama
dan  terus-mencrus schingga menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan
keinginan untuk melepaskan din dari kekuasaan pemerintah Filipina.

Vanabel Yetiga adalah adanya diskrmimasi at:liu kesalahan fungsi dar
institusi negara. Ada tiga hal yang terkait dengan masalah tersebut: yaitu, (1)
scharusnya ncgara merupakan institusi yang mampu memerintah secara efektf
dan bertindak sebagai penengah yang netral bagi konflik antar kelompok
kepentingan; (2) adanya monopoli kekuasaan oleh individu dan kelompok
dominan serta pembatasan akses bagi kelompok lain, schingga timbul krisis
legitimast, (3) dalan negara vang konflik sosialnya berlarut-larut, kemampuan

politis dibatasi oleh struktur otoritas yang kaku atau rapuh yang mencegah negara
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untuk menanggapr dan memenuhi beragam  kebutuhan pihak- pihak  yang
herkepentingan, Terkait dengan masalah konflik Moro im, Filipina lepas dar
penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat pada tahun 1935, dengan warisan
kolonial vang demikian Kuat seperti pentingnya suara mayoritas yang menjadikan
pemerintahan Filipina (konggres) dipenuli oleh masyarakat Katholik vang
berdampak pada pembuatan kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan
kaum mushmin. Hal inilah yang membuat kaum muslim berusaha mendapatkan
haknya dengan melakukan upaya-upsya dalum rangka membela kepentinganya.
Hingga saat ini perlakuan diskriminatif masih berlangsung terhadap umat Islam,
termasuk kepada masyarakat muslim Moro Mindanao di wilayah Filipina Selatan,

Variabel terakhir vang terkait dengan konflik Moro adalah adanya
“keterkaitan internasional” khususnya dalam hubungan politik-ckonomi  dan
dependensi dalan sistem ekonomi internasional, dan jaringan politik-militer yang
merupakan pola regional dan global dalam kepentingan antar negara. Ada
beberapa negara dan organisasi internasional yang secara langsung maupun tidak
langsuny tkut 1erlibat dalam konflik Moro sejak awal kemunculannya pada masa
pemerintahan Marcos hingga kini. Negara-negara Islam yang tergabung dalam
OKI senantiasa menjadi penengah konflik, dan mengupayakan perundingan
damar Dukungan dan negara-negara Islam im membual masyarakat Moro mau
mengambil  jalan  perundingan  dengan  pemerintah  untuk  menegosiasikan
tuntutannya, Tekanan Internasional (OK1) juga membuat pemerintah Filipina
sedikit lunak terhadap perjuanpan rakyat Moro ini, meskipun mereka tetap
menolak pemisahan dini tersebut. Akhir-akhir im peran OKI dalam membantu
penvelesman konthik Moro sedikit - memudar  sehingga  pemerintah  Filipina
memanfantkan  scruan Amerika Senkat dalam memerangi  terorisme  untuk
melawan perjuangan masyarakal Moro. Upaya pemerintah [ihipina memerang
perjuangan  masvirakal mushm lampak dengan digelarmya kerjasama militer
antary pasukan anti-teronsme Amerika Senkat dengan tentara Filipina di wilayah
Filipina Selatan dengan dalih memerangi teronsme. Dukungan Amenka Serikat
pada pemenintah ini membuat tekanan pada masyarakat Moro semakin besar,

sehingga mereka semakin memngkatkan perjuangannya, dan konflik kekerasan ini
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semakin berlarut-larut tanpa penyelesaian. Kontlik merupakan gejala unmiversal
vang mempunyai dampak sangat besar dalam masyarakat, karena berlangsung
terus-menerus dan menjurus kearah disintegrasi,

Untuk mempertajam analisa, penulis juga mengkaji tentang tindak
kekerasan vang menyertai konflik politik berkepanjangan, Dom Helder Camara
mengemukakan tentang Teori Spiral Kekerasan.' Teori ini menjclaskan
tentang bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan
struktural, yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan represi negara.
Ketiganva saling terkait karena kemunculan kekerasan yang satu akan disusul dan
menyebabkan timbulnya kekerasan lainnya. Sumber utama dari ketiga bentuk
kekerasan ini adalah keudakadilan, Camara menyebutnya sebagai jenis kekerasan
nomor 1. kekerasan ini merupakan gejala yang dapat menimpa baik perseorangan,
kelompok, maupun negara, vang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial
dan ketimpangan ckonomi internasional. Ketidakadilan itu terjadi sebagai akibat
dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga
terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi “sub-human”,
varlu kondisi hidup dibawah standar lavak. Kondisi in1 selanjutnya menimbulkan
ketegangan terus-menerus, dan  menimbulkan kekerasan nomor 2, yaitu
pemberontakan  sipil  menunmut  keadilan.  Ketika  konflik, protes, dan
pemberontakan menyemnbul atau kekerasan nomor 2 mencoba melawan kekerasan
nomor |, penguasa merasa dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski
dengan mengeunakan cara-cara kekerasan. Dari sinilah muncul kekerasan nomor
3, yailu represi penguasa. Kekerasan nomor 3 11 adalah penggunaan kekuatan dan
cara-cara kekerasan oleh lembaga negara untuk menekan pemberontakan sipil:
Ketika kekerasan disusul dengan kekerasan lainnya, maka duma jatuh ke dalam
spiral kekerasan,'”

Kondisi masyarakat muslim yang kurang sejahtera dan terdiskriminasikan

dibandingkan dengan masyarakat Filipina vang lain menimbulkan kekecewaan

'“ ) Dom Helder Camara, Spiral of Violence Sheed and Ward, London 1971, diterjemahkan oleh
komunitas Apira, INSIST PRESS, Jogyakarta 2000,
" thid

s
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dan rasa ketidakadilan. Keadaan ini menimbulkan pemberontakan untuk menuntut
keadilan vang tercermin dalam upaya-upaya masyarakal muslim untok
melepaskan diri dari pemerintahan Filipina. Usaha-usaha untuk melepaskan din
ini tentu saja sangat mengganggu stabilitas negara Filipina, karena itu pemerintah
merasa berkewajiban menumpas gerakan-gerakan ini, baik dengan cara damai
maupun dengan cara kekerasan. Tindakan tindakan represil dari pemerintah
semakin meningkatkan rasa kecewa masyarakat muslim, perlawanan mereka tidak
semakin mereda malah semakin meningkat memjadi perang terbuka. Seperti yang
dikemukakan oleh Camara dalam teon spiral kekerasan. konflik di Filipina juga
berakar dari rasa ketidakadilan yang tampak dari kondisi sub-human yang dialami
oleh kelompok muslim yang setiap hari penduduknya hidup dalam kekurangan
dan keterbelakangan, terbelenggu dalam ketegangan, schingga masuk dalam
lingkaran setan “kekerasan”, kekerasan personal menimbulkan kekerasan
struktural, kekerasan struktural menyebabkan kekerasan personal dan seterusnya.

Tindak kckerasan akan memngkat bila rasa tida puas dalam masyarakat
semakin mendalam. Tindakan juga akan lebih terarah pada sasarannya bila orang
menyadari siapa atau apa yang menyebabkan rasa tidak puas tersebut. Kekerasan
biasanya diarahkan pada bangunan pemerintahan, pos polisi atau militer, dan
bahkan mungkin pada lokasi human golongan yang dianggap menyebabkan
perasaan dirampas. Hal ini terjadi karena manfaat-manfaat sosial seperti status dan
pengaruh politik dimonopoli oleh golongan tertentu. Betapapun besar dan
terarahnya potensi kekerasan. namun titk ledaknya lerganiung pada reaks
penguasa dan dukungan politik terhadap potensi kekerasan tersebut. Penumpasan
justru dapat mengubah kerusuhan menjadi gerakan revolusi,

Untuk menangani konflik vang terjadi perlu adanya suatu penyelesaian
konflik dan pengaturan konflik. Penyelesman konflik (conflict resolution)
merujuk pada sebab-scbab terjadinya konflik daripada manifestasi konflik. dengan
asumsi bahwa selama ada antagonisme kepentingan dalam masyarakat, kenfhik
akan selalu tenadi tidak pernah dapat diselesaikan. Kemudian pengaturan konflik
berupa bentuk-bentuk pengendalian lebih diarahkan pada manifestasi konflik
daripada sebab-sebab konflik Dengan asumsi konflik tidak akan dapat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

" |

diselesaikan dan dibasmi maka konflik dapat diatur saja schingga konflik tidak
mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat'™

Mengacu pada pengertian diatas maka dalam menganalisa konflik internal
dalam negeri Filipina, antara para pemberontak muslim dengan pemerintah maka
kita harus melihat latarbelakang terjadinya konflik antara keduanya. Bibit-bibit
pertentangan antara masyarakat mushim di Filipina Selatan sudah dimulai sejak
penjajahan Spanyol dan pendudukan Amerika Senkat di Filipina Program
kristenisasi-nya mengancam eksistensi masyarakat muslim Morro di wilayahnya
sendiri. Kemudian setelah pemerintahan nasional Filipina berkuasa. keadaan
masvarakat muslim tetap tidak mengalami perubahan, tetap menjadi masyarakat
yang terpinggirkan dan menuai perlakuan diskriminasi. Peperangan terbuka mulai
dilakukan ketika rezim otoriter Marcos berkuasa, dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Darurat Perang (Martial Law) vang secara represif berusaha membasm
gerakan-gerakan yang anti kebijakan Marcos pada 1972. Kemudian atas prakarsa
OKIL perjanjian damaipun digelar, sayangnva gagal diimplementasikan dan
peperangan berkobar lagi. Begitu juga pada masa pemerintahan Agquino
perundingan dilakukan lagi. dan diingkan lag. Sampai pada masa Ramos berhasil
terbentuk kesepakatan damai dengan upaya pemberian otonomi dengan masa
transisi tiga tahun. Seperti vang kita Iihat sekarang otonomi yang harusnva sudah
dilaksanakan pada 1999, belum juga terlaksana sampai saat ini. Karena
sehenarnva angpota konggres Filipina tidak pernah menvetuyjn  “Peace
Agreement” 1996, Mercka sebenarnya tidak pernah mendukung kesepakatan
tersgbut, bahkan memberikan tekanan dan mempersulit pelaksanaan program
transisi tersebut' .

Kekecewaan-kekecewaan tersebut vang membuat konthk antara
pemerintahl dengan masyarakat muslim takkan pernah benar-benar usai. Hal milah
yang membuat beberapa kelompok muslim tidak mempercayai upaya-upaya

damai vang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga mercka memilih berjuang

"1 Ramlan Surbekti, [bid, hal 159

9 s gt con, S Juli 2002
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damai vang dilawarkan oleh pemerintah, schingga mereka memilih berjuang
secara  radikal  densan  kekuatan  bersenjata  dalam  memperjuangkan
kepentingannva. Konflik-konflik ini Jebih mengarah kearah tindakan separatisme
atau keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Semakin tinggi
tingkat konthk akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara. Dalam kondisi
demikian, bila tidak diketemukan penyelesaian yang dapal memuaskan
keduabelah pihak akan menjurus kepada pemisahan bangsa. Jadi separatisme 1ni
erat kaitannya dengan berhasil tidaknya proses integrasi politik yang dilakukan
oleh negara.

Dari uraian diatas kita akan mencari sebab-sebab mengapa konftlik antara
masyarakal muslim Moro dengan pemerintah terus berlanjut hingga sekarang,
Mengamati tupas yang harus ditangam Presiden Arroyo ini tidak mudah, menarik
untuk melihat tindakan apakah vang aken dilakukannya sclama masa
pemerintahannya, terutama berhubungan dengan kebijakan politik yang akan
diterapkan. Kebijakan politik Arroyo berpangkal dan adanya krisis-krisis politik
pada masa pendahulunya. Teori-teon tersebut akan membantu membantu penulis
menjelaskan tentang sebab-sebab berlanjutnya konflik serta pola-pola kebijakan
yang diambil pemerintah untuk mengatasinya, termasuk upaya-upaya strategis
vang dilakukan Arroyo bagi terwujudnya suatu integrilas wilayah dalam
mewujudkan kesatuan identitas, cultural, politik etnis, religius, linguistik, dan
sejarahnya. Untuk itu diharapkan masyarakat muslim Mindanao tunduk dan patuh
terhadap tuntutan negara agar tercipta suatu konsensus normatif vang mengatur
tingkah laku politik rakyatnya. Seperti upaya-upaya perundingan yang dilakukan
oleh pemermiahan Arroyo baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
mengeunakan pihak ketiga sebagai mediator sebagai upaya penyelesaian konflik
dengan kelompok-kelompok mushim kontra pemerintah vang masih punya itikad
untuk berdamai. Sedangkan dengan kelompok-kelompok pemberontak yang

radikal pemerintah tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya,
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i.5. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin juga
salah. Dia akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya dan akan ditolak jika
salah

Menurut Winarno Surachmad bahwa:

“Suatu dugaan yang mungkin benar, sebuah kesimpulan wu belum final

masih harus dibuktikan kebenarannya juga merupakan suatu jowaban

dugaan vang dianggap benar i

Dar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesa adalah salah
satu jawaban yang sifatnya sementara, dan hal itu perlu dibuktikan serta dianalisa
lebih lanjut, guna mendapat jawaban yang lebih valid dan ditunjang dengan data-
data.

Berkaitan dengan uraian di atas penulis menarik hipotesa sebagai berikut:
“Berlanjutnya konflik Moro dalam kurun waktu yang relatif lama ini sangat
dipengaruhi olch peran kepala negara pada setiap pemerintahan. Konflik ini
semakin berlarut-larut dan tak kunjung selesai karena adanya empat faktor,
vaitu :

1. Adanya kandungan komunal, dalam bentuk kelompok identitas-
rasial, religius, etnis dan ckspresi budaya.

2. Adanya perampasan kebutuhan manusia, seperti kebutuhan
keamanan, pengembangan, akses politik, dan identitas (ckspresi
budaya dan religius).

3. Adanya kesalahan pelaksanaan fungsi institusi negara dalam
memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

4. Adanya keterkaitan internasional dalam bidang politik-keamanan.

Hal terschut ditambah lagi dengan adanya keinginan merdeka oleh
masyarakat muslim Moro, melalui pola gerakan perjuangan yang berbeda

antar kelompok pejuang muslim Moro.

M Winarno Surachmad, Dasar-Dasar Teknik Research: Pengumiar Metodologi fmiah, Tarsito,
Bandung, 1978, hal 38
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1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah untuk mengadakan penehitian harus
memahami dasar-dasar pemikiran masalah yang akan diteliti agar penulisan suatu
karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu digunakan
metode dan pendekatan. Menurut The Liang Gie:

"Metode adalah cara wau langkah yang berulang kembalt schingga
menfudi pola mtuk menpeali pengetahuan suaiu gefala. Pada wjung
awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-
data, sedangkan pada wung akhirnva merupakan cara atau langhah untuk
dupat  memeriksa kebenaran dari pada pernyataan-pernyatuarn yang
dibuat mengenai gejala tersebur ™"

Dalam hal 1m penulis menggunakan metode dokumenter, yang mienurut
Winamo Surachmad, pengertiannya dapat disamakan dengan definisi dari metode
historis, yaitu;

penvelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah
duri prespekiif histori suatu masalah.. merupakan Suatu proses yang
meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan
vang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisast yang berguna
dalam usaha wntuk memahami kenvataan-kenyataan sejarah vang juga

dapat  berguna wntuk memahami  situast sekarang  dun  meramalkan

i35
perkembangan yang akan datang "’

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis memanfaatkan data-data sekunder melalui
penelitian perpustakaan vaitu mengumpulkan dan membaca dokumen-dokumen,
majalah dan surat kabar, buletin serta karya tulis para ahli, baik berupa buku-buku
bacaan maupun artikel yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu penelusuran
data juga dilakukan melalui media internet, Penelusuran data dilakukan oleh

penulis dan:

I. Perpustakaan pusat Universitas Jember.

!-_J

Perpustakaan FISIP Universitas Jember.

S

Perpustakaan FISIP Universitas Gajah Mada.

Ay W : : b ' -
The Laang e, N Politik: Swain Pembahasan Tentang Pengertian, Kedwdikan, Lighip dan

Metodotogr, UGM Press, Yogyakarta, 1984, hal 97,
" Winarno Surachmad, (ip. Cir, hal. 123

e e

x
y.
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1.6.2. Teknik Analisa Data

Dalam analisa penulis mengikuti cara berpikir dengan menggunakan
metode deduksi, yaitu metode penyelidikan yang berdasarkan atas azas yang
umum, yang menerangkan peristiwa khusus atau penjelasan teoritis yang umum
atas fakta yang konkrit.™’

Sesuai dengan metode tersebut, penulis menjelaskan bahwa sumber utama
berlangsungnya konflik antar kelompok karena dipicu oleh adanya rasa
ketidakadilan yang tercipta akibat adanya hegemonitas kelompok mayoritas yang
tercermin dalam pemerintahan negara terhadap kelompok minoritas, sehingga
timbul  perlakuan  diskriminauf Pembatasan atau perampasan kebutuhan
kelompok minoritas ini menimbulkan konflik. Keberpihakan mstitusi negara
dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur dalam memenuhi kebutihan dasar
masyarakatnya serta sebagai penengah antar kelompok kepentingan dan identitas
menimbulkan krisis legitimasi. Apalagi campur tangan internasional tidak bisa
lepas dari konflik vang tercipta, schingga konflik semakin berlarut-larut. Kondisi
tersebut sedang dialami oleh masyarakat Filipina, dalam konflik Moro vang
hingga sekarang belum kunjung selesai. Konflik yang tercipta akibat upaya-upaya
memperjuangkan kepentingan kelompok yang merasa lerbatas) dan terampas
haknya, apalagi pemerintahan Filipma mendukung berlangsungnya kondisi

tersebut sehingea konflik in1 semakin berlarut-larut.

1.7.  Pendckatan

Pendekatan adalah keseluruhan unsur vang dipakai untuk mendckati suatu
sasaran bidang ilmu pengetahuan sccara teratur dan sistematis. Menurut The
Liang Gie;

“_hampir merupakan keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati
suat  sasaran, memenwhi suatu bidang ilmu dan memahami  Hdmu

pengetahuan vang teratur bulat mengenai susaran yang ditelaah oleh ilmu
tersebut "

f-" F. Isjwara, Pesgantar Itmu Politik, Bina Cipta, Bandurg, hal. 65.
I The Liang Gie, Op. Cit, hal. 81,
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Dalam  menganalisa  masalah  im  penuls  menggunakan  berbagai
pendekatan agar dapat memberikan analisa secara tepal tentang masalah yang
sedang dikaji. Untuk menganalisa tentang terus berlanjutnya konflik antara
masyarakat muslim Moro dengan pemerintah, penulis menggunakan dua
pendekatan, yaitu, pendekatan sejarah politik dan pendekatan sosiolog politik.

Political History Approach dimaksudkan untuk menggambarkan fakta-
fakta politik sccara kronologis yang terjadi baik dalam suatu negara maupun yang
terjadi dalam hubungan antar negara. Menurut Charles Eisenmann, seorang
sarjana politik, dalam bukunva The Liang Gie mengatakan bahwa |

“ Political History Approach s, in the last repori, the cronological

deseriptive on of potitical facts of every find whether institwtion or non

mstitutional, in the life of state (or polical society) consider separetly

fuaternal I.r:u.".r';.:l-’} g 1 e relation hetween severaly states (or soce! .';“.\'J.‘j'ﬂ
Melalui analisa sejarah pohtik, fakta atau gejolah kontlik dan perkembangannya
di Filipina dapat dipahami denpan lebih mudah, Kenflik dan penyelesainnya
merupakan suatu rangkaian dari suatu proses yang panjang dan rumit yang
membutuhkan penyelesatan, sehingga upaya pemahaman atas perkembangan yang
terjudi di Filipina harus juga dirunut dari belakang, yaitu latar belakang dan
situasi tersebut, sehingga memudahkan upaya-upaya yang akan dilakukan
selanjutnya.

Pendekatan sosiologi politik, menurut Maurice I'_?lmﬂ;:rg,::l‘:"’ﬁJ , adalzh studi
tentang fenomena kekuasaan di dalam setiap kelompok masyarakat, dan bukan
hanya di dalam negara ( nation state ). Kelompok-kelompok manusia tersebut
akan mewujudkan suatu struktur atau suatu kerangka dimana aspek-aspek konflik
dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peranannya. Pendekatan im
menggabungkan ilmu sosiologi dengan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam
masvarakat dan ilmu politik vang menckankan pada aspek kekuasaan dalam
struktur masyarakat. Dari pendekatan tersebut penulis berusaha untuk menyajikan

faktor-faktor penyebab terus berlanjutnya konflik antara masyarakal mushim

14

' [bid

*¥ Maurice Duverger, penerjemah: Daniel Dhakidae, disunting oleh: Alfian, Sosiologi Palitik, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
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dengan pemerintah Filipina yang semakin terbuka dan berlarut-larut tanpa
penvelesaian yang jelas. Konflik ini merupakan konflik multidimensional, yang

bersumber dari adanya ketidakadilan sosial dan politik dalam masyarakat.
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DINAMIKA KONFLIK M ORRO

2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik
2.1.1 Warisan Sejarah Kolonial

Pulau  Mindanao yan g fterletak disebelah selatan wilayah Filipina,
merupakan pulau terbesar kedua setelah Luzon, dari sekitar 7.107 pulau di Negara
Filipina. Pulau ini telah menyimpan pertentangan sejak berabad-abad tahun yang
lalu akibat pendudukan kepulauan Filipina oleh bangsa Spanyol, Pertentangan
prinsipil antara masing-masing kelompok yang setiap saat dapat memmbulkan
konflil. terbuka, Benturan antars dua kebudayaan ini telah berlangsung sejak
Jaman penjajahan Spanyol. Sebelum kedatangan Spanyol di pulay i, penduduk

di Filipina telah mengenal para pedagang Islam dari Timuyr Tengah dan

Semenanjung Malaya. Pengaruh Islam masuk dan menyebar di Filipina melalui
jalur - perdaganpan. Kemudian, Spanyol datang dan mulai menancapkan
dominasinya dari wilayah Manila, dan secars perlahan tapi |;.asti' meluaskan
pengaruh, kebudayaan, dan agama Kristen ke seluruh penjuru Luzon, Usaha
Spanyol meluaskan pengaruhnya mengalami kesulitan di wilayah Filipina bagian
selatan, karena pengaruh Islam vang kuat dari dari kaum muslim di Semenanjung
Malaka. Sejarah menunjukkan bahwa pertentangan antara penduduk yang hidup
di utara (Luzon) dengan penduduk muslim di selatan bermula dari permusuhan
antitra orang Spanyol dan kaum Muslim

Peperangan antara Spanyol dengan masyarakal muslim dikenal dengan
“The Moro Wars” Spanyol menjajah Filipina dan juga menyebarkan agama
Khatolik  dengan program  Kristenisasinya.  Akibat penyebaran ini  posisi
masyarakat muslim terdesak. dan bagi yang tidak may menerima ajaran Khatolik
menyingkir ke bagian selatan Filipina. Kelompok Muslim di wilayah selatan ini
vang mampu mempertahankan diri dan pengaruh dan penindasan penjajah
Spanyol. Upaya-upaya Spanyol menundukkan relompok muslim inj belum
pernah benar-benar berhasil, karena pertahanan masyarakat inj cukup kuat, dan

mereka tidak pernah mau mengakui pendudukan Spanyol atas wilayah mereka.

25
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endudukan Spanyol dimulai dengan penyerangan terhadap Jolo tahun 1578, dan
11U berakhir tahun 1898 ketika Spanyol menyerah kalah pada Amerika Senkat.
egapalan-kegagalan  Spanyol dalam menundukkan kelompok mushm

" untuk memerangi kaum

ienyebabkan Spanyol memperalat kaum “/ndio”
uslim di Filipina bagian selatan. Mereka didoktrinasi agar memusuhi orang-
rang muslim vang merupakan musuh agama mereka. Bagi masyarakat muslim,
tlam memandang kaum kristiani, melihat mereka sebagai orang terkutuk di mata
llah dan agama Islam. Pengertian seperti ini ditanamkan pada tiap-tiap gencrasi
iuda mereka oleh juru dakwah masing-masing.

Se¢jarah Filipina sudah mencatat dan mengenal istilah “The Moro
roblem” sejak abad ke-17, yang menyangkut persoalan penguasaan wilavah dan
cdaulatan. Dalam perkembanganya, masalah tersebut memiliki makna vang lebih
ieluas dan lebih rumit lagi, The Moro Problem sering dianalogikan sebagai "7he
roblem of Integration”™ Masalah Moro identik dengan masalah Integrasi
asional yang disebabkan oleh pertentangan antara penduduk Muslim dan non-
luslim yang sudah sangat parah.

Perasaan-perasaan yang sebenarnya adalah milik sejarah, secara udak
wdar diturunkan oleh para pendahulu kepada generasi berikutnya, sehingga
cngan sendirinya ada keengganan dan masyarakat yang kebetulan berkedudukan
| utara (Luzon) untuk mengabaikan masvarakat di wilayah selatan. Ibukota dan
usat pemerintahan yang terletak jauh di utara, mengakibatkan kebanyakan orang
ang bekerja di pemerintahan juga dihinggapi sindrom demikian. Sementara ity
rang-orang di selatan dalam gerak vang sama mengangpap bahwa mereka tidak
emah diwakili oleh suatu pemerintahan yang sah di bagian utara negara Filipina.
agi masyarakat di selatan, Manila adalah mamla belaka, dan masyarakat di
ihipina selatan merupakan “umat Islam™ daripada orang Filipino. Mercka merasa
ahwa pemerintah di Manila sama saja dengan pemerintahan pada masa
crjajahan kolonial. Pengaruh penindasan kolonialisme yang cukup lama ini

Kaum Indio adalah masyarakat Kristen Filipina yang telah terpengaruh oleh budaya Spanyol
Kustigar Nadeak dan Atmadji, Revolusi Damai: Rekaman kemelut di Filipina, Pustaka Harapan,
karta, 1986, hal |70
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membuat pertentangan di Mindanao sulit dihapuskan. Selama lebih dari 300 tahun
kaum muslim ditindas oleh penjajah Spanyol, kemudian diikuti oleh pihak
Amerika Serikat, yang mendapatkan Filipina dari Spanyol berdasarkan * I'raktat
Paris " pada 10 Desember 1898, selama 47 tahun, kemudian Amerika Serikat
memberikan kemerdekaan pada pemenintahan Filipina sejak 1946, Sebenarnya
masyarakat Moro telah menolak usulan Amerika untuk meleiakkan wilayah
muslim Moro di bawah pemerintah Filipina, hal ini sesuai dengan perjanjian
antara Amenka dengan para sultan di Mindanao, perjanjian Kiram-Bates pada 2
Agustus 1899, vang salah satu isinya adalah tidak adanya campur tangan asing
dalam pemerintahan para Sultan di Mindanao,"” tapi sayang perjanjian tersebut
diingkari oleh Amerika Serikat. Akhirnya wilayah muslim di Mindanao Filipina

bSelatan menjadi bagian dan Republik Filipina.

2.1.2 Konflik Minoritas Moro

Setelah perang dunuia ke II berakhir pada tahun 1945, kEJl'd&ﬂﬂ di Filipina
mular normal kembali. Keadaan normal ini menyebabkan terjadinya proses
migrasi sebagian penduduk dari Pulau Luzon dan Visayas ke wilayah Mindanao
vang luas dan menjanjikan lebih banyak harapan. Perpidahan penduduk ini
kebanyakan terjadi di Propinsi Cotabato dan Propinsi Maguindanao yang secara
tradisional adalah wilayah pemukiman orang Islam. Akibat dari migrasi ini adalah
perubahan perimbangan jumlah antara masyarakat Muslim dengan Kristen.
Banyaknya kaum pendatang ke wilayah Filipina Selatan ini menyebabkan

masyarakat Mindanao menjadi minoritas di wilayahnya sendiri.

*! Sheik Abu Zahir, Jiferd {inat Islam Moro, www morgjihad com, 5 Mei 1998
" hid
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Tabel 1
Perkiraan Populasi
Bangsa Moro dan Non-Moro di Mindanao
1903-1990
Populasi Populasi !
Bangsa Non-Moro
| Maoro . . .
Tahun | Populasi | Jumlah | Persentase | Jumlah Persentase
Mindanao :
" 1903 327,741 I| 350000 | 76 77741 24
1913 518.698 324.816 63 193882 | 37
1918 | 723.655 358.968 50 364687 | 50
1939 2.244.42] 755.189 34 | 1:489.232 66
1948 2943324  933.101 32 2,010,223 68
1960 | 5.686.027 | 1.321.060| 23 4.364.967 77
1970 7936932 | 1.669.708 21 6.294.224 79
1975 | 9.146.995 | 1.7980911 20 7.348.084 80
1980 | 10.905243 ‘ © 2.504.332 23 8400911 77 |
I 1990 | 14.269.736 ‘ 2.690.456 19 | i;w.zsn 81
Sumber; Che Man (1990), Ferrer ( 1997y
Tabel 2
Populasi Mindanao 1990
| Agama ‘ Mindanao Mindanao Mindanao Mindanao
Barat Utara Selatan |  Tengah
Slam | 1.060.965 11.209 120051 | 1485331
Non-Islamn 2,089,941 3.491.465 4.318.665 1.679.209
 Total ‘ 3,150.906 3.502.674 4,448 616 | 3.167.540

" Sumber: Ferrer (1997)"

* Poppy Sulistyaning Winanti, Masalah Imegrasi Nasional dan Kelompok Minorntas: Studi Kasus
Masyarakat Muslim Moro di Filipina Selatan, FISIP_HI UGM, 1997

" hid
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Jumlah masyarakat Moro yang minoritas menyebabkan bangsa i
mendapatkan masalah diskriminast di berbagai aspek kehidupan. Perlakuan
diskrimimast ini sebenarnva telah ditanamkan penjajah sejak dulu. Pada masa
penjajahan Spanyol penduduk minoritas Muslim diperlakukan dengan kejam.
Penjajah  Spanyol menanamkan kebencian yang mendalam terhadap kaum
minoritas Muslim yang sedang berjuang mempertahankan diri di Filipina Selatan,
Orang-oang Kristen beranggapan bahwa masyarakat minontas mushm im adalah
musuh vang harus diperangi dan disingkirkan. Sedangkan menurut orang-orang
muslim, masvarakat Krsten adalah budak dan alat pemjajah. Pada masa
penjajahan Amerika, kelompok minoritas imi juga diperlakukan tidak jauh berbeda
dengan penjajah sebelumnya. Bahkan ketika pemenintahan Filipina sendiri yang
berkuasa, orang-orang mushim tidak pernah dikutsertakan dalam bidang
pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga mereka cenderung tertinggal
dari kelompok mayoritas yang menguasai berbagai aspek kehidupan. Pada masa
pemerintahan Manuel  Queson, presiden  persemakmuran yang  pertama,
mengatakan bahwa dalam rezim yang baru ini tidak ada tempat lagi bag para
sultan-sultan dan datu-datu, karena undang-undang nasional akan diterapkan
secara sama terhadap orang-orang Islam dan Kristen.” Pemvataan diatas
menunjukkan bahwa Presiden Queson tidak menvadari bahwa undang-undang
nasional yang dibentuk tanpa menyertakan wakil masyarakat muslim, hanya
menegakkan standart barat dan mengabaikan sistem-sistem sosial dan hukum
tradisional Islam,

Pada masa pemenntahan Presiden Ferdinand E. Marcos golongan Muslim
dan golongan Knsten tetap tidak dapat dipersatukan dengan berlandaskan
nasionahisme Filipma. Perlakuan diskniminatif pada masyarakat Muslim bahkan
mencapai puncaknya dengan terjadinya kasus pembantaian di pulau Corregidor,
pada 1970, yang kemudian dikenal sebagai “Jabidah Massacre™, dimana satu
kelompok genlyawan Islam dihabiskan oleh pasukan-pasukan angkatan darat

Filipina. Perstiwa imi berawal dan proyek rahasia angkatan bersenjata Pemerintah

" Cesar, A Majul, Dinamika [stam di Fifiping, LP3S, Jakarta, 1981, hal 18
" ! Kustigar, Op Cit, hal 171
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Filipina pada tahun 1967. sekitar 180 pemuda mushm direkrut dan dilatih untuk
sabotase, gerilya, dan lain-lain. Proyek rahasia pemerintah Filipina ini untuk misi
penyusupan ke Sabah, untuk mengadakan sabouase karena pada saat itu terjadi
sengketa antara pemerintah Filipina dan Malaysia. Para pemuda Muslim yang
dilatih tersebut akan diterjunkan ke Sabah untuk misi sabotase tersebut, tapi
mereka menolak bahkan menuntut untuk dikembalikan lagi ke kampung
halamannya. Kemudian mereka dibawa dengan pesawat dan setelah mendarat
darurat disebuah lapangan kecil mereka ditembaki. Salah satu dan mereka yang
selamat ditemukan oleh penduduk di wilayah pantai Caritte, yang kemudian
menceritakan semua kekejaman tentara Filipina. Pembunuhan di Corrygedor ini
menciptakan ketakutan akan kebiadaban pemerintah terhadap orang-orang muslim
di Filipina. Akibat dari insiden ini pula ketegangan memuncak yang menyebabkan
masyarakat Moro semakin ingin lepas dari pemenntahan Filipina, Mereka
menginginkan Negara yang berdiri sendiri, yang dapat menciptakan suasana yang
mendukung kegiatan keagamaan dan adat istiadat mereka. Seperti yang
diungkapkan oleh Mahbub Junaidi, * ... bahwa umat Islam Li-dak mau hidup
bersama dengan kaum Kristen atau Nasrani dalam suatu wadah negara Filipina.™
Pernyataan tersebut menunjukkan suatu keinginan yang kuat untuk
mempertahankan eksistensi mereka sehingga tidak ada kekuasaan manapun yang
dapat menundukkan mereka,

Akibat dari peristiwa Corrygedor itu, pemerintah membentuk Commision
National Integration yang bertujuan untuk membantu mengembangkan daerah
kaum minoritas muslim, akan tetapi pelaksanaandi lapangan mengalami banyak
hambatan, seperti terbatasnya dana, hambatan politis, dan lemahnya sanksi hukum
yang berlaku. Keterbelakangan kaum muslim ini juga karena kurang perhatian
dari pemerintah. Di bidang politik orang-orang non-muslim telah lebih maju,
karena mereka mau belajar dan bekerjasama dengan penjajah Spanyol maupun
Amerika Serikat, Kelebihan ini menyebabkan mereka mampu duduk di
pemerintahan, Sebagian besar orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah

orang non-muslim, sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan cenderung

" Cesar A- Majul, Op. cit, hal 28
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melindungi kepentingannva, dan mengabaikan kepentingan kelompok lamnya.
Penduduk minoritas muslim sedikit sekali yang terlibat dalam pemerintahan
Filipina, seperti yang oleh mantan pimpinan pemberontak muslim Moro, Abdul
Khayr -
“ Kami muslim yang berjumilah 4 juta jiwa dari 46 juta penduduk
Philipina sejak lama menjadi warga kelas dua, tak sampai 2% yang
menjadi pegawai pemerintah, kami punya banyak sarjana luar negeri,
tetap tidak mendapat kesempatan juga, kami juga mempunyai seorang
senator, tidak ada orang kami di lembaga kewangan, daerah kami
diabaikan, hanva sedikit rumah sakit dan sekolah, di daerah kami duan
masth banvak lagi alasan sehingga saya melawan Marcos. ™ i

Masalah diskriminasi juga terasa dalam bidang sosial. dimana kemajuan
penduduk mavoritas Knisten mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah
dengan mudah seperti, sarana pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain-lain.
Pedidikan di Filipina merupakan adopsi dari barat yang menekankan pada ide-ide,
nilal, dan aturan-aturan orang barat yang tidak sesuai dengan pendidikan kaum
mushm. Perekonomian Filipina juga dikuasai masyarakat mayorifas non-muslim,
seperti perkebunan-perkebunan tebu, kelapa, karet, dan masih banyak lagi.
Apalagi [asilitas kredit dari bankpemerintah sangat mudah mereka dapatkan,
berbeda dengan kaum mushm vang mengalami kesulitan untuk dapat fasilitas
kredit untuk mengembangkan usahanya. Perbedaan—perbedaan inilah yang
menyebabkan kaum muslim tertinggal jauh dan masyarakat mayoritas, dan hal ini
memmbulkan ketidakpuasan dan menyebabkan konflik mudah terjadi.

Setelah penstiwa Corrygedor, muncul insiden-insiden dan pertikaian
bersenjata antar penduduk yang berlainan agama di Mindanao. Pada 19 Jum 1971,
lerjadi  pembantaan terhadap 70 orang di sebuah maspd di Barrio Manili.
Cotabato Utara. Sckelompok muslim, termasuk para wanita dan anak-anak
dibunuh oleh gerombolan “/llagas” yang seharusnva ditempatkan dibawah
kendali Police Constibulary.'” Dampak dari pembantaian tersebut adalah

pembentukan kelompok-kelompok perlawanan muslim yang disebut sebagai

'"'_' Amran Nasution, fslam o Prkoran Marcos, Majalah Tempo 12 Januart, 1992, hal 21
" Hagas adalah istilah yang ditujukan kepada kelompok-kelompok pertahanan desa kaum Kristen

dari suku-suku ongo, Magas berarti kelompok-kelompok balas dendam yang tidak terkendali.
Kustigar MNadeak, Op. Cit, hal 171
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“Black Shirts ", kelompok berbaju hitam yang disinyalir sebagai organ militer dari
pergerakan muslim MIM. Peristiwa lain juga terjadi di daerah Lanao del Sur, kota
di wilayah Cotabato Utara, scbuah granat meledak dalam sebuah masjd yang
menyebabkan banyak orang muslim terluka dan meninggal. Kelompok ini bahkan
juga membakar rumah-rumah disekitar masjid yarg menyebabkan ribuan
penduduk mengungsi ke gunung dekat Danau Lanao. Insiden-insiden berdarah ini
menyebabkan balas dendam tidak dapat terelakkan lagl.

Pada bulan Agustus 1971 pertempuran antara kelompok Black Shirts
dengan satuan Police Constibulary (PC) terjadi di Cotabato. Akibat pertempuran
tersebut Presiden Marcos memenggil para pemuka agama dan meninjau langsung
ke Cotabato untuk meredakan situasi. Keadaan kemudian sedikit membaik, tapi
tidak berlangsung lama karena pertentangan antar kedua golongan meledak lagi
dan semakin parah Karena terjadi perang antar militer dengan kelompok mushm,
Pecahnva perang tersebut menimbulkan reaksi dari Negara Malaysia, Kuwait, dan
Libya vang menuduh bahwa Presiden Marcos bermaksud membantai penduduk
minoritas muslim di Filipina Selatan dan meminta PBB turu;a tangan untuk
memecahkan masalah ini.

Di tengah-tengah perhatian dunia yang meningkat terhadap masalah
pertikaian di Filipina Selatan, pada bulan Oktober 1971, 17 anggota PC dan 22
orang yang berpatroli tewas dicegat gerilyawan muslim * Barracuda™ di wilayah
Mag Say Say. lLanao del Norte. ' Kejadian ini menimbulkan kemarahan
Angkatan Bersenjata Filipina yang kemudian mengadakan operasi pembersihan
yang menyebabkan tewasnya 66 orang gerilyawan muslim dalam pertempuran
tersebut.

Pada 22 November 1971 terjadi insiden berdarah lagi, Propinsi Cotabato
Selatan mengadakan pemilihan umum untuk memilih gubermnur Kristen untuk
pertama kali, hal ini terjadi karena perimbangan jumlah penduduk Knsten yang
telah menjadi mayoritas. Sekelompok muslim yang pulang dan tempat pemilihan

dengan naik truk dicegat di daerah Tacub, kemudian ditembaki oleh tentara

2 Kustigar Nadeak, Ibid hal 172
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pemerintah yang menycbabkan 40 orang mushim meninggal '" Peristiwa “Zacub
Massacre”™ i cepat sekali menyebar ke seluruh dunia, dan menimbulkan simpati
kepada golongan mushm. Menanggupi peristiwa terscbut, Presiden Marcos
memenntahkan untuk diadakan pengusutan terhadap sejumlah tentara dan
beberapa perwira yang diajukan ke pengadilan. Tetapi penyelesaian kasus tersebut
tidak pernah jelas dan orang-orang yang terlibat tidak pernah dihukum. Peristiwa
tersebut menimbulkan ketakutan-ketakutan dari masvarakat, baik masyarakat
Kristen maupun mushim. Mereka ndak berani pulang ke rumah masing-masing
karena takut aksi balas dendam dan kelompok-kelompok vang bertikai.

Pada akhir 1971, keadaan damai belum pulih sepenuhnya, tapi kandisi di
Mindanao * tidak perang dan tidak damai”. Beberapa penduduk sudah kembali ke
rumahnya masing-masing dan mulai hidup dengan normal. Pemerintah juga
berupaya untuk menciptakan suasana tenang dan damai di wilayaih konflik
tersebut, meskipun beberapa tentara pemenintah tetap disiagakan di daerah-daerah
rawan untuk menjagn dan segala kemungkiman buruk Pada pertengahan 1972,
pemerintahan Filipia bahkan mengundang para duta besar dari negaru-negara
vang penduduknya mayoritas muslim untuk menyaksikan sendirt suasena dama
di Filipina Selatan, sekaligus membantah anggapan yang tersebar di beberapa
negara mushim bahwa pemerintah Filipina menekan kehidupan kaum muslim di
Filipina. Penstiwa cukup penting lainnya adalah yang terjadi pada 24 januari 1972
ketika untuk pertama kalinya wakil-wakil dari masyarakat Islam hadir dalam
siding umum konggres di Manila '

Kondisi yang relatif aman di wilayah Filipina Selatan ini, sebenarnya tetap
diwarmnar oleh insiden-insiden kecil Bentrokan-bentrokan kecil masih senng
terjadi di wilayah propinsi Cotabato dan propinsi Lanao. tapi semua dianggap
belum serus oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Kondisi ini menciptakan “Api
dalam Sekam” vang sedikit percikan saja mampu menyulut kebakaran besar,
karena konflik ini sudah menjurus pada konflik antar agama, dengan golongan
mushim sebagu prhak vang tertekan

™ 1hid hal 173
" Ihid, hal 175
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Api dalam sekam im menjadi kebakaran besar, setelah pada bulan
September 1972 Presiden Fidel Ramos mengumuinkan keadaan darurat perang
yang berlaku di seluruh negara. Pada 2' September 1972 muncullah Undang-
undang Darurat Perang ( Martial Law ) yang mengharuskan semua senjata api
vang berada di tangan kelompok-kelompok non-tentara harus dikumpulkan
kepada pcmerinmh.‘ﬁ' Hal ini menimbulkan kecurigaan dar kalangan minoritas
muslim, bahwa pemerintah berniat melucuti mereka schingga lebih mudah
ditindas oleh golongan Kristen Tanggapan darim kelompok muslim adalah
perlawanan total terhadap undang-undang tersebut. Pada Oktober 1972, terjadi
pemberontakan di Marawi yang menyerang tangsi Police Constabulary dan
menduduki Mindanao State University, serta berhasil menguasai stasiun radio
pemerintah vang berada di kampus.'” Melalui pemancar radio tersebut kaum
pemberontak menyiarkan berbagai sebab terjadinya bentrokan antar agama di
Mindanao, dan mengajak kaum muslim untuk memperjuangkan haknya,

Reaksi lain dari munculnya Martial Law adalah terbentuknya Moro
National Liberation Front (MNLF), pimpinan Nur Misuari. yang mampu
mengorganisasikan masyarakat Islam Mindanao dan mengadakan propaganda
keluar negeri yang berhasil mengundang perhatian negara-negara yang satu
ideology untuk membantunya dalam artian politis dan Finansial. Negara yang
terang-terangan membantu adalah Libya, seperti yang diungkapkan oleh Muamar

K hadafi,

“Negara kami mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu dan
mendukung pemberontak kawm minoritas Muslim di philipina Selatan,
karena kami penduduknya mayoritas Islam, maka sesame kaum muslim
kami tidak rela seandainya saudar-saudara kamidi Philipina Selatan
ditnjak-injak."”

Malaysia schagai negara tetangga juga membantu meskipun secara tidak
langsung, dengan membiarkan pelarian Moro ke Sabah dan mendapatkan latihan

militer di Sabah, seperti yang dikemukakan oleh Amran Nasution sebagai berikut:

S hid hal. 176
Y thid hat, 177

" Hadi Susastro, fndoresia dan Dionia fivernasional, yayasan Proklamasi (C518), Jakarta, 1974,
hal 158
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“Ratusan pejuang Moro mendapat latthan muiliter di Sabah pada awal
tahun 1970-an, mereka mushim dan kami mustim, mengapa kami tidak
pergi kesana di kamp pengungsi di Sabah, sampai tahun 1976 masih
banyak berkeliaran orng-orang Moro bersemjata mereka kemudian
menyvusup ke Mindanao. "™

Bantuan dan berbagai pihak tersebut membuat MNLF menjadi sebuah
orgamsasi yang kuat dan dapat mengimbangikekuaian pasukan pemerintah
Melihat kekuatan MNLF ini, Marcos mencoba meminta bantuan dari Amerika
Serikat untuk 1kut langsung memerangi kelompok minoritas muslim ini. Tetapi
Amerika nampaknya enggan membantu, sehingga pemenntahan Marcos meminta
bantuan senjata dan negara-negara di Fropa,

Pada tanggal 7 Februan 1974, profesionalisme pasukan MNLF dibuktikan.
Apabila serangan terhadap kota marawi masih bersifat setengah amatir, karena
persenjatean  kurang memadai, maka serangan MNLF terhadap kota Jolo
merupakan contoh suatu serangan pasukan modern yang terlatih dengan baik
Kota yang merupakan kedudukan Sultan Sulu ini, diserang sekitar 5000 orang
bersenjata lengkap. *" Satu garnisun ankatan darat dan satuan PC di kota tersebut
tersapu bersih dan komunikasi dengan kota-kota lain terputus. Jatuhinya kota Jolo
ke tangan gerilyawan MNLF tidak banyak yang tahu, karena pemerintah melarang
pers mempublikasikannya dengan landasan undang-undang darurat perang. Ketika
pasukan pemenntah melancarkan serangan balasan, korban yang paling banyak
adalah rakyat biasa. Kedua belah pihak menjadi gelap mata dan saling menuduh
lawannya berbuat di luar norma-norma kemanusiaan Pihak MNLF menuduh
pemenntzh membakar rumah penduduk yang tidak bersalah dan menembaki
mereka yang masth hidup, sementara pihak pemerintah menuduh MNLF
menggunakan penduduk sebagai tameng. Akibat dari saling tuduh tersebut, perang
Jolo bukan lag perang genlya tetapi telah menjadi perang terbuka antara dua
pasukan yang sama kuat, Perang juga terjadi di beberapa daerah di Danao, pulay
Taban Zamboanga. Pada setiap peperangan tersebut pasukan pemerintah selalu
mendapatkan perlawanan yang gigih dari pihak gerilyawan MNLF.

*! Amran Mosution, Op. Cit, hal 21
) Kustgar Nadeak, Op Cit, 182
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2.2Pergerakan Awal Bangsa Moro

Gerakan awal bangsa Moro vang lebih teratur dan terorganisasi untuk
memisahkan diri dari pemerintah Filipina ditandal dengan penandatanganan
schuah manifesto vang dilakukan bekas Gubemur Cotabato, Datu Udtog
Matalam.”"” Manifesto ini ditandatangani di Pagulungan, Propinsi Cotabato pada
fahun 1968, Datu Udtog Matalam menyerukan persatuan seluruh rakyat di daerah-
daerah yang penduduknya mavoritas beragama Iskam di Filipina Selatan untuk
membentuk sebuah negara Rebuplik Mindanao dan Sulu. Tanggapan terhadap
manifesto tersebut adalah terbentuknya Mus/im Independent Movement atau MIM.

Terbentuknya MIM membuat gerakan-gerakan sporadis sebelumnya tidak
memperoleh perhatian vang besar, baik dan dalam negen maupun dan dunia
internasional. MIM merupakan suatu gerakan vang sedang mencan bentuk yang
paling cocok dalam mengumpulkan massa dan menarik simpati umat Islam, dan
mereka cukup berhasil dengan usahanva untuk memperoleh perhatian besar,
bukan saja dar masvarakat Mindanao melainkar juga dan pers internasional.
Upaya-upaya MIM dalam mematangkan gerakannya mcndapatkah dukungan dan
kondisi politk dan keamanan Filipina vang tidak stabil, karena senng terjadi
bentrokan senjata antara pemenniah dengan kelompok-kelompok radikal di
selatan. Kondisi politik dan keamanan di Filipina inilah yang mendorong perakan
MIM menjadi lebih radikal dan keras. MIM berusaha semaksimal mungkin untuk
memperjuangkan keinginan rakyat Morro mewujudkan Mindanao merdeka.
letapt upaya-upaya MIM ini belum membughkan hasil karena pemenniah
Filipina tidak mau mendengarkan dan memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Selain
bentrokan antar kelompok muslim dan non-muslim, bentrokan bersenjata antara
tentara pemerintah dengan kelompok masyarakat Moro sering terjadi dan

membawa banyak korban.

1 thid, hal 170
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[Dalam situasi seperti ini, pemnberontakan cepat sekali memjalar dan saw
verakan politk memjadi suatu  perang ihad ™ bagi pihak lain. Berbagai
kekecewaan pohtisi Islam vang tidak segera ditanggapi oleh pemerintah serta
terpendamnya  masalah-masalah  sosio-religius membuat  masyarakat Moro
berjuang lebih keras dan radikal. Kekecewaan ini memunculkan seorang tokoh
bangsa Moro. sebagai intelektual muda Nur Misuar ingin memperjuangkan nasib
bangsanya. Pengajar beragama Islam i semula berquang membangun bangsanya
melalul perjuangan politik di Manila, tapi sayang ia gagal justru karena rintangan
dan para pemimpin tradisional lslam yang lain yang tidak mau kehilangan
kedudukan di konggres. Kecewa karena perlakuan tersebut, Misuari kembali ke
kampung halamannya dan mengorgamsasikan perlawanan bersenjata terhadap
pemerintah pusat Filipina di Manila. Bersama para intelektual muda lain, yang
sudah lama kecewa terhadap keadaan di Mindanao dan kelemahan MIM dalam
memperjuangkan hak-hak bangsa Moro, mereka membentuk suatu organisasi
Moro Liberation Front (MNLF) dengan kekuatan militernya yang cukup kuat,
Bangsa Moro Army (BMA), yang resmi berdin pada tahun 1970 dengan tujuan
menciptakan suatu tatanan sosial yang baru, >

Nur Misuari yakin bahwa tatanan sosial yang baru hanya dapat dicapai
apabila Mindanao terpisah dari Filipina. Gerakan berhaluan keras yang dipimpin
oleh Misuan dan Hasim Salamat imi {ernyata mampu menarik perhatian dan
simpati negara-nagara Islam yang lain seperti Libya dan Mesir. Karena dukungan
dari negara-negara asing inilah MNLF menjadi kelompok yang paling efektif,
aktif, dan agresif, serta militan dalam memperjuangkan kepentingannya. MNLF
juga telah mampu mendinkan perwakilannya di di banyak negara Islam, dan
melalul organ propagandanya selalu menunjukkan penindasan terhadap umat
Islam Mindanao sebagai penyebab utama keinginan mereka untuk melepaskan diri

dari pemerintahan Filipina.

! Perang jihad adalah berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam;
memerangi hawa nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan vmat Islam;
memberantas yang batil dan menegakkan vang hak; ( Al~qur'an dan Terjemahannya, Depag RI,
1995, hal 99 )

1 Kustigar Nadeak dan Atmadji, Op. Cit, hal 171
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MNegara yang pertama memberikan dukungan finansial kepada organisas
MNLF 1m adalah Libya. Dengan bantuan uang hampir tanpa batas itu, mereka
mampu mendatangkan senjata-senjata modern ke Mindanao, seperti scnapan
otomatis M-16. MNLF juga mampu membangun jaringan logistik yang kuat dan
mengirimkan beberapa anggotanva untuk mendapatkan pelatthan militer di luar
negeri seperti di Libya, Mesir. Suriah, dan Iran.** Pasukan-pasukan dibawah
pimpinan Nur Misuan mendapat dukungan logistik senilal satu juta dolar AS
{kira-kira 20 juta peso) dan ditambah pula bantuan politik dari Libya.

Setelah pemberontakan komunis “Hukbalahap”, pemerintahan Filipina
untuk pertamakalinya menghadapi musuh tangguh yang tidak bisa dihadapi
dengan main-main, pemerintah harus mengerahkan seluruh kekuatan militernya
dalam menghadapi pasukan gerilyawan Moro vang terlatih. Sementara organisasi
MNLF mendapatkan bantuan dan negara-negara Islam, khususnya Libya, maka
pemerintahan Filipina juga meminta bantuan dan sekutunya yaitu Amerika
Serikat, Tanggapan Amenka yang kurang antusias dalam memberkan tantuan
persenjataan bag) tentara Filipina, membuat Marcos kelabaka;l dan berusaha
untuk mendapatkan senjata-senjata dari negara-negara Eropa. Hal ini justru
melemahkan daya gempur angkatan darat Filipina, karena kurangnya
perlengkapan tempur yang digunakan serta merosotnya moral tentara Filipina
vang kurang mendapatkan pelatihan.

Peperangan antara tentara pemerintah Filipina dengan para gerilyawan
Moro ini semakin gencar setelah Marcos mengeluarkan Undung-undung Darurat
Perang (Martial Law) pada 1972, adanya undang-undang ini telah memberikan
kekuasaan kepada pemerintahan yang berkuasa untuk memusnahkan setiap
gerakan yang dianggap menentang kekuasaan pemerintah, yang dijadikan
landasan kuat oleh tentara militer untuk memerangi para pejuang Moro, Inilah
awal peperangan terbuka antara pihak pemerintah dengan masyarakat Moro yang
sampat saat 1 belum terselesatkan, Pihak MNLF yang punya pijakan kuat di
Pulau Mindanao menghadapi dengan gigih setiap usaha pasukan pemerintah yang

mencoba menumpas mereka. Peperangan ini bukan lagi sebatas perang gerilya,

21 bid, Hal 180
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melainkan peperangan secara terbuka antara dua teniara yang hampir sama
kuatnyva.

Setelah berjalan hampir dua tahun, Presiden Marcos akhimya menyadar
betapa beratnya biaya peperangan yang harus ditanggung pemerintahannya. |
Disamping kerugian personil (manusia), senjata-senjata banyak yang periu diganti
dengan harga vang cukup mahal. Peperangan di Mindanao tersebut amat
memberatkan keadaan perekonomian negara Filipina, schingga ia memilih
alternatif politik untuk memecahkan masalah tersebut, Hal ini berarti pemerintah
Filipina mau tidak mau harus mengadakan penbicaraan dengan pihak Moro atau
MMNLF dalam posisi yang setingkal.

Pada tahun 1974, empat tahun setelah dibentuk, MNLF mulai mengadakan
pendekatan-pendekatan diplomatik dengan menghadini konferensi negara-negara
[slam untuk menarik simpati, dukungan, dan solidaritas kaum muslim di seluruh
dunia, MNLF berusaha membawa masalah muslim Moro ke forum internasional
dan berusaha melibatkan negara lain dalam memecahkan persoalannya. Usaha-
usaha MNLF i tampak jelas pada saat diselengparakan konferensi Jeddah 1975.
Pada konferensi Jeddah mmi, MNLF secara berani mengajukan tuntutan-tuntutan
kepada pemenntah Filipina. Tuntutan yang diajukan antara lain:

1) Bangsa Moro meminta pemerintah Filipina untuk mengakui Integrasi

teritorial tanah air bangsa Moro di Filipina Selatan

2) Pengakuan pemerintah Filipina terhadap kedaulatan ke dalam dan

kekuasaan politik atas wilayah di atas dengan penbentukan pemerintah
MNLF vang mempunyai tentara sendin untuk pengaturan hukum dan
tatanan internal

3) Suatu negara baru yang akan mempunyai ikatan longgar dengan

pemerintah Filipina yang memberikan perlindungan terhadap negara

o 25
otonomi dari serangan eksternal. ™’

Hasilnya adalah penandatanganan persetujuan Tripoli pada tanggal 23

Desember 1976, dalam persetujuan itu pemenintah Filipina benanp  untuk

=M. Rajaratnam, The phifippines: A questions of Earnest Intention, dalam Southeast Asian
Affodrs 1976, Institute of Southeast Asia Studies FEP Internasional Ltd, Singapore, 1976, hal. 225
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mengukuhkan suatu otonomi di wilayah selatan negara itu dalam rangka
kedaulatan dan integritas negara Filipina. Akan tetapi Tripoli Agreement tidak
tercapai dengan baik, bahkan diingkari oleh pemerintah Filipina, karena mereka
melaksanakan perjanjian tersebut secara sepihak menurut kepentingan pemerintah
sendiri,. MNLF menganggap bahwa Tripoli Agreement tersebut batal dan tidak
pernah ada. Mereka kembali mengangkat senjata untuk berjuang menentukan
nasib mereka sendin

Perjuangan MNLF di satu sisi mengalami banyak kemajuan, tapi
mengalami kegoncangan hebat di dalam tubuh organisasinya. Sebenarnya sejak
akhir 1975 organisasi ini telah terpecah menjadi tiga kelompok yang punya
tuntutan berbeda terhadap tanah Mindanao. MNLF yang tetap dibawah pimpinan
Nur Misuari bermarkas besar di Tripoli, Libya. Sementara Hasim Salamat dan
Rushid Lukman membentuk 7he Moro Islamic Liberation Front atau MILF yang
bermarkas besar di Kairo, Mesir. Sedangkan kelompok ketiga dipimpin oleh
pemimpin Muslim Tradisional, termasuk Macapanto Abbas, membentuk Bangsa
Moro Liberation Organisation atau BMLO yang berkedudukan di Jeddah”
Perpecahan imi terjadi karena adanya ketidakpuasan para angpola lersebul
terhadap kepemimpinan Misuari dan kegagalannya mewujudkan perjanjian
Trpol. Adanya perpecahan dalam tubuh MNLF ini sangat menyulitkan, baik bag
pemerintah Filipina maupun bagi gerakan separatis itu sendiri. Pemerintah
mengalami kesulitan untuk menentukan dengan siapa mereka harus menadakan
perundingan, sedangkan MNLF sendin menjadi berkurang kekuatannya akibat
perpecahan terseout.

Pada dasarnya pemerintah Filipina bermaksud menyelesatkan masalah
pertentangan  dengan masyarakat Morro secara damai dan integral. Dalam
pelaksanaannva pemerintah  Filipina berusaha membuat kebijakan melalw
pembangunan ekonomi dan sosial dengan menyisihkan sebagian anggarannya
untuk membangun daerah Filipina Selatan. Pada masa pemerintahan Presiden
Marcos pernah dibentuk Sowthern Philippines Development Adminisiration

{SPIDA) vakni organisasi khusus vang memperhatikan pembangunan di wilayah

! Kustigar Nadeak, Op Cit, hal 184
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Filipina Selatan. Tetapi lembaga im tidak lebih dan sebuah formalitas saja,
sebagal upaya Marcos mengambil hati masyarakat muslim Moro. Badan i
semakin tidak berfungsi lagi setelah diambil alih oleh Imealda Marcos. Bagi
masyarakat Moro di Filipina Selatan, upaya SPDA amat kecil artinya karena tidak
sesual  dengan  harapan  mereka untuk  membantu  meningkatkan taraf
kehdupannya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan
masalah Morro 1ni adalah dengan melakukan tindakan-tindakan represif atau
dengan kekerasan yang berupa operasi-operasi militer. Akibainya bentrokan

bersenjata antara militer dengan gerilyawan Moro tidak dapat dihindarkan,

2.3 Upaya-upaya Perundingan Damai
2.3.1 Masa Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos

Peperangan antara pemerintah dan masyarakat muslim Moro banyak
membawa kerugian bagi kedua belah pihak, Hal i menyadakan presiden
Marcos bahwa pertempuran ini sangat memberatkan kondisi perekonomian dalam
negert Filipina, sehingga 1a harus memikirkan kemungkinan p.ulilik yang lain
untuk menyelesatkan pertikaian ini. Perundimgan damai dalam dalam posisi yang
setingkat dengan pthak MNLF merupakan alternatif politik pilihan Presiden
Marcos

Pada awalnya Presiden Marcos kebingungan memilih dengan pihak siapa
dia harus mengadakan perundingan, karena ketiga organisasi pembebasan Morro
itu sama kuatnya dan sama besar pengaruhnya. Mereka mempunyai tuntutan yang
berbeda-beda terhadap tanah Mindanao, Akhirnya Presiden Marcos memilih
berunding dengan pihak MNLF pimpinan Nur Misuari, karena dialah yang paling
disegani di wilayah Filipina Selatan. Disamping itu Presiden Marcos menyadari
bahwa Misuari dan Organisasinya mendapat dukungan kuat dari Libya. Melalui
pengaruh itu Misuari berhasil masuk ke dalam konferensi organisasi-organisasi
negara Islam di dunia, sehingga akhirmya dapat pula mempengaruhi politik luar
negen beberapa negara Islam.

Pada tahun 1975 presiden Marcos mengirimkan beberapa utusan khusus

ke Jeddah, Saudi Arabia, unuk mengadakan perundingan pendahuluan dengan
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para penumpin MNLF, termasuk Nur Misuan. Kemudian ketika kedudukan
MNLF pindah ke Tripoli, Libya, perundingan dilanjutkan kesana dengan
mengikutsertakan  pemerintah Libva.  Presiden Libya, Muamar khadafi
mendukung semua penentangan vang dikemukakan oleh para pemimpin MNLF
terhadap pemerintah Filipina, Presiden Marcos vang menyadari hal ini dengan
cerdik mengutus 1strinva , Imelda Marcos untuk mengadakan perundingan dengan
pemimpin Libya. Keluwesan Imelda Marcos dalam perundingan menghadapi
Presiden Khadafi berhasil mendapatkan jalan tengah mengenai beberapa titik
buntu dalam perundingan.

Hasilnya adalah penandatanganan Persetujuan Tripoli pada tanggal 23
Desember 1976 dibawah pengawasan organisasi negara-negara Islam (GKI_',J_T""
Dalam persetujan tersebut pemerintah Filipina berjanji untuk mengukuhkan suatu
otonomi di wilayah selatan negara itu dalam rangka kedaulatan dan integritas
negara Filipina, Pemerintahan otonomi yang tidak lepas dari integritas negara
Filipina merupakan hasil paling besar dari misi Nyonva lmelda Marcos. Pada
awalnya pihak MNLF selalu menuntut negara yang terpisah dan pemerintah
Filipina, tapi nampaknya Nyonya Marcos ini telah berhasil meyakinkan Presiden
Muamar Khadali yang kemudian berhasil pula menekan pihak MNLF untuk
melepaskan tuntutan merdeka, tuntutan untuk mendirikan negara sendiri.

Sebagai imbalan dani pelepasan tuntutan merdeka tersebut, pemerintah
Filipina memberikan hak kepada mayarakat golongan Tslam untuk mempunyai
peradilan agama Islam tersendiri berdasarkan syariah Islam. Pemerintah olonomi
di Filipina Selatan juga akan mempunyai hak untuk mendirikan sekolah dan
lembaga-lembagapendidikan tersendiri, Pemerintah Filipina juga menjanjikan
untuk melepaskan semua tahanan politik yang telah ditangkap sehubunpan dengan
gerakan MNLF dan mengatur pemulangan semua pengungsi masyarakat
gabungan Islam ke tempat asal mereka masing-masing.

Banyak orang berharap pada waktu itu, bahwa persetujauan Tripoli akan
membawa perdamaian dan mengakhiri permusuhan, peperangan, dan dendam

yang telah berlangsung sepanjang sejarah Filipina tersebut. Paling tidak, gencatan

*7 Ibid hal, 185
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senjata vang berlaku sejak bulan januart 1976 di Filipina Selatan tersebut akan
membawa ketenangan bagr rakyat Mindanao. Tapi beberapa pihak yang lain
melihat bahwa perjanjian Tripoli tersebut hanya lancar di meja perundingan saja
tetapi sulit untuk diterapkan di Mindanao. Bagi Presiden Ferdinand Marcos
sebenarnya yvang paling penting adalah janji Libya yang diucapkan Presiden
Muanar Khadalhi kepada Imelda Marcos untuk tidak memberikan bantuan senjata
lagi kepada pihak MNLF. Tentang bagaimana pelaksanaan dari persetujuan
Tripoh adalah masalah lain karena persetujuan tersebut tidak mengatur fata cara
protokoler di dalam pelaksanaannya. Presiden Filipina tersebut lebih memandang
persetujuan yang ditandatangani di Libya itu sebagai persetujaun diantar sesamna
bangsa Filipina, sehingga pelaksanaan dan persetujuan 1tu sepenuhnya tergantung
pada langkah-langkah yang dilakukan kepala pemerintahannya, yaitu Marcos
sendir. Hal in1 nampak pada dalam kalimat persetujuan yvang menyatakan bahwa:
“..pemenntah Filipina akan menganbil semua langkah konstitusional yang

diperlukan untuk melaksanakan persetujuan ini.., " -

Langkah pertama Presiden Marcos saja telah mengundang protes keras
dari para pemimpin MNLFdi Libya. Pihak MNLF merasa bahwa Presiden Marcos
telah melanggar persetujuan pokok. Secara sepihak Presiden Marcos mengadakan
referendum yang hanya diselenggarakan didacrah-daerah wilayzh regional 9
(Propinsi-propinsi Zamboanga del Sur dan Zamboanga del Norte) dan di regional
12 { Propinsi-propinsi Cotabato del Norte, Cotabato del Sur, Maguindanao, Lanao
del Norte, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, dan Mianmis Occidental ). Dalam
persetujuan pihak MNLF mengatakan bahwa telah  disepakati pembentukan
majelis rakyat, tetapr Marcos justru membentuk dua majelis vang masing-masing
di regional 9 dan regional 12. *” Penafsiran wilayah Filipina Selatan oleh pihak
pemerintah  sangat mengecewakan  golongan  Islam  karena pemerintah
menganggap wiliayah otonomi muslim hanya meliputi regional 9 dan regional 12,
sedangkan pthak MNLF menginginkan wilayah tersebut termasuk juga Pulau
Palawan { vang termasuk Regional 4 ) dan tiga propinsi di Regional 11, vaitu:

* ' Kustigar, ibid, hal 186
* Kustigar, ibid, hal 187
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Propinsi-propinsi Davao Oriental, Davao del Norie, dan Davao del Sur, Hal im
yang kemudian menimbulkan saling tuduh diantara MNLF dengan pemerintah
Filipina. presiden Marcos menganggap bahwa pithak MNLF terlalu dikendalikan
oleh pihak asing, sementara itu, Nur Misuan dengan tegas menyatakan bahwa
presiden Marcos tidak pernah benar-benar punya niat baik untuk menyelesaikan
masalah yang ada dalam perundingan tersebut. Misuari bahkan menuduh Presiden
Filipina tersebul hanya menggunakan gencatan senjata sebagai alat atau taktik
untuk memperoleh keuntungan di Filipina Selatan.

Presiden Marcos memang menggunakan hasil-hasil persetujuan Tripoli
semaksimal mungkin, dengan melaksanakan bagian-bagian persetujuan Tripol
vang menyangkut referendum dan pengangkatan majelis rakyat, tetapi beberapa
pengertian  yang tdak jelas mengenai otonomi diterapkan sesual dengan
kepentingan politiknya sendiri. Berbagai upaya dilakukan Marcos untuk menarik
simpati rakvat sekaligus menghilangkan kesan bahwa Mindanao merupakan
daerah vang terlupakan. Manila khusus mengedrop biaya pembangunan untuk
wilayah Selatan serta mengundang beberapa komandan hawaha'n MNLF untuk
mengadakan perundingan tentang langkah-langkah gencatan semjata dan
kemungkinan penggabungan kelompok-kelompok bersenjata MNLF ke dalam
organisast angkatan bersenjata Filipna. Upaya Marcos ini sebenamya hanya
bertujuan untuk “fto pull the rug from under Misuari's feet”, menank pijakan kaki
Misuari yang berada di wilayah Mindanao.™ Upaya-upaya ini memang sebagian
berhasil membuat MNLF tergembosi dengan larinya tentara pejuang ke organisasi
militer pemerintah Filipina, tapr hal ini tidak terjadi pada kelompok gerilyawan
Moro vang lain yang merupakan pecahan MNLF, vaitu MILF. Gerakan yang
dipimpin oleh Hasim Salamat di Kairo im sekarang justru mengendalikan hampir
semua kelompok bersenjata di Mindanao. Hal ini menunjukkan bahwa inti dan
suatu kekuatan yang menuntut pemernntahan otonomi bagi Mindanao ( baik
berdasarkan persetujuan Tripoli atau tidak) masih tetap hidup di banyak tempat di
Mindanao dengan kekuatan bersenjata yvang terlatith vang sewaktu-waktu bisa
dikembangkan berlipat kali dengan hanya membangkitkan fanatisme masyarakat

kL

Rustizar, thid
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vang kecewa karena selama ini pemerintah belum pernah menerapkan perjanjian
lersebut secara penuh. Sebenarnya bangsa Morro tidak menginginkan reformasi
politk secara total, wvang mereka inginkan adalah terbentuknya sebuah
pemerintahan  Islam  yang otonomdi Wilayah Filipina sclatan. Kekecewaan
masvarakat Moro atas ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan perjanjian
membuat  mereka memilth memperjuangkan keinginannya dengan kembali

mengangkal senjata.

2.3.2 Masa Pemerintahan Presiden Cory Aquino

Pemerintahan Filipina era kepemimpinan presiden Marcos yang tidak
kondusif merupakan pengganjal utama upaya perdamaian dengan kelompok
muslim di Filipima Selatan karena esensi dari perjanjian damai vang tidak dapat
diterapkan secara otomatis. Hal i terbukti sejak kepemimpinan Filipina beralih
ke tangan Presiden Cory Aquino ¢ awal 1986, upaya ke arah damai muncul
kembal. Pemenntahan Cory Aquimo nampaknya sangat diharapkan oleh golongan
Islam untuk memperhatikan kepeniimgan otonomi mereka, mt:r]gingai Benigno
Aquino semasa hidupnya mempunyai hubungan yang baik dengan para pemimpin
Islam sehingga diharapkan bahwa 'strinya juga punva pandangan vang sama
dengan  “Ninoy™ almarhum. Cory diharapkan cukup mendukung pelzksanaan
perjanjtan Tripoh tanpa ada motif’ politik vang merugikan goiongan lslam.
Harapan-harapan tersebutlah yang membuat elemen bersenjata MILF untuk tetap
ndak bergerak melawan pemerintah seperti yang mereka ancamkan tzrhadap
Marcos.

Pemenntahan Cory sendin berjanji untuk menangani masalah Mindanao
secara lebih proporsional dan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat
Islam yang mengharapkan otonomi penuh. Beberapa hari setelah pelantikan
sebagai presiden, seorang utusan pemerintah dikinm ke Kuala Lumpur untuk
mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh gerilyawan Moro mengenai
masalah pertentangan antara pemerintah dan tentara dengan kaum gerilyawan
Moro. Pada 5 september 1986, pertemuan pertama MNLF dengan pemerintah

Cory di kota Jolo, mereka sepakat untuk gencatan senjata dan melanjutkan
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kemball perundingan damai dengan membicarakan kembali masalah ctonomi
Mindanao. *"' Sementara itu faksi lain yang sudah ada seperti MILF tidak
dilibatkan dalam perundingan.

Presiden Aquino memang berjanji untuk memperhatikan masalah otonomi
di Mindanao, tapi 1a tidak mungkin menerima permintaan merdeka secara penuh
dari masyarakat muslim karena dapat menimbulkan perpecahan terhadap
persatuan dan kesatuan negara Filipina, Pada 15 Oktober 1986, komisi perundang-
undangan yang terdin dan 48 anggota, termasuk tiga perwakilan muslim,
menghasithan draft rancangan perubahan undang-undang yang akan diratifikasi
pada bulan Februan 1987 Pada awal bulan Januari 1987, pejabat pemerintah
Filipma pergr ke Jeddah untuk menindaklanjut proses perdamaian dengan Nur
Misuari. Pertemuan 1in menghasilkan penanjian Jeddah, dibawah dukungan OKI,
vang menyepakati penuh otonomi di 13 propinsi di Mindanao

Perundingan selanjutnya dilakasanakan di Manila pada 9 Februari 1987,
vang membahas tentang konstitusi 1987 Dalam pertemuan tersebut pihak MNLF
mengajukan beberapa usulan tentang batas wilayah otonomi dan pembentukan
pemerintahan sementara wilayah otonomi muslim. Dalam pertemuan selan utnya
pemerimtahan Filipina menolak sebagian besar tuntutan MNLF, bahkan mendesak
untuk membentuk formasi Komosi Konsultasi Regional ( Regional Consutation
Commision / RCC ) untuk menetapkan perwakilan dari elemen-clemen yang ada
dalam rancangan otonomu dan untuk mengimplementasikan Tripoli Agrrement.
Hal ini menunjukkan bahwa pemenntah belum bersedia untuk memberikan
otonomi sesuai tuntutan MNLF dalam Tripoli Agreement, bahkan terkesan
mengulur-ulur negoisasi saja. Artinya “proses demokrasi” yang merupakan hasil
persctujuan antara kedua belah pihak hanya sebatas materi dan ratifikasi
parlemen. Tuntutan MNLF terhadap otonomi di 13 propinsi, hanya disetujui 10
propinsi saja, yang termasuk dalam wilayah IX dan XIL Pihak pemerintuh juga
menolak melibatkan pihak asing dalam kesepakatan tersebut serta menolak

mengeluarkan deknit bagi pelaksanaan otonomi*® Menanggapi hal ini MNLF

o Kompas, 01 September 1996
' Poppy Sulistyaning Winanti, Op Cit_ hal 23
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merasakan ketidoktulusan pemerintah menyelesaikan kesepakatan tersebur dan
mereka khawatir bahwa tindakan pemerintah sekarang sama dengan siasal yang
dulu dipakai pada masa rezim Marcos, sehingga perundingan ini macet pada Mes
1987.

Macetnya perundingan ini membuat pemerintah F ilipina melancarkan aksi
diplomatiknya untuk mempengaruhi pelaksanaan pertemuan tahunan ke-17 OKI
dv Amman, Yordania, pada Maret 1988 Disampi ng Presiden Cory sendiri
meminta pada OKI, delegasi pemeiintah berangkat ke Jeddah untuk berunding
dengan Sekjen OKI. Duta-duta besar Muslim di Filipina juga diberi penjelasan
mengenai posisi pemerintah terhadap masalah di Mindanao. Semua ini dilakukan
olch pemerintah Filipina karena takut apabila MNLF diberi status keanggotaan
oleh OKI, seperti PLO di Palestina, akan menambah rumit penyelesaian masalah
di wialayah Filipina Selatan.

Perundingan-perundingan damai tetap diupayakan oleh kedua belah pihak,
tapi belum juga mencapai kesepakatan. Ditengah  perundingan yang belum
mencapal kata sepakat ini, pada 19 November 1989, pem::rintah Filipina
berdasarkan konstitusi baru 1987 mengadakan referendum di beberapa wilayah
yang akan memperoleh otonomi. Hasilnya hanya empal propinst,yailu, Tawi-tawi,
Sulu, Lanao del Sur, dan Maguindanao yang bersedia masuk ke dalam wilayah
Otonomi Muslim Mindanao.™ Pembentukan Autonomous Region in Muslim
Mindanao atau ARRM secara sepihak ini tentu saja ditolak oleh MNLF, Mereka
tidak mau mengakui pembentuk wilayah tersebut karena tidak sesuai dengan
kesepakatan damai Tripoli Agrrement yang menycbutkan bahwa masyarakat
muslim Mindanao akan mendapatkan otonomi penuh. Keputusan Aquino ini juga
mendapatkan kritikan tajam dari OKI karena tidak sesuai dengan perjanjan
damai

Berlarut-larutnya perundingan damai tersebut membuat kedua belah pihak
mulai merencanakan aksi fisik kembali. Militer Filipina ( Army Foree of the
Philippines Jsendin telah menyiagakan sepertiga kekuatannya di Mindanao dan
Sulu. Sedangkan pihak MNLF terus menyerukan untuk tetap bergerilya,

" lbad, hal 24
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Sementara 1tu, perimpin MNLEF dan Jeddah menyerukan bahwa apapun hasil
referendum pihaknya akan terus berjuang, vang discbutnya scbagai peranyg suci,
sampal tuntutan kemerdekaan Bangsa Moro terpenuhi. Sampai kemudian Cory
Aquino digantikan oleh presiden Fidel Ramos, masalah konfhk Moro masai
terkatung- katung penyelesaiannya, dan bahkan menjadi ancaman instabilitas

nasional, karena MNLF terus berjuang dengan perjuangan bersenjata.

2.3.3 Masa Pemerintahan Fidel Ramos

Masalah konflik Moro merupakan agenda keprihatinan Presiden Ramos
sebagai warisan dan pemenntahan sebelumnya, selain masalah pemberontakan
komunis/NPA. Ramos merasa bahwa penyelesaian secara militer bukanlah cara
yang tepat untuk mengakhim konflik di wilayah selatan tersebut karena tidak akan
membawa hasi! yang baik selain korban jiwa yang terus berjatuhan selama 23
tahun terakhir. Melihat kegagalan para pendahulunya dalam meredan konflik ini
dengan cara kckerasan, Presiden Fidel Ramos lcbih memilih upaya politis-
diplomatis dalam menyelesatkan masalah konflik Moro. ﬂchum’pa perundingan
mulai dilakukan olch pemerintahan Filipina.

Perundingan penjajakan pertama, diselenggarakan di Tripoli, Libya, pada
oklober 1992, Kemudian, perundingan penjajakan kedua, Ramos mengutus
anggota konggres Eduardo Ermita untuk berunding dengan MNLF vang diwakili
olch Nur Misuari di Cipanas, Indonesia. Perundingan ini disaksikan oleh Sckjen
Orgamsasi Konferensi Islam (OKI ), lbrahim Bakr, dan Menteri Luar Negeri
Indonesia Ali Alatas, pada April 1993, *¥ Perundingan ini untuk membicarakan
agenda perundingan antara pemerintah Filipina dengan NMLF yang mewakili
golongan Muslim Moro. Perundingan ini merupakan awal yang baik dari upaya
penyelesatan secara damai, meskipun mungkin Manila akan menghadapi
hambatan dari kelompok gerilyawan muslim yang lain, seperti, MILF pimpinan
Hasyim Salamat, yang belum tentu punya pandangan sama tentang kesepakatan
damai dengan MNLF.

" Harian Jawa Pos, edisi 19 April 1993
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Pada 7 November 1993 sebagai tindak lanjut dari pertemuvan di
Cipanas, pemerintah Filipina dan MNLF sepakat menandatangan gencatan
senjata, Perundingan ini sementara dilangsungkan di Jakarta. Indonesia, karena
pembicaraan damai sulit dilaksanakan bila adu semata di Mindanao terus
berlangsung. Meskipun hasil pembicaraan formal pertama belum menghasilkan
terobosan besar, namun dalam penbicaraan tersebul mulai terbuka adanya
keinginan kedua belah pihak untuk terus mengadakan dialog guna mencar
pemecahan politik secara damai, adil, dan menyeluruh,

Berbagai perundingan telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, baik di
dalam wilayah Filipina sendiri maupun di luar negeri. Agenda yang perlu dibahas
dalam perundingan cukup banyak, seperti masalah struktur dan pembentukan
wilayah otonomi di Filipina Selatan, serta upaya penyatuan laskar Moro ke dalam
Angkatan Bersenjata Filipina. Pada bulan Desember 1995, perundingan babak
perdatnaian Ketiga menyisakan tiga masalah krusial, penggabungan laskar Moro
ke Angkatan Bersenjata Filipina, pasukan keamanan regional, serta struktur dan
mekanisme pada masa transisi. ** Perundingan ini sedikit rumit. karena masing-
masing pihak tetap mempertahankan posisi legal mereka, yang mengacu pada
perjanjian Tripoli 1976, sehingga sulit untuk mencari kesepakatan. Masing-
masing pihak disarankan untuk mengajukan usul-usul yang kreatif suna mencan
kesepakatan yang adil.

Berbagai konsep muncul dan akhirnya terbentuklah suatu dewan transisi
menuju otonomi dengan sebutan Dewan Filipina Selatan untuk Perdamaian dan
Pembangunan ( Sowthern Philippines Council for Peace and Development/
SPCPD ), Terobosan penting imi disepakati pada 23 juni 1996 oleh kedua belah
pihak. Dewan ini akan diketuai oleh Nur Misuari vang terdiri dari 81 anggota, 44
diantaranya akan dipilibh oleh MNLF dan Darul Iftah { Lembaga Penasehat
Keapamaan ]._"'-'" SPCPD sebenamya merupakan institusi masa transisi yang

tugasnya mengkoordinasikan perdamalan dan pembangunan di 14 propinsi di

“ Kowmpas, edisi 9 September 1996, hal 3
™ Ibid
“Mbid
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Filipina Selatan. Dewan ini akan bertugas selama tiga tahun, dan setelah periode
tersebut akan dilakukan referendum untuk menentukan daerzh mana yang
bersedia masuk dalam wilayah otonomi muslim. Sebenarmya Aquino telah
mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan membentuk Wilayah Otonomi
Muslim Mindanao (ARRM) melalui referendum 1989. pemimpin MNLF Nur
Misuari tidak mau mengakui keberadaan ARRM karena pembentukkannya
dilakukan sepihak tanpa menvertakan MNLF.

Otenomi Mindanao pada prinsipnya adalah pemberian kekuasaan sebagian
kepada wilavah tertentu dengan aparat terpilih juga, tetapt urusan politik luar
negeri akan diserahkan pada pemerintahan pusat. Secara global SPCPD yang
terbentuk berada di bawah dekrit presiden, sehingga bertanggungjawab langsung
terhadap presiden. Sejumlah politisi Filipina khawatir lembaga itu akan
memaksakan Islam di Mindanao sehingga meminta komposisi seimbang dalam
majelis tersebut. Ramos sangat mendukung Misuan, meskipun beberapa anggota
parlemen Filipina tidak mau mengakw kepermimpinan Misuari yang pernah

" Tekad Ramos untuk

menjadi pemberontak selama hampir dua dekade *
mengakhini konilik di Filipina Selatan ini memang sangat kuat, karena hal ini
akan mendorong stabilitas keamanan dan perkembangan ekonomi di Negara
Filipina.

Upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan
MNLF beserta dukungan penuh dari Negara-negara OKI mulai menampakkan
hasil vang baik. Puncak keberhasilan perundingan diiandal dengan pemarafan
naskah perjanpan dama di Istana Negara, Jakarta, Indonesia, oleh wakil MNLF,
Filiping, Indonesia, dan OK] pada tanggal 30 Agustus 1996 yang disaksikan oleh
Presiden Suharta, Akhimya, kesepakatan final perdamaian di Mmdanao
ditandangam oleh pimpinan MNLF, Nur Misuari, Menteri Luar Negeri Indonesia
Al Alatas, wakil Filipina, Duta Besar Manuel Yan, dan wakil OKl, Dr Hamid

Algabid dengan disaksikan oleh presiden Fidel Ramos di Istana Malacanang,

1 Kompas, edisi 8 Juli 1998
" Kenpas, 1 September 1996
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Manila, pada 2 September 1996. ™ Perjanjian ini diharapkan dapat mengakhiri
konflik berkepanjangan di Mindanao, dan dapat mengubah kondisi Filipina
Sclatan, dari ajang peperangan menjadi arena pembangunan. Momen m juga
menandai diresmikannya SPCPD vyang akan berlaku sampai tiga tahun sebelum
diadakan plebisit otonomi Moro.

Persetujuan damai yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk
selanjutnya menunggu proses penyerahan otonomi wilayah bagi masyarakat
Moro. Waktu yang diberikan kepada Misuari yang juga sebagai gubernur ARRM
hasil plebisit 1976 untuk mewujudkan pembangunan di wilayah SZOPAD
{(Special Zone of Peace and Development) di Filipina Selatan hanya tiga tahun.
Tenggang waktu tersebut dihitung sejak perjanjian damai ditandatangam pada 2
September 1996 " Setelah tiga tahun berlalu, atau tepatnya pada 1999 akan
diselenggarakan peblisit untuk menentukan jadi tidaknya otonomi di Mindanao.

Tantangan berat vang dihadapi Misuari dating dan berbagai pihak setelah
tercapainya perundingan damai. Pertama dari faksi MILF yang masih bersikeras
untuk terus berjuang mendirikan Negara Islam di Filipina. Mereka menganggap
Misuar terlalu lemah dengan menenma perundingan damai tersebut. Tantangan
kedua berasal dari masyarakat Kristen di Mindanao yang takut akan terjadi
dominasi muslim di wilayah tersebut. Tantangan lain yang cukup berat
adalahmasih dominannyan tokoh-tokoh tertentu dalam pemerintahan Ramos yang
tidak menghendaki terwujudnya perdamaian di Mindanao. Mercka menjadi
penyebab utama pembangunan di Mindanao tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini
merupakan ujian berat bagi Misuari untuk membuktikan kepada pemerintah dan
rakyatnya sendiri dengan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SPCPD.
Meskipun harus diakui, pelonjakan posisi ekonomi Filipina yang terjadi beberapa
tahun terakhir ini karena kebijakan Fidel Ramos yang mampu meredam
pergolakan militer dan politik dalam negari Filipina. Kondisi Filipina yang damai

dapat bergolak kembali jika harapan pembangunan warga Moro tidak terwujud.

I Kompas, 3 September 1996
Y Kompas, 4 Agustus 1997

—



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e

g
i

BAB II1
PERKEMBANGAN KONFLIK MORO PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN ARROYO

3.1 Konflik Moro Dalam Teori Spiral Kekerasan

Konflik dan kecenderungan kearah kekerasan merupakan fenomena yang
tidak terpisahkan. Bentrokan-bentrokan bersenjata antar golongan vang bertikai
selalu mewarnan berlangsungnya suatu konthik. Konflik mengandung pengertian
“*Benturan“, seperti perbedaan pendapatl, persaingan, dan pertentangan antara
individu dengan individu, kelompok dengan individu, individu dengan kelompok,
dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. " Masing-masing berupaya
keras untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber yang sama.

Konflik  vang sudah mencapai puncaknya dan mencapai taraf
mengkhawatirkan membuat penyesuaian din sudah tidak memungkinkan lagi, dan
membuka kemungkinan bahwa pemusnahan lawan merupakan alternatif pilthan.
Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan timbul dari perpaduan
berbagal sebab, seperti tuntutan atas suatu masalah, sikap bermusuhan, dan
berbagai jemis tindakan militer serta diplomatik tertentu. Perilaku yang tercermin
oleh tuntutan, sikap, dan tindakan tersebut disebabkan oleh pertentangan dalam
pencapaian tujuan tertentu.” Konflik dengan penggunaan kekerasan ini telah lama
mewarnai konflik antara Masyarakat Muslim Moro dengan pemerintah Filipina
yang hingga sekarang ini masih terus berlanjut. Konflik dengan kekerasan ini
membuat penyelesaian kontlik semakin sulit dilakukan karena tindak kekerasan
vang satu akan disusul atau mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang lain,
sehingga mereka vang berkonflik terus menerus hidup dalam ketegangan dan
terbelenggu dalam lingkaran setan “kekerasan*. Kekerasan yang terjadi dalam

konflik Moro ini memberikan kontribusi bagi terus berlanjutnya konflik hingpa

"' Ramlan Surbekti, Memcahicmi Hmue Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992,
hal 42

R Suprapto, Hubwngan Internastonal = Interaksi Dan Perilabu, PT Raja Gravindo Persada,
Jakarta, 1997 hal. 162
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saat init. Penulis menggunakan teori Spiral Kekerasan yang dikemukakan Dom
Helder Camara untuk menganalisa sumber timbulnya kontlik dengan kekerasan
yang terus berlangsung dalam konflik Maro.

Kekerasan merupakan realitas multidimensional, tidak bisa diprsahkan
keterkaitannya antara kekerasan yang satu dengan kekerasan yang lainnya. Teori
inii menjelaskan bekerjanya tiga bentuk kekerasan, yailu personal, institusional,
dan struktural, yang meliputi ketidakadilan, pembangkangan sipil. dan repres:
negara. Ketiganya merupakan bentuk-bentuk kekerasan dengan naluri yang sama
- menghancurkan dan menghasilkan banyak korban.”

Pada awalnya kekerasan timbul karena bekerjanya situasi ketidakadilan di
tengah-tengah masyarakat. Ketidakadilan menjadi sumber utama dari tindak
kekerasan, Camara menyebut ini sebagai kekerasan nomor satu." Pada
umumnya hal ini erat kaitannya dengan ketidakbecusan kekuasaan menyediakan
sumber hidup yang adil dalam inasyarakat. Kekerasan ini sebagai gejaia yang
menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan olch
bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ketidakadilan ini
terjadi sebapal akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan
kepentingan mercka schingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong
terbentuknya suatu kondisii “Sub Human *, yaitu kondisi hidup di bawah standar
lavak untuk hidup bagi suatu golongan tertentu, Dom helder Camara melihat
ketidakadilan muncul darii berkesinambungannya situasi kemiskinan dan tarikan
keinginan untuk mendapatkan keadilan. Ketika penguasa menolak tuntutan
keadilan, pengakuan yang berdasarkan paksaan ini  kemudian menimbulkan
penindasan dan korban-korban, baik secara fisik maupun struktural, Bagi Camara
ketidakadilan adalah kemiskinan, kekerasan yang paling mendasar. Situasi inilah
yang menjerumuskan manusia dalam kondisi ©* Sub- Human "

Situasi yang digambarkan Camara, tercermin dalam terbentuknya konthk

Moro vang hingga kini terus berlangsung. Kondisi masyarakat mushim Moro yang

" Jurnal Umu Sosial dan Politik Transformatif, Kekerasen dalam Masyarakat Transisi, Insist
Press, Yogyakarta, 27902, hal. 127

Y Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, diterjemabkan oleh Komunitas Apiru, Insist Press,
Yaogyakarta, 2000, hal. xi
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miskin dan terbelakang, serta penuh dengan ketidakadilan im tercipta sejak
penjajahan Spanyol. Hal itu terus berlanjut hingga masa penjajahan Amerika
Serikat, bahkan ketika pemerintahan nasional Filipina telah berkuasa, masyarakat
mushim tetap menjadi masyarakat kelas dua yang terabaikan kehidupannya.
Selama ini berbagai kampanye dan pengaruh, baik politik, sosial, budaya, maupun
militer sejak jaman penjajahan Spanyol hingga pemerintahan Filipina dalam
mengintegrasi atau mengasimilasi bangsa Moro dalam satu kesatuan pohitik
temyata tanpa menghormati sejarah dan budaya yvang ada sehingga ketidakadilan
selalu mewarnai kehidupan religius, budaya, dan identitas politik masvarakat
muslim Moro. Kondisi sub-human ini semakin terasa ketika penguasa
menempatkan pemukiman masyarakat Kristen dii wilayah Mindanao yang
dimulai pada 1912 pada masa penjajahan Amenka Serikat. Hal ini membuat
dominasi populasi masyarakat Muslim Moro menjadi berkurang dan kehidupan
mereka semakin terpinggirkan. Pada sekitar tahun 1913 perkiraan populasii
masyarakat Moro di Mindanao sekitar 324 816, sedangkan populasi non-Moro
sekitar 193.882, populasi masyarakat Moro masih sekitar 76% mayoritas. Dua
pulub enam (26) tahun kemudian pada tahun 1939, populasi Moro hanya 34% dari
seluruh totall populasi Mindanao. Bangsa Moro kehilangan kedaulatan dan tanah
warisan leluhurnya ketika pemerintahan nasional Filipina membuat kebijakan
untuk memukimkan masyarakat Knisten dari utara ke Mindanao pada tahun 1950-
an, schingga pada tahun 1990-an populasi masyarakat Moro hanya tinggal sekitar
19% dari seluruh total populasi di Mindanao.” Penyisihan komunitas Moro
karena program migrasi pemerintah bagi masyarakat Kristen dari Luzon dan
Visayas ke tanah Moro. Motif pemerintah Filipina dibalik program migrasi ini
adalah misi genocide atau pemusnahan secara teratur terhadap suatu bangsa,
upaya ini untuk menekan populasi masyarakat Moro. Hal ini terjadi karena dalam
sejarah masyarakat mushim paling menentang penjajahan, dan pemerintahan
Filipina dianggap sebagai perpanjangan tangan penjajah oleh bangsa Moro. Misi

genocide 1m tampak dengan munculnya organisasi militer yang dikenal dengan

' Archhishop Orlando B. Quevedo, OMI, fmjustice: The Root of Confficr in Mindanao,
Mindanews, July, 8, 2003, wyw i com ' guevedoomi himl
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“Mllegal™ yang senng memunculkan teror terhadap masyarakat sipil Moro di
daerah-daerah. Pembunuhan dan pembakaran-pembakaran terjadi dimana-mana di
wilayah mushim Moro. Hal im1 meyebabkan masyarakat muslim Moro terpaksa
meninggalkan tanah dan perkebunan mereka untuk mengungsi ke daerah-dacrah
yang didominasi oleh masyarakat muslim. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para
terons Kristen untuk mengambil alih tanah dan perkebunan para pengungsi
tersebut”’ Saat im bangsa Moro menjadi minoritas di kampong halamannya
sendini. Sejak aneksasi oleh pemenntah Filipina jutaan peso dan kekayaan alam
Filipina mengalir ke Manila. Tanah Moro sebenarnya kaya akan sumber daya
alam tapr kehidupan ekonomi masyarakat Moro sangat rendah, hal im karena
pembangunannya hanya menguntungkan kelompok tertentu aja dan mengabaikan
kehidupan bangsh Moro. Dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi,
pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Moro diabaikan oleh pemerintahan pusat
Manila sclingpa selalu jauh tertinggal dari kehidupan masyarakat Kristen
Filipina Sensus terakhir menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan, partisipasi
pohtik, dan pembangunan ekonomi Moro benar-benar dalam kondisi yang
menyedihkan karena bangsa Moro berada dalam tingkatan terendah dalam
pembangunan di Filipina. hal inilah vang menjadi sebab munculnya konflik Moro
dan tindak kekerasan yang menyertainya. Akar dari pemberontakan terscbut
adalah ketidakmerataan kekayaan dan kemiskinan dalam masyarakat, masalah
standar ganda keadilan, rendahnya mutu pendidikan, rendahnva produktivitas,
rendahnya daya beli masyarakat, banyaknya undak kriminal, dan banyaknva
penyakit karena tidak meratanya distribusi pangan di daerah konflik, marjinalisasi
sostal-ckonomi, degradasi lingkungan, dan kekurangan sumber daya alam.
Kondisi im didukung oleh masalah dalam jajaran pemerintahan dan kaum elit,
dimana terjadi rendahnya peleyanan masyarakat, adanya patronase politik, tidak
chsiennya pemerintahan, masalah kejahatan HAM, kecurangan pemilihan, sistem

suap, korupsi dan kronnsme. Kondisi ini tampak pada kinerja pemerintahan

" Continons Srugyle for Ixlamic Independence in Sowthern Philippines, woww morajilad com,
Septemnber 2003
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presiden joseph Estrada.” Hal ini merupakan kesalahan pemerintah pusat Filipina,
walau demikian tekanan terhadap para pimpinan Moro terus berlangsung,

Rasa tertekan dan frustasi ini menimbulkan ketegangan dan prasangka
sosial antar golongan masyarakat yang berbeda. Kehidupan sosial mayoritas yang
lebih haik dan perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas Moro, baik
oleh pemerintah maupun oleh golongan mayoritas menimbulkan perasaan
tertindas sehingga membuat mereka berusaha untuk melawan ketidakadilan yang
mereka dapatkan untuk memperjuangkan kembali tanah dan kehidupan mereka
yang terampas,

Sering kita mendengar adagium bahwa kekerasan harus dibalas dengan
kekerasan, seperti hukum rimba. Pemberontakan atau pembangkangan sipil
(kekerasan nomor dua) tersebut terlahir akibat ketidakadilan yang menjatuhkan
martabat manusia dalam kehinaan. Pembangkangan yang diikuti oleh aksi terror
dan kekerasan ini meletakkan nalar dan akal sehat dibawah kuasa dan mobilitas
massa. Pembangkangan ini didorong oleh berbagai motif, Bagi kaum ekstrim kiri,
perjuangan menggelar pembangkangan itu didorong oleh keinginan untuk
membebaskan kaum tertindas lewat gerakan bersenjata. Ada juga yang tergerak
oleh perasaan religius, dengan semangat keagamaan yang menggebu-gebu kaum
ekstrim kanan ini percaya terhadap perang terbuka,® Maka mengalirlah narasi
pemberontakan di daerah-daerah menuntut keadilan yang ditafsirkan sebagai
perang tanding melawan tentara bersenapan terhunus.

Ketidakadilan dan kemiskinan yang dirasakan oleh kaum minoritas
muslim Moro memmbulkan prasangka sosial dan kekecewaan terhadap kaum
mayoritas, Kristen sehingga bentrokan bersenjata tidak dapat dihindari. Perlakuan
diskriminasi dan penindasan oleh penguasa membuat masyarakat muslim
berontak dan berkeinginan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Filipina.
Kemudian muncullah organisasi massa pertama, Mindanao Independence
Movement (MIM), yang menpakomodasi gerakan-gerakan massa muslim Moro

untuk melawan ketidakadilan dan tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat

" Injustice: The Root of Kenflict in Mindanao, Op Cit
" Kekerasan dalam Masyarakat Transisi Op. cit. hal 129
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Muslim Moro. Kondisi pohitik dan keamanan di Filipina saat 1tu justru mendorong
pematangan perakan MIM kearah yang lebih radikal dan lebih keras. Salah satu
diantaranya adalah peristiwa pembantaian sekelompok tenlara muslim yang
menolak proyek infiltrasi Filipina terhadap Sabah, di pulau Corrygedor.” Insiden
ini kemudian disusul oleh bentrokan pertikaian bersenjata antara penduduk yang
berbeda agama di Mindanao yang kemudian melibaikan satuan polisi dan militer
dalam pertikaian tersebut. Padal971 bentrokan bersenjata antara gerilyawan
mushim dengan satuan Police Constibulary (PC) terjadi di Cotabato utara,
konfrontasi tersebut membuat presiden turun tangan langsung, Bentrokan-
bentrokan tersebut memancing reaksi dunia, negara-negara seperti Libya,
Malaysia, dan Kuwait menuduh Pemerintah Marcos bermaksud membantai
penduduk Muslim di Filipina Selatan, Kondisi perlawanan terhadap ketidakadilan
ternyata terus berlanjut sampai saat ini, melalui kelempek-kelompok terorganisasi
sepertt MNLF, MILF, dan Abu sayyaf, perjuangan Masyarakat Moro tak pernah
padam. A

Perjuangan melawan ketidakadilan yang tercermin dari merebaknya
konflik dalam masyarakat, protes di jalan-jalan dan munculnya pemberontakan-
pemberontakan ini membuat negara merasa berkewajiban memelihara ketertiban,
meski harus menggunakan cara-cara kekerasan. Dari sinilah muncul kekerasan
nomor tiga, yaitu represi penguasa, vaitu penggunaan kekuatan dan cara-cara
kekerasan oleh lembaga negara untuk menekan pemberontakan sipil. Represi
penguasa 1m justru memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit dan hanya
memperparah situasi ketidakadilan.

Akibat dan represi negara dapat kita lihat dengan semakin suburnya
perlawanan rakyat serta korban yang jumlahnya semakin banyak. Ditengah
perhatan dunia terhadap konflik di Filipina Selatan, sckelompok gerilyawan
muslim menyerang pasukan pemerintah yang sedang berpatroli di Magsaysay,
peristiwa tersebut membuat marah pihak angkatan bersenjata yang segera

mengirimkan pasukan bersenjata dalam jumlah besar untuk operasi pembersihan

" David Joel Steinberg, The Philippines:A Simdear and A Plural Piace, Westview press! Boulder,
Colorado, 1982, hal. 107
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Presiden Marcos saat 1lu memutuskan untuk tidak mengurangi tekanan dan
operasi militer di daerah konllik dan juga memenntahkan operasi pembersihan
penegakan hukum tanpa pandang bulu, Situasi ini memicu terjadinya Tacub
Masvacre, dimana serombongan masyarakat muslim vang baru pulang dari pemilu
ditembaki oleh pasukan pemerintah di dacrah Magsaysay, insiden ini terjadi pada
November 1971.'""  Penempatan pasukan-pasukan penerintah di dacrah-daerah
rawan konflik hanya membuat bentrokan-bentrokan bersenjata semakin
meningkat, Keadaan ini membuat pemerintah Marcos mengumumkan keadaan
darurat perang yang berlaku di seluruh negara ( Undang-undang Martial Law).
Undang-undang im mengharuskan semua senjata api yang ada di tangan non-
tentara diserahkan kepada pemerintah dan perintah menangkap para pemberontak.
Akibat dan seruan Marcos adalah terjadinya pemberontakan bersenjata kelompok
mushm yamyg cukup kuat, menamakan dirinya “Mindanao Revolutionary Council
for independence” yang mengambilalih kota Marawi menyerangan tangsi PC, dan
menduduki Mindanao State University. Mereka menyerukan berkali-kali untuk
menumbangkan rezim yang ada karena sejak jaman kedatangar; Spayol dahulu
tidak ada satu pemerintahanpun vang tidak memusuhi golongan muslim,'"
Dampak lain dan seruan pemerintah ini adalah seruan perang terbuka kelompok
gerilvawan muslim MNLF yang mewakili suara masyarakat muslim Moro.
Kelompok mi mendapatkan banyak dukungan, baik dari masyarakat Moro sendiri
maupun dari luar negeri. Kegigihan perjuangan mereka mampu menarik simpati
negara-negara Islam, seperti Libya yang kemudian memberikan bantuan senjata,
pelatthan militer, dan juga logistik. Bantuan dari luar negari ini membuat para
pejuang semakin gigih melawan pasukan pemerintah secara terbuka, hal ini
nampak dengan penyerangan 5000 tentara MNLF yang bersenjata lengkap
terhadap kota jolo pada 1974 yang mampu menyapu bersih satu gamisun
Angkatan Darat dan satuan PC di kota tersebut. Serangan tersebut tidak dibiarkan

begitu saja oleh pemerintzh yang kemudian melakukan serangkaian serangan

""" Kustigar Nadeak dan Atmadji, Revelusi Damai: Rekaman Kemelut di Filipina, Tustaka

Harapan, Jakarta, 1986, hal 173
" Kustigar, 1bid, hal. 177
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balasan. Peperangan ini banyak memakan korban, dan kalangan militer, pejuang
muslim, bahkan banyak dan masyarakat sipil.

Setelah hampir dua tahun berperang, pemerintah menawarkan perundingan
damai kepada para pejuang muslim Moro. Perundingan damai ini berhasil
discpakati oleh MNLF dan pemerintah Filipina pada 23 Desember 1976 di Tripol
Libya Pemerintah bersedia memberikan otonomi khusus untuk masyarakat Moro
dan MNLF setuju gencatan senjala serta melepaskan tuntutan merdeka. Beberapa
anggota masyarakal mushim tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena tidak
membawa kedamaian dan perbaikan kehidupan bagi mereka. Mereka vang tidak
setuju kemudian memisahkan diri dari MNLF dan membentuk kelompok
perjuangan baru sepert kelompok MILF dan Abu Sayvaf vang tetap menuntut
kemerdekaan tanah Moro dengan perjuangan bersenjata. Walaupun kemudian
perjanjian Tripoli diingkari dan perang berkobar lagi, kelompok pejuang MNLF
tetap membuka jalan perundingan dengan pemerintah hingpa tercapai “Final
Agrrement” dengan pemerintahan Ramos pada 1996, yang memberikan otonomi
khusus dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Moro. Penerintah
mengabaikan kelompok MILF dan Abu Sayyaf karena tidak mau mengakui
perjanjian damai tersebut, bahkan pada masa pemerintahan Presiden Joseph
Estrada menyerukan untuk “A/ (et War" atau perang habis-habisan dengan dua
kelompok ini. Pengakuan ini diungkapkan oleh sekretaris Menteri Pertahanan
Filipina, Orlandao Mercado bahwa: * We will pursue the MILI and Abu Sayvaf
wntil its last soldiers is killed."'* Perang habis-habisan ini dimulai ketika
hegosiast damai antara pemerintahan Filipina dibawah Estrada dengan kelompok
gerilyawan muslim MILF gagal menyepakati upaya gencatan senjata, pada 27
April 2000. Kegagalan ini memicu berlakunya kebijakan perang habis-habisan
yang Jdimulal dengan penyerangan pasukan militer pemerintah terhadap kamp
Abubakar milik MILF "

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa represi negara semakin

memperparah  pertikaian vang telah tercipta dalam masyarakat, karena akan

A solution to Manila's hostage crisis requires hoth carrot and stick, Asiaweek., May, 19, 2000
13] r - ’
AN Ot War, wevow moooha g, Januan 2001
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melibatkan semua potensi kekuatan negara, dimana semua pembangkangan harus
dilibas dan dimusnahkan. Secara otomatis pula represi negara ini hanya
memperparah kondisi sub-human dan situasi ketidakadilan dalam masyarakat. Hal
ini berarti bahwa represi yang merupakan respon terhadap kekerasan nomor dua
(pembangkangan sipil) hanya mengembalikan kondisi masyarakat kepada
kekerasan nomor satu yvang semakin mempnrhatinkan. Sehingga terbentuklah
Spiral Kekerasan itu, seperti vang dikemukakan oleh Camara, * Ketika kekerasan

disusul dengan kekerasan, dunia jatuh ke dalam spiral kekerasan . 4

3.2 Masa Pemerintahan Presiden Arroyo

Gloria Macapagal Arroyo menjadi presiden seielah kepemimpinan
Presiden Joseph Estrada berakhir pada januan 2001 Naiknya arroyo sebagai
presiden cukup dramatis, karena dukungan ™ People Power I1 w:3 yang memaksa
presiden Estrada untuk turun dari jabatannya sebelum masa pemenntahannya
berakhir pada 2004 nanti. Presiden Estrada dinilai rakyat tidak layak lag
memimpin tampuk pemerintahan Filina karena tersandung skandal suap dan
korupsi. Gerakan massa menuntut mundurnya Presiden Estrada yang berlangsung
secara damai ini mampu memaksanya meninggalkan kursi kepemimpinan.
Menggelindingnya wacana atas turunnya Presiden Estarada di kalangan
masyarakat luas vang mengentalkan perakan ekstra parlemen dilakukan
masyarakal dengan dukungan dan gereja, mantan presiden Cory Aquino dan Fidel
Ramos, serta wakil presiden Arroyo. Partisipasi penuh dari rakyat membuat
Militer Filipina (AFP) megalihkan dukungannya dan presiden ke rakyat
Mundurnya Presiden FEstrada im secara otomatis membuat Arroyo, sebagai wakil
presiden saat itu, menggantikannya sebagai presiden hingga 2004 nanti.

Pemerintahan Arroyo diharapkan rakyat mampu menegakkan demokrasi

dan membasmi money politics serta korupsi untuk menanggulangi krisis politik

! Dom Helder Camara, Op. Cit, hal xiii

"I Peaple Power itu merupakan istilah untuk gerakan perlawanan rakvat. Lebih khusus, ia
menunjuk pada gerakan popular mrountul ataus memaksa otoritas politik untuk melakukan
perubihan sosial, ekonomi, ataupun politik. Otoritas palitik bisa berupa kerajaan, kesultanan,
maupun pemerintahan negara modern, lihat Wimar Witoelar, Perspektif Wimar, www . gatraccom/,
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dan ekonomi yang melanda Filipina. Rakyat Filipina sekarang lebih kritis dalam
memantau  kinerja pemenntahan, hal im membuat Arroyo harus dapat
membuktikan janjinya untuk menegakkan demokrasi dan pemerintahan yang
bebas korupsi. Beberapa orang meragukan keberhasilan pemeriniahan reformasi
int peranan militer masih sangat dominan dalam pemerintahan. Hal ini tidak bisa
dipungkini  karena pemerintahan baru Arroyo masih sangat membutuhkan
dukungan militer untuk mengamankan kekuasaannya dari aksi-aksi perlawanan
beberapa pendukung Estrada serta pemberontakan separatisme di selatan Filipina.
ketergantungan Arroyo terhadap dukungan militer ini hanva menunjukkan
lemahnya sistem demokrasi Filipina saat itu.'®

Naiknya Arroyo sebagai presiden menimbulkan pro dan kontra, baik di
kalangan rakyat maupun dalam tubuh parlemen sendiri. Sebagian masyarakat dan
anggota parlemen yang pro-Estrada terus berusaha menjatuhkan pemenntahannya.
Gerakan pro dan kontra juga terjadi dalam tubuh angkatan bersenjata Filipina. Hal
im tampak dari upaya sebuah kelompok Persaiuan Perwira Muda (YOU) yang
pada bulan Maret 2001 mencoba menekan pemerintahan Arroyo untuk
membersihkan pemerintahan dari orang-orang kiri dan menindaklanjuti kasus-
kasus korupsi vang melibatkan beberapa tokoh penting dalam pemerintahan. YOU
juga menuduh Arroyo telah = tidur bersama musuh”, karena ia telah secara
septhak menyatakan gencatan semjata dengan kaum pemberontak komunis dan
kelompok separatisme muslim Moro untuk memulai lagi pembicaraan damai. "'
Mereka melihat bahwa kebijakan Arroya akan memungkinkan kelompok
pemberontak untuk melatth kembali dan menambah jumlah pasukan mereka serta
memulihkan kembali jalur pasokan senjata dan logistic mereka. Mereka juga
mengatakan bahwa Arroyo telah secara buta memilih berdamai dan hidup
berdampingan dengan musuh-musuh vang menjadi lawan tentaradi medan perang,
Aksi ini kemudian disusul oleh pernyataan mantan Presiden Estrada, yang telah

berdialog dengan para pimpinan militer yang kecewa terhadap pemerintahan baru

" Deidre Sheehan, PHILIPPINES. More Power to The Powerful, Far Eastern Economic Reviey

ssue (FEER), February, 1™ 2001
" Kompas, 13 Maret 2001
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dibawah kepemimpinan presiden Arroyo, bahwa mereka telah menebar
kekhawatiran dalam masvarakat akan kemungkinan terjadinya kudeta militer,
Untuk meredam kekhawatiran tersebut, Kepala Angkatan Bersenjata baru
Filipina Letjen Diomedio Villanueva menepis kemungkiman adanya sebuah
organisasi mihter bavangan yang akan menggangge pemernntahan Presiden
Arroyo. Dia menyatakan bahwa militer akan mendukung sepenuhnya kebijakan-
kebijakan Presiden Arrovo mengajak kaum pemberontak untuk kembali ke meja
perundingan daripada membasmi mereka dengan kekuatan militer. Arroyo ingin
mengubah kebijakan * perang habis-habisan *, yang dilakukan mantan Presiden
Estrada terhadap kelompok gerilvawan muslim di selatan, dengan pendekatan-
pendekatan politis secara damai, Perintahan Arrovo memutuskan untuk membuka
kembali perundingan damai dengan semua kelompok pemberontak kecuali
kelompok Abu Sayyaf, kelompok pemberontak muslim militan paling radikal di
wilavah Filipina Selatan, vang telah dimasukkan dalam kelompok terorrisme

b
internasional,

3.3 Konflik Antara Masyarakat Muslim Moro Dengan Pemerintah

Pada masa pemerintaban Presiden Arroyo bentrokan bersenjata antara
pasukan pemerintah dan kelompok gerilyawan mushim terus berlangsung,
meskipun janji perdamaian menjadi agenda ulama pemermtahan barunva. Insiden-
insiden berdarah yang membawa korban terus berlangsung di wilayah Filipina
Selatan. Terjadinya pemberontakan Misuari, perlawanan MILI, serta serangkaian
penyerangan dan penculikan oleh kelompok radikal Abu Sayal terus mewarnai
suasana konflik antara pemerintah dengan masyarakat muslhim Moro. Tindakan-
tindakan kekerasan ini membuat konflik semakin berlarut-larut seperti tanpa akhir
karena belum ada formula yang tepat untuk menghentikannya, Konflik yang
diharapkan berakhir dengan disetujuinya perjanjian damai antara pemerintah
Filipina dengan pimpinan MNLF Nur misuari pada 1996 ternyata belum
menciptakan  perdamalan  seperti vang diharapkan oleh banyak pihak.

Implementasi perjanjian tersebut juga masih kontroversial bahkan memmbulkan

'™ Kompas, 20 Maret 2001
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luka baru bagi terciptanya perdamaian dengan terjadinya pemberontakan Misuar.
Pejuangan kelompok MILF yang tiada henti-hentinya, bahkan semakin
meningkat sejak dicanangkannya “All Out War™ oleh mantan Presiden Estrada.
Kekerasan ini juga bertambah dengan keganasan terror oleh kelompok militan
Abu Savval yang sering melakukan penculikan dan penyanderaan untuk
mendapatkan tebusan sebagai biaya perjuangan mereka melawan pasukan

pemermtah

3.3.1 Terjadinya Tragedi Misuari

Pemerintah Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap
gubernur wilayah otonomi muslim Mindanao (ARRM) Nur Misuan atas tuduhan
penberontakan pada 22 Novenber 2001, Surat perintah yang diumumkan oleh
Menteri Dalam Negen Jose Lina im karena aksi militer yang terjadi di Jolo
wilayah Filipina Selatan pada 19 November 2001oleh para pengikut Misuari ke
sejumlah pos militer dan polisi. Serangan ini mengakibatkan sckitar 100 orang
meninggal, termasuk penduduk sipil, dan membuat 6000 penduduk mengungsi
untuk menghindari bentrokan berdarzh tersebut. '

Sejak 1996 Nur Misuan yang mantan dosen ilmu politik di Universitas
Filipina diangkat sebagai gubernur di wilayah otonami muslim Mindanao. Dia
Juga menjadi ketua dewan Filipina Selatan untuk perdamaian dan pembangunan (
SPCPD) yang merupakan hasil kesepakatan damai antara MNLF dengan
pemenntah saat itu. Perundingan tersebut telah mengubah sosok Misuari dari
scorang pemimpin perjuangan bersemjata kaum muslim Filipina Selatan menjadj
seorang tokoh cinta damai, seorang co-architect daerah otonomi muslim
Mindanao (ARRM), sejak saat itu hingga 22 November 2001 ia adalah salah
seorang penumpin politik yang legal di Filipina,

Penyerangan militer ini merupakan akhir episode perjuangannya yang
telah berjalan hampir selama 30 tahun. Misuari merupakan figure sentrul dari
konflik berkepanjangan di wilayah Mindanao, Filipina Selatan. Dia memulai

perjuangannya menuntut kemerdekaan masyarakat muslim Moro dan negara

! Kompas, 23 November 2001
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Filipina yang mayoritas berpenduduk Khatolik sejak 1970-an dengan mendirikan
orgamisasi MNLEF. Dia juga telah mewakili masyarakat muslhim Moro
menandatangam perjanjian damai * Tripoli Agrrement” pada 1976 di Tripol
Libva vang gagal diimplementasikan 20 tahun vang lalu, karena diingkari olch
pemerintahan Presiden Marcos. Dari Tripoli, proses perdamaian terschut berjalan
dan berakhir di Jakarta pada 1996. Pada 2 Septenber 1996, kesepakatan akhir
perjanjian  damai  ditandatangani  oleh ketua MNLF, Misuari, wakil dan
pemerintahan Filipina, Duta Besar Manuel T, Yan, wakil Indonesia Menten Luar
Negeri Al Alatas, dan wakil dart OKI, Dr. Hamid Algabid. Penandatanganan
tersebut juga disaksikan oleh Presiden Filipina Fidel Ramos di Istana Malacanang
Filipina. Sejak saat itu Nur Misuari meletakkan senjata dan lebih mengutamakan
pembangunan sosial dan ekonomi bagi kemajuan wilayahnya daripada berjuang
merebut kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Saat ilu semua orang melihat
dan berharap bahwa Filipina tengah menuju masa pencerahan melalui upaya
rekonsiliasi nasional, Semua rangkaian cenita tersebut berlalu sudah, sejak tentara
Filipina mengejar misuari karena tuduhan menghasut para pengikutnya untuk
melakukan pemberontakan bersenjata di pulau jolo di Filipina Selatan.

Secara kronologis akan kita analisa penyebab pecahnya kontak senjata di
Jolo yang melibatkan gubernur Misuari. Sejak Apnl 2001, Nur Misuan tersingkir
dan jabatannya sebagar ketua MNLF, Hal i tegadi setelah komite sentral yang
terdiri dan 15 orang dan diketuai oleh Farouk Hussein menyatakan bahwa Misuan
sudah tidak keompeten lagi memimpin Organisasi MNLF. Keputusan tersebut
ternyata Juga mendapat dukungan dan organisasi negara-negara Islam (OKI) dan
Presiden Arovo vang dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak lag
mengakut Nur Misuari sebagai ketua MNLF. Mereka menganggap Misuan telah
gagal mengemban tugas sebagai gubernur ARRM, karena selama masa
pemerintahannya wilayah Filipina Selatan tidak mengalami kemajuan yang
berarti, *"' Arroyo sendiri menuduh Misuari melakukan salah pengelolaan atas
dana bermiliar-mihiar peso dan pemenntah Filipina sehingga tidak terwujud

pembangunan infrastruktur seperti yang diharapkan pemerintah pusat. Hal 1

' Kompas, 27 November 2001
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tentu saja sangal mengecawakan Misuari, apalagi Presiden Armoyo sangat
mendukung Faruok Hussein untuk menggantikannya sebagai gubernur ARRM
dalam pemilu 26 November 2001.*" Farouk Hussein adalah penasihat presiden
untuk urusan Mindanao dan juga merupakan anggota dewan eksekutif MNLF.
Keputusan Malacang ini mendorong Misuvari memutuskan sikap untuk
menentangnya, la menuduh pemerintah melanggar perjanjian damai yang telah
disepakati bersama pada 1996, dan ujungnya terjadilah serangan militer di Jolo
pada 19 November.

Aksi serangan militer tersebut dilakukan para pengikut Misuan ke
sejumlah pos militer dan polisi di Jolo dalam upaya mengacaukan pemilihan
umum di wilayah olonomi mushim. Pemerintah Filipina akan mengadakan
penentuan pendapat di seluruh wilayah Filipina Selatan sebagai implementas
perjanjian 1996 untuk menclak atau menerima bergabung dengan wilayah
otonomi muslim (ARRM) pimpinan Misuari, Sejak awal Misuari dan para
pengikutnya menolak upaya penentuan pendapat oleh pemerintah Filipina, karena
dan seluruh wilayah otanomi muslim ini 10 diantaranya yang berpenduduk
mayoritas Kristen menolak untuk bergabung dengan ARRM, dan hanya 4 propinsi
mayoritas mushm yang juga merupakan propinsi termiskin 11 yang mau
menerimanya.”"'  Kckecewaan ini yang membuat misuari memutuskan untuk
mengangkat senjata kembali.

Menghadapt pemberontakn ini para pejabat militer mengerahkan seluruh
kekuatan armadanya untuk melakukan serangan terhadap posisi-posisi gerilyawan
di  pegunungan. Militer Filipina juga meminta bantuan kepada Malaysia agar
mencegah mantan gubernur Mindanao misuari melarikan din ke wilayahnya,
karena Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Diomedio Villanueva, telah
mendapatkan informasi bahwa Misuan telah melarikan diri ke Malaysia dan
berupaya ke Arah Saudi. Militer Filipina mngerahkan sekitar 7000 tentara untuk
memburu Misuan serta meningkatkan kerjasama antara angkatan darat, laut, dan

udara untuk menimgkatkan patroli di perairan Malaysia dan pulau-pulau yang

' kompas, 25 November 2001
= Kompas, 9 Agustus 200!
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berbatasan dengan Sabah. Presiden Arroyo juga telah meminta bantuan secara
resmi kepada presiden Indonesia Megawati serta perdana Menteri Malaysia
Mahathir Mochamad untuk menangkap Misuari jika ditemikan di negara-negara
tersebut.*”

Beberapa hari setelah seruan Arroyo dari Amerika Serikat untuk
menangkap Misuari, pada 24 november 2001 polisi Malaysia berhasil menangkap
Misuari di pulau Jampiras wilayah Sabah, Malaysia. Pemimpin besar moroini
berupaya masuk Malaysia untuk menghindari pengeboman bertubi-tubimiliter
Filipina di Jolo tempat terakhimya.*” Perdana Menteri Mahathir Mochamad
menyatakan akan mengekstradisi Misuari, karena masalah ini merupakan masalah
dalam negeri Filipina sehingga pihaknya tidak akan turut campur, Meskipun OKI
memberikan kesempatan agar untuk sementara Misuari ditampung di negara
ketiga, tapi pemerintah Filipina menolak saran tersebut dan tetap menginginkan
Misuari dikembalikan ke Filipina untuk diproses secara hukum. Pemerintah
Filipina juga telah memasukkan nama Misuari dalam daftar terogs internasional
kerena pihak kepolisian menemukan bukti keterkaitannya dengan kelompok Abu
Sayyaf yang telah dicap Amerika Serikat Sebagai teroris, meskipun hal itu belum
terbukti nvata.

Penangkan Misuari di Malaysia menimbulkan reaksi kerasdari pera
pengikutnya di Filipina Selatan. Dua ratus orang lebih pemgikut Misuari dari front
MNLF mengambil alih sebuah kompleks pemenntahan di Zamboanga, sehingga
bentrokan berseniata dengan militer tidak dapat dihindari. Bentrokan berdarah ini
memmbulkan korban 28 orang tewas. Para pengikut Misuari juga menyandera
sekitar 100 orang warga sipil, yang kemudian dibebaskan untuk ditukar dengan
jalan aman keluar dari kota Zamboanga.” mereka kemudian bertahan di sebuah
kamp MNLF di sebuah desa pesisir di luar kota Zamboanga dan dikepung hamper
200 serdadu Filipina.

N Kompas, 23 Movember 2001
M jawa Pos, 26 November 2001
! Jawa Pos, 4 Desember 2001
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Aksi-aksi kekerasan yang terjadi di wilayah selatan ini menunjukkan
bahwa upaya-upaya perdamaian yang dijanjikan oleh Presiden Arroyo belum
dapat direalisasikan dengan baik. Penyelasaian konflik dengan kekerasar masih
dominant dalam pemerintahan Arroyo. Kelaziman negara dunia ketiga untuk
menghacurkan pihak yang menetzlmg pemerintahan di dalam negara masih
menjadi tradisi. Budaya kekerasan masih terus diprakiekkan dalam menyelesaikan
konflik yang terjadi, seperti yang dikatakan Misuan, bahwa jauh lebih midah

mengelola perang daripada perdamaian. **

3.3.2 Perlawanan Kelompok MILF Terhadap Pemerintah

Moro Islamiec Liberation Front (MILF) resmi berdin pada 1984
Organisasi ini dipimpin oleh Salamat Hasim salah seorang anggota komite pusat
MNLF. Kelompok ini melepaskan din dan MNLF karena tidak setuju dengan
perjanjian Tripoli vang telah ditandatangani oleh ketua MNLF dan Presiden
Marcos saat 1tu. Misuan dianggap tidak mampu menyampaik;ln aspirasi
masyarakat Moro, karena 1si perjanjian tersebut tidak meyclesaikan masalah
prinsipil bagi bangsa Moro. Orang-orang yang tidak puas dengan MNLF
kemudian bergabung dengan kelompok MILF. Hingga saat 1mi meskipun secara
internasional MNLF vang populer, namun secara de facto MILF yang memegang
kendalh kekuatan muslim Moro. MILF merupakan kelompok gerilyawan muslim
terbesar vang berkekuatan sekitar 120.550 pasukan bersenjata dan 300.000
pejuang-pejuang umum.”’"  Mereka terus berjuang untuk memerdekakan dan
membebaskan tanah Moro hingga saat 11 agar mereka dapat menerapkan prinsip-
prinsip negara Islam. Meskipun MILF bertekad untuk terus memperjuangkan
tanah Moro tapi tidak semata dengan menggunakan senjata saja, mereka tetap
membuka peluang berunding secara damai dengan pemerintah Filipina.

Ketika MNLF mengadakan perundingan damai 1996 dengan pemerintahan
Presiden Ramos, MILF juga mengadakan gencatan senjata dengan pemerintah

pada 1997, Neposiasi ini berjalan lambat karena diselingi bentrokan-bentrokan

"' Kompas, 25 November 2001
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bersenjata antar pasukan pemerintah dengan MILF. Pada masa pemerintahan
Presiden Estrada, akhir 1999 bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah dan
MILF semakin memngkat. Pada awal tahun 2000 MILF mencabut resolusi daman
sehingga pertempuran semakin meningkat dan meluas ke wilayah-wilayah yang
Jain, hal ini dipicu oleh kebijakan * All Out War * yang dicanangkan Presiden
Fstrada dalam menghadapi perjuangan MILF. Presiden Estrada mengerahkan
70.000 tentara dibawah pimpinan Jenderal Angelo Reyes untuk menyerang dan
menghancurkan Kamp-kamp MILF di Filipina Selatan. ) Serangan Estrada ini
mampu menduduki sekitar 48 daerah yang sebelumnya dikuasai oleh mujahidin
Moro. Hal ini membuat ekhalasi konflik semakin memngkat hingga pemerintahan
Estrada berakhir.

Arroyo menjadi presiden menggantikan Estrada pada Januan 2001, 1a
berjanii untuk menegakkan demokrasi dan menjaga stabilitas negara. Upaya
pertama Arroyo untuk membuktikan janjinya adalah dengan membuka kembali
perundingan damai degan pihak MILF. Usulan damai ini tetap ditanggapi dengan
hati-hati oleh pithak MILF, karena arroyo juga telah menegaskan untuk tidak
tunduk pada tuntutan MILF, yaitu agar militer mundur dan sejumiah kamp
perilyawan yang direbut pada saat operasi militerbesar-besaran dilakukan oleh
pemerintah pada masa pemerintahan Pesiden Estrada tahun lalu sebgai prasyarat
perundingan damai, Pada dasarnya pemenntah dan kelompok MILF berharap
bahwa pelaksanaan perundingan imi dapat berhasil, apalagi pemerintah Filipina
telah menenima Malaysia sebagar pihak ketiga yang netral. Scbenarnya berbagai
perundingan dan kesepakatan untuk pencatan senjata-pun sudah sering dilakukan,
tetapi menjelang perundingan damai gagal karena keduabelah pihak saling
menyalahkan melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama. Hal ini
seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Estrada, pada tahun 2000
lalu, ketika pembicaraan damai mulai dilakukan Estrada mengerahkan pasukan

militer besar-besaran yang berhasil merebut sebagian besar kamp MILF. Aks1 1m

* Interview with Prof Thomas Mackenna by Nermeen Shaikhof Asia Source, 29 Oktober 2003,
e Asinsou e one'ew s spacial-repartiphilippines, himi
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memicu mundurnya MILF dari perundingan damai dan memutuskan untuk
berjihad melawan pasukan pemenntah Filipina.

Pemerintahan Amovo im1 memang bersunggub-sungguh menggelar
perundingan damai dengan melibatkan Organisasi Nepara-negara Islam (OKI[} dan
negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia dan Malaysia sebagal mediator
dalam berunding dengan MILF. Pada tanggal 24 Maret 2001, wakil dari kedua
pthak yang berkonflik, MILF vang diwakili oleh wakil kepala militer Moro Al
Ha) Murad Ebrahim dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh penasehat
presiden urusan perdamaian Eduardo Ermita, mengadakan pertemuan untuk
membahas upava-upava perundingan damai di Kuala Lumpur Malaysia.
Keduabelah pithak sepakat mengadakan gencatan senjata dan mengadakan
perundingan damai kembali. Berbagai perundingan damai digelar oleh pemerintah
Filipina dan MILT dengan fasilitator Libya, Indonesia, dan Malaysia. Perundingan
awal dilaksanakan di Tripoli, Libya, hingga akhirnya ditandatangani di Selangor
Malaysia, pada 18 Oktober 2001, Meskipun perundingan ini belum tentu dapat
memberikan perdamaian abadi di wilayah Filipina Selatan, tapi perundingan inj
diharapkan memberikan kemajuan yang berarti bagi perdamaian dan
pembangunan.

Selama upaya-upaya damai dilakukan oleh pihak pemerintah dan MILF,
bentrokan senjala terus saja berlangsung. Hal ini terjadi karena masih adanya rasa
saling curiga dan saling tuduh antar mereka. Pada tanggal 4 Maret 2002, Presiden
Arroyo menunda perundingan damai dengan MILF karena serangannva terhadap
sejumlah posisi pemerintah di daerah Pikit Filipina Selatan vang dianggap sebagai
pelanggaran terhadap gencatan senjata. Serangan ini melibatkan sekitar 3000
tentara pemerintah dan 2000 pasukan MILF. Penyerangan ini dilakukan oleh
MILF karena khawatir terhadap operasi pabungan militer Amerika Sernkat-
Filipina yang di masa-masa mendatang akan mentargetkan mereka sebagai
sasaran operasi militer. Filipina melaksanakan operasi militer gabungan dengan

Amerika untuk memberantas terorisme sejak Januari 2002. *Y  Operasi ini

AN Out War, wiw niarnfihad com, November 2001
M Tempo, 18 Maret 2002
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dilakukan pemerintahan Arroye untuk membasmi kelompok pemberontak Abu
Sayyaf yang sudah dicap sebagai terorisme oleh pemerintah Filipina dan Amerika
serikat, tapi tidak menutup kemungkinan operasi im akan membantu tentara
Filipina untuk menghadapi semua kelompok gerilyvawan di wilayah Filipina
Selatan, Walaupun MILF secara resmi bukan merupakan target dari operasi
gabungan ini, tapi mereka tetap mengawasi kamp-kamp MILF di Basilan untuk
memastikan bahwa MILF tidak terlibat dengan para teroris. MILF melihat bahwa
operasi gabungan im tidak jauh berbeda dengan kebijakan Presiden Estrada
ketika mengeluarkan perintah All Ow War terhadap kedudukan MILF. Mereka
juga menambahkan peringata keras terhadap pemerintah bahwa mercka tidak akan
memberikan toleransi bag tentara Amerika Serikat yang melanggar batas wilayah
memasuki wilayah MILF.

Dalam perundingan damai pendahuluan, kelompok gerilyawan muslim ini
menolak usulan yang disampaikan oleh Malaysia untuk meninggalkan {untutan
pendinan sebuah negara Islam merdeka dan sebapai pantinya mercka akan
mendapatkan scbuah daerah Khusus dengan otonomi trerbums: Penolakan im
merupakan jawaban atas sikap pemerintah yang tidak memenuhi janji untuk
menggelar pembicaraan damai putaran pertama di Kuala Lumpur Malaysia,
Kekecewaan MILF terhadap sikap pemerintah ini, memicu terjadinya
penyerangan kembali oleh angpota kelompok genlvawan MILF terhadap
sejumlah markas tentara batalyon infanteni ke-37 Filipina di desa Crossing Salvo
Filipina Selatan.'"" Bentrokan bersenjata selanjutnya terjadi lagi pada Mei 2003 di
Siocon, serangan ini ditujukan untuk melumpuhkan markas besar militer di
wilayzh ini dan tidak untuk melukai warga sipil. Serangan MILF ini merupakan
aksi balas dendam terhadap serangan pasukan militer yang menyebabkan
hancurnya suatu kamp penting MILF di kompleks Buliok di Filipina Selatan.

Penyerangan MILF di Siocon pada 4 Mei 2003 ini memperburuk upaya-
upaya damai yang sedang direncanakan oleh keduabelah pihak. Penyerangan ini

mengakibatkan Presiden Arroyo membatalkan perundingan damai vang akan

' Kompas, 01 Mei 2003
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dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 9 mei 2003 7%

ATTOVO
menganggap bahwa serangan tersebut merupakan tindakan terorisme sehingga 1a
memerintahkan jajaran angkatan bersenjata Filipina untuk melaksanakan tindakan
pengejaran secara langsung terhadap para anggota MILF vang bertanggung jawab
alas penyerangan tersebut. Penyerangan tersebut membawa banyak korban jiwa
termasu penduduk sipil di sekitar daerah pertempuran. Pemerintah Filipina juga
akan melancarkan tuntutan hukum secara besar-besaran ierhadap para pimpinan
MILF. Aksi penyerangan MILF ini membuat geram pemerintah Filipina yang
kemudian juga menawarkan hadiah sejumlah vang kepada siapa saja yang dapat
memberikan informasi tentang keberadaan para pimpinan MILF yang dicurigai
ikut terhbat penyerangan di Siocon, MILF sering terlibat bentrokan beisenjata
dengan pasukan pemerintah meskipun upaya-upaya damai sudah diupayakan. Hal
inl terutama terjadi setelah pasukan pemerintah melancarkan serangan besar-
besaran ke salah satu daerah basis utama MILF di Mindanao. Saat inipun
pemerintah sedang mempertimbangkan untuk meletakkan kelompok MILF dalam
kotak terorisme sejajar dengan Kelompok abu Sayyaf yang keberadaannya perlu
diberantas. Pemerintah Filipina juga sedang memastikan keterkaitan MILF dengan
Jemaah Islamiyah (JI), kelompok muslim radikal di Asia Tenggara yang sering
melakukan serangan di wilayah Asia Tenggara. Rasa saling curiga dan saling
tuduh antara pithak pemerintah dengan kelompok gerilyawan MILF akan membuat

kesepakatan antara kedua belah pihak semakin sulit dicapai.

3.3.3 Gerakan Separatisme Abu Sayyaf

Kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok gerilyawan muslim paling
radikal di Filipina. Jumlah mereka lebih kecil dari dua kelompok seniornya yaitu
MNLF dan MILF. Kelompok ini berdin sekitar pertengahan tahun 1980-an
dengan tujuan utama memerdekakan tanah Moro dan aneksasi pemerintah
Filipina dengan perjuangan bersenjata. Kelompok ini dipimpin oleh Abdulrazak
Abubakar Jamalanm, yang dulunya adalah salah seorang anggota MNLF. Ia tidak

puas dengan pola juang Misuar yang dianggapnya terlalu moderat dan sangat

* Kompas, 07 Mei 2003
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kooperatif dengan pemerintah. Setelah ia terbunuh dalam bentrokan bersenjata
dengan pasukan pemerintah pada Desember 1998, kepemimpinan Abu Sayyaf
dipegang oleh saudaranya, Khadafi Janjalani. Kelompok ini resmi berdiri pada
1991 dan bermarkas di wilayah Pulau Basilan Filipina Selatan. Kelompok Abu
Sayyaf ini beranggotakan kurang lebih 1000 personil dengan persenjataan berat
dan beberapa anggotanya pernah mendapatkan pelatihan militer di Afghamstan.
Dalam perjuangannya, kelompok ini tidak mau menerima bentuk wilayah otonomi
yang diterima oleh MNLF dalam perundingan damai dengan pemerintah Fiiipina.
Mereka menginginkan kemerdekaan penuh bagi tanah Moro, Pola perjuangan
mereka lebih mengarah pada tindak kekerasan daripada tindakan politis seperti
yang dilakukan oleh MNLF maupun MILF. Tujuannya adalah mendirikan negara
Islam merdeka di tanah Moro lepas dari pemerintahan Filipina. Baik pemerintah
Filipina maupun kelompok Abu Savyaf tidak pernah membuka peluang
perundingan damai. Pemerintah Filipina telah menganggap kelompok ini sebagai
bagian dari kelompok terorisme internasional yang mempunyai hubungan dengan
kelompok terorisne Al-Qaeda pimpinan Usamah Bin Laden,- musuh utama
Amerika Serikat. Kelompok ini sering melakukan serangkaian penculikan,
penvanderaan, pembunuhan, dan peledakan bom dalam aksinya melawan
pemerintah. Mereka sering menculik warga asing dan warga Filipina sendiri untuk
inendapatkan tameng hidup dan uang tebusan, baik dari keluaga korban maupun
dan pemenntah,

Salah satu awal debut penculikan yang kemudian menjadi frademark
kelompok Abu Sayvaf ini adalah penculikan sejumlah turls yang sedang berlibur
di pulau Sipadan, pulau sengketa Indonesia dengan Malaysia yang telah dijadikan
pulau wisata oleh Malaysia, pada 23 Aprl 2000.**" Ada dua puluh orang yang
mereka sandera dan mereka lankan ke Pulau Basilan, Filipina Selatan. Para
penculik ini meminta tebusan sebesar 100 juta peso ( setara dengan USS 2.4 juta )
untuk pembebasan para sandera. Penyanderaan im sebenammya bukan yang
pertama, tapi penyanderaan sebelumnya dibebaskan dengan negosiasi tanpa uang

tebusan. Penyanderaan ini membuat presiden Estrada saat itu memenntahkan

= Tempo, 30 Juni 2002
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operasi militer untuk menyerang kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan para
sandera, tapi operasi ini justru memicu banyaknya tindak kekerasan di berbagai
kota. Jalan perundingan vang diupayakan sering mengalami jalan buniu karena
keduabelah pihak saling mencurigai dan mudah terjebak dalam bentrokan
bersenjata. Menghadapi aksi-aksi brutal kelompok Abu Sayyaf ini pemerintah
[:strada saat itu telah meminta bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat
Sebelum kerjasama itu terlaksana, pemerintahan Presiden Estrada telah terguling
karena skandal suap

Pemerintahan Estrada digantikan oleh wakilnya Arroyo. Berbeda dengan
Lstrada yang tidak mau membuka perundingan dengan MILF. Arroyo
mengagendakan perundingan damai dengan kelompok gerilyawan muslim Moro,
Arroyo memerintahkan militer untuk melakukan gencatan senjata dengan para
gerilyawan untuk  memulai  kembali perundingan damai. Upaya-upaya
perundingan damai ini ternyata fidak berlaku sama sckali bagi kelompok militan
Abu Sayyaf. Pada masa awal pemerintahannya, Arroyo telsh menetapkan
kebijakan “tidak ada perundingan“ bagi kelompok gerilyawan ini. Arroyo juga
memerintahkan kepada semua prajurit angkatan bersenjata untuk mengurangi
bahkan memusnahkan kemampuan tempur kelompok separatis Abu Sayyaf
Tindakan militer ini dilakukan karena pemerintah sudah tidak dapat mentolerir
aksi-aksi kekejaman kelompok Abu Sayyaf vyang sering melakukan tindakan
kriminal seperti, penculikan, penyanderaan, bahkan pembunuhan hanya untuk
mendapatkan uang tebusan. Aksi-aksi mereka sangat memalukan pemerintahan
Filipina, karena sering membawa korban warga asing. Pada April 2001 Presiden
Filipina ini bahkan memerintahkan “perang habis-habisan™ terhadap kelompok
Abu sayyaf ini. Operasi penumpasan hingga ke akar-akarnya merupakan agenda
utama Arroyo dalam menjaga stabilitas keamanan negaranva.

Tindakan militer pemerintah ini ditanggapi dengan berani oleh kelompok
Abu Sayyaf. Selain aksi penculikan yang semakin marak, aksi-aksi pengeboman
terhadap sejumlah fasilitas pemerintahan juga terjadi, hal ini dilakukan kelompok
Abu Sayyal' untuk mengalihkan perhatian tentera militer Filipina yang telah
menyerang lokasi-lokasi strategis mereka di daerah Jolo Filipina Selatan. Aksi
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penculikan yang berhasil diselamatkan oleh pasukan militer pemerintah hanva
sebagian kecil saja, kebanyakan sandera dibebaskan setelah mendapatkan uang
tebusan. Pada 13 April 2001 seorang warga AS, yang diculik dan disandera oleh
25 orang gerilyawan Abu Sayyaf sejak Agustus 2000 berhasil diselamatkan
pasukan pemerintah di dekat kota Jolo Filipina Selatar,™ tetapi masih banyak
sandera lain yang masih di tangan Abu Sayyaf dan tidak terjangkau oleh pasukan
pemerintah. Perang melawan kelompok Abu Sayyaf ini semakin ditingkatkan oleh
Arroyo dengan membentuk satuan tugas anti- Abu Sayyaf untuk menumpas dan
melucuti senjata kaum pemberontak 1ni. Pemerintah mengambil inisiati untuk
menyerang dengan menempatkan lebih dari 5000 personel pasukan elit Angkatan
Darat di Pulau Basilan untuk membasmi para perusuh dan menyelamatkan 25
sandera lainnya yang masih disekap.™ untuk mendukung upaya penumpasan ini
pemernintah juga telah mempersenjatai warga sipil.

Upaya-upaya Arroyo dalam menumpas kelompok Abu Sayvaf yang telah
dianggap scbagai kelompok terorisme ini mendapat dukungat] dart Amerika
Serikat yang pasca tragedi pengeboman 11 September 2000 gencar melakukan
kampanye anti-terorisme di  seluruh dunia. Pemerintahan Filipina sepakal
mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme
dengan berbagi informasi intelejen, meningkatkan kerjasama militer dan
kepolisian, serta menutup saluran dana terorisme. Kerjasama bilateral ini
disepakati dalam bentuk operasi gabungan dengan nama Sandi Balikatan ( bahu-
membahu). Pada awalnya operasi ini merupakan kegiatan latihan militer bersama
di lapangan dan tidak bertempur secara langsung dengan sasaran. Sasaran utama
perang anti teroris ini adalah kelompok Abu Sayyaf yang oleh Amerika Serikat
dituduh mempunyai kaitan dengan dalang aksi terorisme 11 September, Osama
Bin Laden. Operasi gabungan ini akan di gelar di Pulau Basilan, scbelah selatan
Filipina, yang merupakan tempat bersembunyi kelompok teror ini. Pergelaran
pasukan Amerika Serikat ini juga dilakukan di dekat kota Zamboanga, tempat

komando pasukan Filipina wilayah selatan bermarkas. Pasukan Amerika Serikat

* Kompas, 13 April 2002
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ini akan dipersenjatai untuk melindungi din dan dan akan terlibat dalam
pertempuran hanya untuk mempertahankan din. Di wilavah-wilayah tertentuy,
tentara Amenika Senkat, vang diantaranya merupakan pasukan khusus,
diperbolehkan masuk ke wilayah tempur di Basilan sebagai pengamat dan
penasehat perang. Selain membawa tentara di filipina, Amerika Serikat juga
membawa sekitar 30.000 pucuk senapan M-16, 8 helicopter jenis Huey, sebuah
speedboat, satu kapal penjelajah, dan berbagai perlengkapan penglihatan malam
hari. Pemenntah Amerika Senkat memberikan bantuan militer kepada Filipina
sebesar 100 juta dollar untuk memerangi terorisme, ' Dalam perang anti teroris
dengan kelompok Abu Sayvaf ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga
telah membuka hotline yang menawarkan hadiah US$ 5 juta untuk informasi
keberadaan para pimpinan kelompok Abu Sayyaf, pemerintah Filipina sendin
telah menyediakan hadiah US$ 100 ribu untuk menangkap para pentolan
kelompok ini. **

Kerjasama militer Amenka Senkat-Filipina imi tidak membuat gentar
anggota kelompok Abu Sayyafl Hal imi semakin menunjukkan betapa penting dan
berartinya para pimpinan kelompok ini. dimata Amerika Serikat Kerjasama
tersebut membuat  pasukan Filipina semakin bersemangal untuk menumpas
kelompok Abu Sayyafl dan membebaskan semua sandera yang masih disekap oleh
mereka, tapi tidak semua operasi mereka berhasil baik. Drama pembebasan
sandera yang dilakukan pasukan Filipina pada 7 Juni 2002 terhadap dua
misionaris Amerika Serikat dan secorang perawat Filipina, vang telah disekap
selama hampir satu tahun di hutan Sanwai Semenanjyng Zamboanga, berakhir
dengan kematian dua sandera dalam baku tembak antara pasukan pemenntah
dengan gerilyawan Abu Sayyaf, 3 Hal ini tentu saja sangat memalukan Filipina
yang saat 1tu banyak mendapatkan bantuan dari Amernika Serikat. Kegagalan i
sedikail terobati dengan berita lerbunuhnya salah seorang pemimpin kelompok
Abu bayyaf, Abu Sabaya, dalam bentrokan senjata di lepas pantan Sibuco,

'ﬁf Kompas, 26 Januari 2002
* Tempo, 23 Juni 2002
M Tempo, 30 Juni 2002
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propinsi Zamboanga Del Norte. ™ Hal ini temnyata tidak menyurutkan gerakan
kelompok ini melawan pemerintah, terbukti pada 9 September 2002 mercka
menculik empat dosen Mindanao State University dan dua mahasiswa anak
anggota konggres Filipina serta meminta tebusan sebesar 1, 25 juta peso. *
Kelompok 1ni juga mengadakan penyerangan ke sejumlah pos militer di Jolo pada
Januan 2003 yang membuat tentara filipina mengerahkan dua helicopter
penyerang MG-520 untuk menembaki posisi-posisi pemberontak dengan senjata
roket.”” Perkembangan konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok
gerilyawan muslim di selatan ini nampaknya semakin meningkat dengan

kehadiran pasukan Amerika Serikat.

3.4 Upaya-upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik
3.4.1 Perlawanan Militer

Upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat
muslim Moro melalui perlawanan militer banyak diwarnai tindakan kekerasan,
Penguasa yang menghadapi pemberontakan bersenjata biasanya menganggap
kompromi sebagai bukti kelemahan, dan biasanya mengirim lebih banyak lagi
pasukan untuk menumpasnya. Asumsinya, bahwa makin besar kemampuan suatu
rezim dalam menggunakan kekerasan, makin berkurang kekerasan oleh pihak
pemberontak. Asumsi tersebut seringkali salah, karena yang terjadi justru
sebaliknya. Reaksi manusia yang paling dasar terhadap kekerasan adalah
membalas dengan kekerasan pula. Pemberontakan vang tadinya kecil-kecilan
menjadi besar ketika pemerintah meningkatkan perlawanan militer di daerah
tersebut.

Dalam menghadapi pemberontakan MNLF pimpinan Nur Misuari,
pemenintah memerintahkan kepada seluruh jajaran militer untuk mengadakan
pengejaran dan perburuan terhadap para pengikut Misuari yang ada di wilayah

Filipina. pasukan pemenntah menggunakan kapal-kapal perang dan pesawat-

) [hid
" Surya 15 September 2002
"I Kompas, 23 Januari 2003
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pesawat tempur untuk menyerang kompleks persembunyian para pemberontak.
Presiden Arroyo juga meminta bantuan kepolisian negara-negara tetangganya,
seperti Indonesia dan Malaysia untuk menangkap bekas gubernur ARRM ini jika
masuk wilayah mereka. Pemerintah Filipina mengerahkan sekitar 7000 tentara
untuk membury Misuari serta melekukan penyerangan terhadap posisi-posisi
geriyawan di wilayah pegunungan, di Jolo, Filipina Selatan. Tindakan militer ini
dilakukan pemerintah menanggapi serangan-serangan MNLF pimpinan Misuari
yang dilakukan oleh para pengikutnya terhadap sejumlah pos-pos militer dan
polisi di Jolo. Serangan ini merupakan upaya protes pengikut Misuari terhadap
pencopotan kedudukan Misuari sebagai Gubernur ARRM. Menurut pemerintah
Filipina, para pemberontak ini berusaha mengacaukan pemilihan umum untuk
memilth pengganti Misuari. Untuk itu pemerintah berupaya menyeret para
anggota MNLF yang memberontak untuk diadili secara hukum,

Perlawana militer juga dilakukan pemerintah dalam menghadapi
perlawanan kelompok gerilyawan MILF, Setiap serangan yang _dilakukan oleh
pasukan gerilyawan ini selalu dibalas dengan serangan yang sama oleh pasukan
pemerintah. Perlawanan militer kembali digelar secara besar-besaran oleh
pemerintah terhadap kawasan muslim di propinsi Maguindanao pada Februari
2003. Gempuran pasukan pemerintah ini dipicu bentrokan senjata antara pasukan
MILF dengan pasukan militer penerintah di daerah Pikit. Setelah Arroyo
membatalkan rencana perundingan damai dengan MILF, perlawanan militer
semakin gencar dilakukan oleh pasukan pemarintah ini. Penyerangan pasukan
MILF di kota Siocon, pulau Mindanao bagian Selatan ini membuat pihak militer
melakukan operasi militer untuk memburu para tersangka yang terlibat dalam
serangan itu. MILF memang sering terlibat bentrokan senjata dengan pihak militer
Filipina. hal ini terutama terjadi setelah pasukan pemerintah melancarkan
searangan besar-besaran ke salah satu daerah basis MILF di Pulau Mindanao.
intelejen MILF mengatakan bahwa militer Filipina saat ini lebih banyak
memegang kontrol terhadap keputusan-keputusan politik yang berasal dari manila,
sejak Arroyo menyetujui digelarnya perang Irak oleh Amerika Serikat , sehingga

"pasukan pemerintah lebih intensif mengontrol dan memerangi MILF serta
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kelompok-kelompok pemberontakan yang lain. Hal im didukung oleh pernyataan
Sekjen Moro Christian Peoples Alliance (MCPA) bahwa, * tindakan pembenaran
operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Filipina untuk menyerbu kamp-
kamp MILF hanya pengulangan kebrutatalan masa perang total yang pernah
dilancarkan oleh Estrada. *"

Perlawana militer dilakukan pemerintah juga terhadap para gerilyawan
Abu Sayyaf Pemerintahan Arroyo tidak dapat menggunakan cara lain selain
perlawanan militer untuk menghentikan sejumlah aksi Abu Sayyaf yang terkenal
brutal. Pemerintah bahkan secara khusus menggelar operasi gabungan dengan
pasukan Amerika Serikat untuk menumpas kelompok ini. Penempatan pasukan
gabungan Amerika Serikat-Filipina langsung di Pulau Basilan yang yang
merupaka basis kelompok ini. Presiden Arroyo secara resmi telah mengumumkan
perang terhadap kelompok  ini dan memasukkan mereka dalam kotak terorisme
yang harus dihancurkan. Pergelaran beribu-ribu pasukan Amerika Serikat telah
dilakukan pemenintah Filipina sejak januan 2003, 2
3.4.2 Upaya-upaya Perundingan damai
Selain penyelesaian konflik dengan menggunakan perlawanan militer, berbagai
upaya damai juga gencar dilakukan oleh pihak pemerintah. Berbagai cara
dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk mengakhiri gerakan-gerakan
separatisme Moro. Manila pernah membuat kebijakan rekonsiliasi dan sekaligus
pembangunan wilayah moro. Kebijakan rekonsihiasi im mencakup dialog-dialog
terbuka dengan semua kelompok yang terlibat konflik ini dan membahas berbagai
masalah yang ada dan berusaha mencapai penyelesaian yang bisa diterima
bersama.
34.2.1 Upaya-upaya perundingan damai dengan kelompok MNLE pimpinan
Misuari

Upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan konfhk dengan faksi

MNLF pimpinan Misuari selain dengan perlawanan militer juga dengan

Uhfititer Filipina Lancarkan Serbuan Masif Terhadap Muslim Moro | www eramuslim com, 14
February 2003



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

pendekatan-pendekatan damai, Dalam kasus ini pemenintah Filipina mendukung
upaya-upaya gubernur ARRM yang baru, Farouk Hussin, untuk mengadakan
rekonsiliasi dengan para pengikut Misuari. Farouk Hussin menghimbau kepada
saudara-saudaranva yang memberontak untuk meletakkan senjata, dan lebih baik
membantu program pembangunan untuk memajukan kehidupan daerahnya yang
miskin di Filipina Selatan. la menawarkan perdamaian kepada pihak-pihak
pemberontak yang menentang Manila dan bersedia bertemu dengan Misuari yang
sedang ditahan di Malaysia. Pemerintah Filipina akan memberikan kesempatan
kepada mereka vang menyerahkan diri untuk kembali ke dalam masyarakat
Sedangkan untuk Misuari, pemerintah Filipina akan memproses kasus
pemberontakannya secara hukum dan memberikan hak kepadanya untuk
didampingi kuasa hukumuntuk memberikan pembelaan di depan pengadilan.
Presiden Arroyo juga melibatkan negara-negara tetangganya untuk membantu
menyelesaikan kasus pemberontakan Misuari tersebut.
3.4.2.2 Upaya-upaya perundingan damai dengan kelompok MILI

Upaya-upaya perundingan damai juga diupayakan oleh pérneﬁntah dalam
penyelesaian konflik dengan kelompok MILF, walaupun perlawanan militer tetap
dijalankan dalam menanggapi serangan-serangan anggota pasukan MILF. Upaya-
upaya perundingan damai vang diusahakan Arroyo akan melibatkan negara-
negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia, dan juga OKL Malaysia bersedia
menjadi mediator dan fasilitator dalam perundingan damai tersebut, dan
menyediakan tempat di Kuala Lumpur sebagai tempat berlangsungnya
perundingan. Pada Maret 2001 wakil MILF, Al Ha; Murad, dan wakil pemenntah
Filipina, Eduardo Ermita, mengadakan pertemuan selhagai awal pembicaraan
damai untuk menyepakati upaya-upaya perundingan damai antar mereka. Dalam
persetuan tersebut mereka sepakat untuk menjalankan isi perjanjian sesuai dengan
yang telah disepakati, antara lain;

“ Both parties agreed to undertake relief and rehabilitation measures for
evacuees, and joint development projects in the conflictaffected areas.”
MILF and GRP * commit themselves to negotiate with sincerity and mutual
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trust, justice, and freedom, and respect for the identity, culture, and
aspirations of all peoples of Mindanao. e
Sesuai dengan kesepakatan di Malaysia tersebut, keduabelah prhak sepakat
melakukan gencatan senjata. Perundingan selanjutnya dilaksanakan di Tripoli, L
ibya, untuk menandatangani kesepakatan damai yang telah disetujui bersama oleh
MILF dan pemerintah Filipina dengan disaksikan oleh negara-negara anggota
OKI, Pada dasarnva perundingan imi merupakan persetujuan bilateral antara
pemerintah Filipina dengan MILF, tapi keterlibatan banyak negara membuat
persetujuan ini mendapatkan pengakuan internasional. Keduanya sepakat memilih
Organisasi OKI sebagai pihak pengamat dan memonitor implementasi
pelaksanaan semua isi persetujuan Tripoli 2001 yang meliputi masalah, 1. Aspek
keamanan (gencatan senjata), 2.rehabilitas dan pembangunan daerah-daerah
konflik dan sekitamya, 3. Masalah tanah adat Pemerintah Filipina dan kelompok
gerilyawan MILF berusaha dengan sungguh-sungguh untuk terus melanjutkan
perundingan damai yang saling menguntungkan bagi keduabelah pihak. Negosiasi
ini akan terus dilanjutkan sampai bangsa Moro mampu rncme;ahkan masalah
tanah Moro. Perundingan ini belum tentu akan membawa perdamaian abadi di
tanah Moro karena kondisi di lapangan sangt berpengaru terhadap kelangsungan
perundingan yang terus berlangsung.
3.4.2.3 Upava-upaya perundingan damai dengan kelompok Abu Sayvaf
Pemerintahan Arroyo sejak semula tidak membuka pintu perundingan bagi
kelompok militan Abu Sayyaf. Kelompok ini telah dianggap sebagai teroris dan
harus dimusnahkan dari bumi Filipina. Pemerintah hanya menggunakan

perlawanan militer dalam menghadapi aksi-aksi kelompok im1,

3.4.3 Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Moro

Peranan Amerika Serikat dalam berlanjutnya konflik Moro cukup besar,
Dalam sejarah Moro, Amerika Serikat merupakan penjajah yang mengambil alih
tanah mereka, membawa migrasi besar-besaran masyarakat kristen ke selatan

sehingga mengurangi dominasi masyarakat muslim. Kolonialisme Amerika

) 41l Out War, Op Cit
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Serikat juga telah mengeksploitasi kekayaan tanah Moro untuk kepentingan
mereka. Amerika Serikat juga menciptakan permusuhan antara masyarakat
Muslim dan Kristen di selatan dengan melakukan diskriminasi terhadap
kehidupan masyarakat muslim. Hingga tanah Moro diserahkan kepada
kepemimpinan nasional Filipina konflik Moro terus berlangsung karena
pemerintahan Filipina mewarisi politik dan budaya kolomal.

Saat 1ni keterlibatan Amerika Serikat di Fihipina terkait dengan kampanye
anti- teroris yang gencar dilakukannya pasca tragedi pengeboman 11 September.
Untuk pertamakalinya setelah perang anti-terorisme digelar di Afghanistan,
Amerika Serikat akan menggelar perang serupa di Filipina. Hal ini seperti yang
dikemukakan oleh Deputi Menteri Pertahanan Amenka Serikat, Paul Wolfowitz,
bahwa fase kedua perang melawan terorisme difokuskan kepada negara-negara
seperti, Indonesia, Filipina, Somalia, dan Yaman.* Pergelaran pasukan Amerika
Serikat di Filipina dalam rangka operasi militer gabungan dengan nama
“Balikatan”, yang dilakukan untuk memberikan pelatihan militer terhadap
pasukan militer Filipina dalam menghadapi perang anli-te£0risme dengan
kelompok militan Abu Sayyaf yang telah dicap scbagai terons oleh Amenka
Serikat dan pemerintahan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf ini dituduh mempunyai
jaringan dengan kelompok terorisme A/-Oaeda pimpinan Osama Bin Laden yang
sedang diburu oleh pemerintahan Amerika Senkat

Fihpina telah lama terganggu oleh ulah kelompok Abu Sayyaf yang
mengatakan ingin mendirikan negara Islam merdeka, tetapi selama ini aksinya
hanya menculik dan meminta uang tebusan saja. Bag{tikan gayung bersambut,
pemerintah Filipina yang telah lelah menghadapi aksi penculikan bertemu dengan
kepentingan Amerika Serikat yang sedang getol mengejar jaringan Al-Qaeda di
Asia Tenggara, membuat kelompok Abu Sayyaf menjadi musuh bersama mereka.
Operasi pabungan ini hanva menekankan pada pelatihan militer bersama pada
awalnya, tetapi para tentara Amenka Senkat tetap dipersenjatai untuk membela
diri bila menghadapi serangan para pemberontak. Pasukan Amerika Serikat ini
akan ditempatkan di daerah konflik, seperti di Pulau Basilan yang merupakan

* Kompas, 15 Januari 2002
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basis kelompok militan Abu Sayyal dan di selatan kota Zamboanga yang
merupakan daerah komando militer di selatan Filipina. Meskipun keputusan
Arroyo menenima kerjasama militer dengan Amerika Serikat ditentang oleh
banyak pihak karena dianggap melanggar konstitusi Filipina, tapi 1a tetap
bersikeras pada pendiriannya untuk mengerahkan pasukan Amenka Senkat ke
wilayah konflik untuk memberantas kelompok Abu Sayyaf dan kelompok
ekstrem lainnya. Pasukan Amerika Serikat ini sebenarmya hanya akan melakukan
latihan gabungan dengan Filipina sampai bulan juli 2002, tapi Presiden Arroyo
meminta kepada pemerintah Amerika Serikat agar tetap membantu perburuan
pasukan Filipina untuk mencegah kelompok Abu Sayyaf lari ke negara lain.
Pemerintah Filipina mendesak pihak Amerika Serikat agar meneruskan misi
training dan mengijinkan para penasechat pasukan khususnya bergabung dengan
tentara Filipina untuk memburu para pemberontak, Hingga saat ini lebih dari 1000
pasukan Amerika Serikat tetap berada di Filipina Selatan untuk membantu
pasukan militer memerangi kelompok separatisme dan juga membantu me-
modernisasi peralatan militer,seperti helicopter dan peralatan uda_r; lainnya.**
Keputusan pemerintah Arroyo mengadakan latihan gabungan dengan
tentara Amerika Serikat banyak menuai kritik pedas dari masyarakat dan beberapa
anggota konggres, Berbagal aksi protes digelar masyarakat untuk menentang
keputusan tersebut karena hanya akan menimbulkan perpecahan politk
meluasnya tindakan kriminal, Reaksi kelompok MILF terhadap penempatan
pasukan Amerika Serikat di Filipina Selatan ini adalah melakukan sejumlah
penyerangan terhadap posisi-posisi pemerintahan sebagai protes, Mereka khawatir
di masa-masa mendatang, pemerintah akan mentargetkan mereka sebagai sasaran.
Bahkan, pada Februan 2003 kelompok im diyakina akan mengadakan serangan
solidaritas jtka Amerika Serikat melancarkan serangan ke Irak. Pasukan
pemerintah merasa stabilitas keamanan di daerah 1mi terganggu kemudian
mengirimkan armada lengkap, termasuk 5000 tentara dan Angkatan Laut yang
diodukung oleh pesawat terbang dan peralatan artilen untuk menyerang
kedudukan MILF di dekat kota Pikit Filipina Selatan pada pertengahan Februari

' The Jakarta Post, 15 September 2003
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2003.*  Menanggapi penyerangan tersebut, ketua MILF, Salamat Hasyim,
mengumumkan perang jihad terhadap pasukan pemerintah dengan menyerang
pos-pos militer serta meledakan dua menara transmisi yang menvebabkan 90%
wilayah Mindanao tanpa penerangan. Akibat serangan MILF ini pemerintah
Manila tengah mempertimbangkar untuk memasukkan kelompok ini sebagai
organisasi terorisme. Selain MILF, kelompok Abu Sayyaf yang menjadi target
operasi gabungan Amerika Serikat-Filipina tetap melancarkan aksinva dalam
penculikan dan penyanderaan Mereka tdak takut akan ancaman Manila yang
didukung oleh Amerika Serikat. Mereka bahkan sempat menyerang pos militer
pada awal tahun baru 2003 di Pulau Jolo. Penempatan pasukan Amerika Serikat di
Filipina Selatan im1 malah membuat para gerilyawan semakin militan dalam
berjuang

i Anthony Spaeth, First Bali, now Davan,
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Konflik Moro yang terjadi antara pecmerintah Filipina dengan masyarakat
muslim Moro bersumber dan konflik antara pemjajah kolonial dengan kelompok
masyarakat muslim di Filipina Selatan. Filipina telah dua kali mengalami masa
penjajahan, pertama dijajah Spanyol dan kedua dijajah Amerika Serikat.
Kedatangan penjajah Spanyol dengan program knstemsasinya hanva ditenma
oleh masyarakat Filipina Utara, tapi tidak dapat mempengaruhi masvarakal di
selatan vang tetap mempertahankan keyakinan agamanva yaitu agama Islam.
Perjuangan masyarakat muslim melawan pemjajahan ini berkembang menjadi
konflik antar agama Islam dan Kristen akibat politik penjajah kolonial yang
memanfaatkan masyvarakat Filipina Kristen yang telah terpengaruh ajaran Spanvol
untuk memerangi masvarakat muslim vang selalu menentang dan memerangi
pasukan Spanyol. Konflik antar agama ini terus berlangsung hingga pemerintahan
nasional Filipina berkuasa.

Konflik im semakin memanas ketika pemerintah dengan represif turun
tangan untuk menyelesaikannya. Tindakan represif pemenntah ini bahkan telah
menyeretnya terlibat langsung dalam pertempuran. Bentrokan bersenjata yang
membawa korban bahkan senngkal terjadi antara pasukan pemerintah dengan
kaum mushim Moro. Konflik menjadi semakin berkembang, ketika masyarakat
muslim menginginkan kemerdekaan dan pemerintahan sendin. Masyarakat
mushm yang merasa terindas berontak dan mengumandangkan perang jihad
terhadap pemenntah. Beberapa cendekiawan muslim mengakomodasikan
kemginan merdeka mereka dalam wadah organisasi dan mencari dukungan dari
luar negeri. Upaya penyelesaian melalwi jalan diplomasi sudah sering dilakukan,
tapi tetap saja tidak membawa hasil yang signifikan. Munculnya organisasi-
organisasi mushm Moro semakin memperumit proses penyelesaian konflik,

karena masing-masing mempunyai pola juang vang berbeda-beda Saat ini
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kemungkman penyelesmian masalah dengan jalan diplomasi sangat tipis. karena
masing-masing pihak selalu menggunakan kekuatan persenjataannya.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik in1, antara
lamn adanya kepentingan politik-keamanan, ekonomi, dan agama/budaya. Berbagai
kepentingan tersebut juga ikut berpengaruh terhadap terus berlanjutnya konllik
Moro. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-fakior penyebab
berlanjutnya konflik sosial yang belarut-larut antara pemenntah Filipina dengan
masvarakat muslim Moro meliputi empat vanabel yang dikemukakan oleh
Edward Azar dalam teorinya Protacted Social Conflict dan juga karena adanya
perbedaan pola juang antar kelompok pejuang muslim Moro. Variabel pertama
adalah adanya kandungan komunal dalam bentuk kelompok identitas rasial,
religius, etnis budaya ataupun kelompok yang lain. Hal mmilah yang pada akhirnva
memmbulkan perang terbuka antara Kaum Mushm dan Kristen di Filipina
Selatan, vang diindikasikan dengan adanya berbagai kerusuhan dan tindak
kekerasan yang bermuansa sentimen keagamaan Keterlibatan pemerintah Filipina
dalam meredam pertentangan ini, justru membuatnya terjebak dalam konflik
kekerasan dengan kelompok muslim dan membuat konflik semakin berlarut-
larut. Variabel kedua adalah adanya perampasan kebutuhan manusia. khususnya
kebutuhan keamanan, akses politik. dan identitas (ckspresi budaya dan religius).
Hal im dibukiikan dengan adanya kebijakan dan perlakuan pemerintah untuk
melakukan pembatasan bahkan perampasan hak-hak dan kebutuhan masyarakat
Mushm Moro. Hal imi nampak dalam tindakan represif pemerintah dalam
menghadapi setiap penentangan kelompok organisasi muslim. Variabel ketiga
adalah adanya diskriminasi (kesalahan) dalam pelaksanaan fungsi dan institusi
negara. Dalam hal ini pemerimah Filipina, sebagai negara vang berkuasa atas
wilayah muslim di Filipina Selatan, sering melakukan tindakan diskriminatif dan
tidak adil terhadap kaum muslim Moro. Dalam setap elemen kehidupan
masyarakat mushm selalu diperlakukan sebagi warga negara kelas dua. Protes dan
kekecewaan terhadap pemerintah sering dianggap sebagai upaya pemberontakan
muslim yang ditanggapi represif oleh pemerintah Filipina. Variabel keempat
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adalah adanya keterkaitan duma internasional, Keterlibatan beberapa negara.
seperti negara-negara OKI ( Libya, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya ) belum
berhasil membawa perdamaian abadi, bahkan beberapa keputusan OKI
menimbulkan pemberontakan kembali. Selain itu keterhbatan Amerika Serikat
dengan kampanye anti teroris justru semakin membual berkobar dan berlanjutnyva
konfthik Moro,

Satu faktor lagi yang juga berpengaruh terhadap terus berlamutnya konflik
Moro ini adalah adanya keinginan bangsa Moro untuk merdeka. Saat im
sctidaknya ada tiga organisasi yang sangat berpengarub terhadap perjuangan
mushim Moro di Filipina Selatan. Ketiga kelompok im memiliki pola perjuangan
yang berbeda-beda, mereka adalah MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayyaf .
Kelompok pertama adalah kelompok vang mau menenma otonomi dan
pemernntah, kelompok kedua menghendaki merdeka, tapi mau menerima otonomi
jika pemenntah membenkan kekuasaan penuh pada masyarakat mushm untuk
menerapkan syanah Islam di wilayah Fihpina Selatan. Kelompok ketiga 1m
menginginkan merdeka penuh dan tidak membuka perundingan dengan
pemerintah.

Semua faktor diatas sampar saat 1m masth menjadi sumber terus
memanasnya konflik antara pemernintah Filipina dengan masyarakat mushim Moro.
Saat ini tanda-tanda meredamnya konflik Moro semakin kabur karena masing-
masing pihak mengpunakan kekuatan bersenjata. Indikasi konllik semakin
memburuk nampak dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dengan
kampanye anti-terormya dalam membantu pemenntahan Filipina. Hubungan ini
berupa kerjasama militer dan pemberian bantuan persenjataan oleh Amenka
Serikat untuk melawan perjuangan mushim yang dianggap sebagai terorisme
Bantuan im semakin membuat pemenntah bertindak represif dalam menghadapi

setiap perjuangan muslim Moro di Filipina Selatan.
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The Tripoli Agreement
In the Name of God, the Omnipotent, the Merciful.

Agreement Between the Government of the Republic of the Philippines and
Moro National Liberation Front with the Participation of the Quadripartite
Ministerial Commission Members of the Islamic Conference and the Secretary
General of the Organization of Islamic Conference.

In accordance with the Resolution No. 4 Para. 5 adopted by the Council of Ministers
of the Islamic conference in its Fourth Session held in Benghazi, Libyan Arab
Republic during the month of Safar 1393 H. corresponding to March 1973, calling for
the formation of Quadnipartite Ministerial Conumission representing the Libyan Arab
Republic, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Sencgal and the Republic of
Somalia, to enter into discussions with the Government of the Republic of the
Philippines concerning the situation of the Muslims in the South of the Philippines
And in accordance with the Resolution No. (18) adopted by the Islamic conference
held in Kuala Lumpur, Malaysia in Jumada Alakhir 1393 H. corresponding to June
1974 A.D. which recommends the searching for a just and peaceful political solution
to the problem of the Muslims in the South of the Philippines through the
negotiations.
And m accordance with the Resolution No. 12/7/5 adopted by the Islamic conference
held m Istanbul in Jumada El-Ula 1396 H. corresponding to May 1976 AD.
empowering the Quadripartite Ministerial Commission and the Secretary General of
the Islamic Conference to take the necessary steps for the resumption of negotiations.
And following the task undertaken by the Quadripartite Ministerial Commission and
the Secretary General ol the Islamic Conference and the discussions held with H.E.
President Marcos, President of the Republic of the Philippmes.
And in reahzabon of the contents of Para. 6 of the Jomnt Communiqué 1ssued n
Tripoli on the 25th Zulgeda 1396 H. comrespondmg to |17th November 1976 A.D.
following the official wvisit paid by the delegation of the Government of the
Philippines headed by the First Lady of the Philippines, Mrs. Imelda R. Marcos, to
the Libyan Arab Repubhc and which calls for the resumption of negotiations between
the two parties concermned in Tripoli on the 15th of December 1976 A D,
Negotiations were held in the City of Tripoli during the period between 24th Zulhija
1396 H. to Second 1o Moharram 1397 H. corresponding to the period from 15th to
23rd December 1976 A.D. at the Ministry of Foreign Affairs presided over by Dr. Ali
Abdussalam Treki, Mimster of State for Foreign Affairs of the Libyan Arab Republic,
and comprising of the Delegations of.

|. Government of the Republic of the Philippines, led by Honorable Carmelo £,

Barbero. Undersecretary of National Defense for Civilian Relations.
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2. Moro National Liberation Front, led by Mr. Nur Misuan Chief of the Front.
And with the participation of the representatives of the Quadripartite Mimsterial
Comnussion:

The Libyan Arab Republic - represenled by Dr. Ali Abdussalam Treki, Mimster of
State for Foreign Aflairs.

The Kingdom of Saudi Arabia - HLE. Salah Abdalla El-Fadl, Ambassador of the
Kingdom of Saudi Arabia, Libyan Arab Repubhic.

The Republic of Senegal - Mr. Abubakar Othman Si, Representative of the Republic
of Senegal and Charge d” Affairs of Senegal in Cairo.

Democratic Republic of Somalia, Libyan Arab Republic.

With the aid of H.E. Dr. Amadou Karim Gayve, Secretary General of the Organization
of Islamic Conference, and a delegation from the Secretariat General of the
Conference composed of Mr. Qasim Zuheri, Assistant Secretary General, and Mr.
Aref Ben Musa, Director of Political Department.

During these negotiations which were marked by a spirit of concihation and
understanding, it has been agreed on the followmg:

First: The establishment of Autonomy in the Southern Philippines within the realm
of the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Philippines,

Second: The areas of the autonomy for the Muslims i the Southern Philippines shall
comprise the following:

Basilan 8. Sultan Kudarat

2. Sulu 9. Lanao del Norte

3. Tawi-tawi 10. Lanao del Sur

4. Zamboanga del Sur I 1. Davao del Sur

5. Zamboanga del Norte 12, South Cotabato

(i}

7

. North Cotabato 13. Palawan
. Maguindanao
Third:
|. Faoreign Policy shall be of the competence of the Central Government of the
Philippines.
o

The National Defense Affairs shall be the concern of the Central Authority
provided that the arrangements for the joining of the forces of the Moro
National Liberation Front with the Philippine Armed Forces be discussed
later. .

3. In the areas of the autonomy, the Muslims shall have the right 1o set up their
own Courts which implement the Islamic Shari’ah laws. The Muslims shall be
represented in all Courts including the Supreme Court. The representation of
the Muslims in the Supreme Court shall be upon the recommendation from
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1.

the authorities of the Autonomy and the Supreme Court. Decrees will be
issued by the President of the Republic of their appointments taking mto
consideration all necessary qualifications of the candidates

Authorities of the autonomy 1 the South of the Philippines shall have the
right to set up schools, colleges and universities, provided that matters
pertainng to the relationship between these educational and scient:fic organs
and the general education system in the state shall be subject of discussion
later on.

T'he Mushims shall have their own administrative system in compliance with
the objectives of the autonomy and its institutions. The relationship between
this administrative system and the Central administrative system to be
discussed later,

The authorities of the autonomy in the South of the Philippines shall have
ther own economic and financial system. The relationship between this
system and the Central ¢conomic and financial system of the State shail be
discussed later.

The authorities of the autonomy in the South of the Philippines shall enjoy the
right of representation and participation in the Central Govermiment and in all
other organs of the State. The number of representatives and ways of
participation shall be fixed later.

Special Regional Security Forces are to be set up in the arca of the Autonomy
for the Muslims m the South of the Philippines. The relationship between
these forces and the Central security forces shall be fixed later.

A Legislative Assembly and an Executive Council shall be formed in the
areas of the Autonomy for the Muslims. The setting up of the Legislative
Assembly shall be constituted through a direct election, and the formation of
the Executive Council shall take place through appointments by the
Legislative Assembly. A decree for their formation shall be enacted by the
President of the Republic respectively. The number of members of each
assembly shall be determined later on.

Mines and mineral resources fall within the competence of the Central
Government, and a reasonable percentage deniving from the revenues of the
mines and minerals be fixed for the benefit of the areas of the autonomy .

A Mixed Committee shall be composed of representatives of the Central
Government of the Republic of the Philippines and the representatives of the
Moro National Liberation Front. The Mixed Committee shall meet in Tripoli
during the period from the Fifth of February to a date not later than the Third
of March 1977, The task of said Committee shall be charged to study in detail
the points left for discussion in order to reach a solution thereof in conformity
with the provisions of this agreement.
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Fourth:

2. Cease-fire shall be declared immediately alter the signature of this agreement,

provided that its commg mto effect should not exceed the 20th January 1977
A Jomt Commttee shall be composed of the two parties witi the help of the
Chrgamzation of the Islamic Conference represented by the Quadripartite
Ministerial Commission 1o supervise the implementation of the cease-fire.
The said Jomt Committee shall also be charged with supervising the
lollowing
a A complete amnesty in the areas of the autonomy and the renunciation
of all legal claims and codes resulting from events which took place in
the South of the Philippines.
b The release of all the political pnsoners who had relations with the
events in the South of the Philippines
¢ The return of all refugees who have abandoned their areas in the South
ol the Philippmes
d. To guarantee the freedom of movemens and meetings.

A jomt meeting be held in Jeddah during the first week of the month of March

F77 10 mitial what has been concluded by the Committee referred to in Para.
Il

. I'he final agreement concerning the setting up of the autonomy referred to in

the Fiest and second paragraphs shall be signed in the City of Manila, Republic
of the Philippines, between the Government of the Philippings and Moro
Natipnal Liberation Front, and the Islamic Conference represented by the
Cuadripartite Ministerial Commission and the Secretary General of the
Organgzation ol Islamiec Conference.

lpediately aller the signature of the Agreement in Manila, & Provisional

Gavernment shall be established in the arcas of the autonangy to by appoited
by the President of the Philippines; and fe charggd x\“l'llg K¢ task of preparing
br the eclechions of the Legislanve Hls:..lnhfg, i the terriories of the
rﬂxlll.tu_llllil‘a.l,i.],\.. and admmister the arcas in accordance with the provisions of this
agreenient uhtil a Government is formed by the elected Legislative Assembly.
The Government of the Philippines shall take all necessary constitutional
processes lor the implementation of the entire Agreement.

This Agreement shall come mto force with effect from the date of its

signature.

Done i the Ciy of Tripolt on 2nd Muharram 1397 4, corresponding o 23rd
Becember 1976 AD. in three original copies in Arabic. English, French languages.
all equal n legal power.

B
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For the Government of the Republic of the Philippines:
Hon. Carmele 2. Barbero
[ Indersecretary of National Defense for Civilian Relations

For the Moro National Liberation Front:

Professor Mur Misuari

Chairman of the Froni

D Al Abdusaalam 'reki

Mimster of State tor Foreign Affairs, Libyan Arab Republic and Chairman of the
Negotiations

Dr. Amadou Karim Gaye

Secretary General of the Organzation of the Islamic Conference

Sumber : hitp v e-r orgmceond mavaecordtuiripol shin:d
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PERJANJIAN FINAL PEMERINTAH FILIPINA-MNLF i
30 AGUS TUS 1996

IM THE NAME OF GOD, THE OMNIPOTENT, THE MERCIFUL

PEACE AGREEMENT

THE FINAL AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION
DETWEEN THE G/)VERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
MORO NATIONA!. LIBERATION FRONT (MNLF) WITH THE PARTIC

WHEREAS, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Fidel V. Ramaos, has
pursued a peacelful settlement of the armed conllict under the principie of peace with honor and
o serve the paramount ends of national unity, solidarity and progress for all Filipinos;

WHEREAS, the MNLF, led by Prof, Nur Misuari, inspired by their quesl for peace and

prasperity, had in the past asserte¢ the right of the Maro people Lo Ireely delermine their polilical
stalus and pursue lheir religious, social, economic and cullural development:

WHEREAS, the Organizalion of {stamic Conference(OIC), upen the request of the GRP Initiated
he First Formal Peace Talks b tween the GRP and the MNLE during its Third Minislerial
Canferenco in Jaddan, Kingdom of Saudi Arabln, which rosulled In the signing of the Tripoli
Mpreemnnl on December 23, 1078, ho document which sarved as n biasis fur o just, lasting,

hoenoiably wig comprehensive sulution 1o the problem In Southem Philippines within the
frinnowurk of the Philippine Conslitution;

WHEREAS, BY THE Grace of the Almighty God and ow
Fhilippino Governinent, under H.E, President Fidel
perseverance of hiss duly appointad representatives, headed by Presidential Adviser for the
Peace Process Manuel T, Yan, coupled with the highly
MHNLF leadeiship under its founding Chairmr an, H,E. Professor Nur Misuar, a peace proci:ss has
been conducted and pursued sucresslully for the last four (4) years wilh the mos! cons ructive
and Lenelcial participation of the OIC Minislerial Commillee of the SIX, headed by its
distinguish :d Chairman, H.E. All Alatas, Minlster of Foreign Affairs of Indonesla, and his our (4)
able assislants as facilitators of the talks, namely: H.E. Ambassador S, Wiryono, +.E. Dr.
Hassan Wirajuda, H.E. Ambass:dor Pleler. Damanik, and H.E. Ambassador Abu Haro 10, and
Ihe OIS Secrelary General, H E, Hamid Algabid, and his depuly, H.E. Ambassador Moh immed
Muhsin, and with spetial mention lo Libyan Ambassador, H.E. Rajab Azzarour;

Wi iEREﬁﬂ, llie padies acknowledge the wvaluable ;ole of the Organization of Islamic

Conlerence (OIC) in promoling and upholding the tights, welfare and well-being of Mu: ims all
over the worid:

VWHEREAS, the partizs 'kewise. acknowledge the role of the OIC Minislerial Commiltee of the
Six comprising the nations of Indonesia as Chair, Libya, Saudi Arabia, Bangladesh, Senegal, and
Saimalia in the search of a Just, comprehensive and duratin Peace in the Southermn Philippines;

WHEREAS, in accoidance will the Statement of Underslanding signed I Tripali, L'bya on
Qculober 3, 1992 and Lhe subsequent Statement of Understanding signed In Cipanas, Wesl Java
on Apil 14, 1583, lhe padies agieed, through the good offices of o Gieal Libyan Arab
Jamahiriyah, Inspired and yuided by its great leader, H.E. Colonel Muatrinar Khadaffy, the
Guveinment of the Republic of Indonesia under the wise and able leadership ol H.E. Bapah
President Soeharte, and H.E, oIC Secrelary General, Dr. Hamid Algabid, to hold tormal peace
tnlks lo discuss the modalities far the full implementation of the 1978 Tripoll Agreenient in letter

and spiil; 1o Include those portions of the Agreement left for further discussion and the
iransitional implementing struclure and mechanism:
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WHEREAS, the palies alfinm their solemn commitment In the alorementioned Slalements of
Understanding as well as the Memoranduin of Agreement signed In the 1% Round of Formal
Peace Tulks held In Jakana, Indonesla on October 25 - November 7. 1994; the |nterim
Agreemunl signed in the 2™ Round of Formal Peace Talks held In Jakarta on Sepleniber 1-5,
1994; the Interim Agreement signed in the 3" Round of Formal Peace lalks held In Jakarta on
Noveniber 27 - December 1, 1995: (he Interiin Agreement signed in the 4™ Round of Formal
Peace lalks held in Jakara on August 29, 1996: and in the nine (9) meelings of the Mixed
Comimnillee held in various places and dates In the Philipplnes and Indonesia;

WHEREAS, all these agreement resulled from the consensus poin's reached by lhe Mixed
Commillee and the Support Coinmillees (Support Commiltee No.{ - Nalional Defensa and
Securily; Suppot Cominiltee No.2 - Education; Support Cominilles No.3 - Economic and
Financlal System, Mines and Minerals; Support Comimiltea No. 4 - Administrative System, Right
¢l Representation and Panticipation in the National Governmenl, and in all Organs of the State;

SJapport Commilles No.§ - Shariah and the Judiciary; and the Ad Hoc Working Group on the

Transilional Implementing Struclure and Mechanism In meelings held in various places in the'
Philippines and Indonesia:

WHEREAS, the parties have ralionalized and consolidated all tho agreements and consensus
points reached, wi'h the assistance of the Mixed Commillee and the various Support commillees.
eslablished for the purpase, inlo a final peace agreement;

WHEREAS, the parlies alfinn lhe soverelgnly, lenilorial Integrity and the Constilution o1 {44
Republlc of the Philippines: and

WHEPREAS, this final peace agreemenl conslitules (he full implementation of the Tripali
Agreeinent. -

NOW THEREFORE, THE PARTIES DO HEREBY AGREE ON THE FOLLOWING:
L. Implementing Structure And Mechanism Of This Agreement

1. Phase 1 shall cover a three (3) year perind slarling the signing of the peace agreemenl with
Ihe issuance of Execu'lve Order establishing the Special Zone of Peace ana Developmen|

(SZOPAD), the Southemn Philippines Gouncil jor Peace and Deveiupmnnt{SPCFD}, and the
Consultalive £ ssemnbly,

During this phase, the process of the joining In of MNLF elements wilh the Armed Forces
of the Philippines will start. The Joining in of MNLF elements with the PNP s part of the
regular police recruilient Programme will also take place in,this phase,

Aulenomous | tegion in Muslir) Mindanao (ARMM) through Congressional aclion, after which
the amendalc ry law shall be submitted lo the people of the concernad areas in a plebiscite {
delermine the establishment of a new aulonomous government! and lhe specific area of

a. While peace and development program being implemented in the SZCPAD, a bill 10
emend or repeal the RA 6734 shall bo Initiated within Phase 1 (1986-1897). The bill
shall Include he pertinent provisions of the Final Peace Agreement and the
expansion of the present ARMM area of autonomy, Aller a law shall have been
passed by Congress and approved by the President, il shall be submilted lo lhe
people lor appraval in a plebiscile in the alfecled areas, wilhin two (2) years from the
eslablishment of the SPCPD (1928).

b. The new area of autcnomy shall then be delermined by the provinces and cltles that

: will vole/choose 1o join the said autonomy (1998). It may be provided by the
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(SPDA), shali be placed under (he control andfor supervision of the Council

age
ace

‘There shall be established a Southern Phil

Congress in a law thal clusters of canliguous-Muslim-dominate
voling in favor of aulonomy be merged and conslituted Into a new p
shall become part of t'1e new Aulonomous Region

d municipalities
rovince(s) which

Il. The Transitional Period

Phase 1 shall be inplemented as follows:

There shall be eslablished a Special Zone of Peace and Cevelopment in Southern
Philippines (SZOPAD) Covering the provinces of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, a del
Sur, Zamboanga del Norte, orh Colabato, Maguindanao, Sultan Kudaral, Lanao del Norte,
Lanao del Sur, Davao del Sur, South Colabato, Sarangani, and Palawan and the zities of
Colabalo, Dapilan, Dipolog, General Sanlos, lligan, Marawl, Pagadian, Zamboan ja, and
Puerto Princesa. Within the naxt three (3) years, these areas shall be tha focus of lilensive
peace and development efforts. Public and privale Investments shall be channeled o lhese
areas lo spur economic aclivilies and uplift the conditions of the people therein.

ippines for Peace and Development (¢ PCPD),
composed of one (1) Chairnan, one (1) Vice Chairman and lhree (30 Depulies, c e each

ropresenting the Muslims, the Chrislians, and the Cultural Communities. They ;hall be
appeinted by lhe President.

The SPCPD shall be assisted Ly the Darul Iltah
the Chaitman of the SPC 2pPD.

The local government uiits in the area Including the ARMM, sh
exercise their funclions in accordanct with existing laws.
Appropriale agencies of [he goveminent thal are engaged In peace and development
vities in the ares, such as bul not limiled to the Soulhem Philippines Development Authorily

as |ts implementing
cpmenl projecls and programs are elfeclively

(advisory council) which shall be ¢r saled by

all continue lo ¢ «st and

ncles to ensure that peace and devel
omplished,

Based on the foreguing, the following agencies or enlilies will be placed uader the
control and/or supervislon, to wil:

8. The Southem Philippines Development Authority (SPDA) may be attached 10 the
SPCPD and be placed under the laller's supervision insofar as SPDA offices and
projecis in the SZOPAD are concerned. The SPCPD can exercise a furher degree
of control over SPDA by allowing the council lo submit recommendees lo he
President for appointmenl as officials of SPDAD;

b. The Regional aud Fleld Olfices of the Office of Muslim Affairs (OMA) which are
situaled and operaling within the Speclal Zone of Peace and Development
(SZOPAD), shall be placed under the direct supervision of SPCPD, provided thal the
coordination, linkages and complementation belween the central OMA and SPCPD
shall be defined by a Presidential Issuance;

€. The Regional and Fleld Offices of the Office of Soulhern Cultural Comimunilies
(OSCC) which are siluated and operating within the SZOPAD, shall be placed under
the direct supervision of SPCPD, provided that the coordination, linkages, and
complementation between the central OSCC and SPCPD shall be defined by a
Presidential Issuance:

d. Task Force Basilan, which shall be recrganized ‘nto the Basilan Developmen! Task
Force, to undenake development activilies in Basilan shall be placed under lhe
conlrol and supervision of SPCPD:;

e, Task Force MALMAR, 1o be reorganized into the Cenlral Mindanao Developmenl

lask Foice, 1o undertake development aclivities in Central Mindanao shall be placed
under the conlrol and supervision of SPCPD:
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10.

A

13.

14.

15.

100

Sulu Development Task Forze - an Inler-agency task force that shall be organized

1o undertake dovelopiment projocts in Sulu - shall be placed under the control and

supervision of SPCFD; and

g. Speclal Development Planning Group — this is an ad hoc body composed of stalf
officers and planning experls from the Depariment of Trade and Investment (DTI),

the Natlonal Economic and Developmenl Authority (NEDA), the Depariment of

Public V/orks and Highway (JPWH) and olher concemed agencles which could be

- organized { directly support the stall planning requirements, shall be placed under
SPCPOD. _

The lur_eguir}u enumeration of agencies or entities shall nol preclude the President from
exercising his power or discrelion lo delegale, subjecl lo exisling laws, cerlain powers or

functions to the SPCPD, o1 lo place other agencies or enlities under the conlrol and/or
supervision of the latler,

. o
The SPCPD, in consullation with the Consultaliva Assembly, ulilizing the funds from the
Nalional Gavernment, shall monitor, promole and coordinate the development efforls in the
area, including the altraclion cf foreign investment, specially from OIC mﬂmher countries
and the Association of Soulhea st Aslan Nalions (ASEAN).

The powers and funclions of tha SPCPD and the Consultative Assembly are derivalive and
extension of the powors of the President. The powers relemred 1o hero aro only those powers
of the Presiden! lhat could be delegated under the Constitution and existing laws,

There shall be eslablished a Consultalive Assembly wilh 81 members composed of the
lollowing:

a. The Chainnan of the SPCPD shall be he head and presiding officer of the

Assembly;

The Governor and the Vice Governor of the ARMM
provinces, and the 8 Cily Mayors In lhe SZOPAD:

c. 44 members [rom the MNLF: aid

b. lhe 14 Governors of Lhe

d. 11 members from various seclors recommended by non-govemmenlal organi zations
(NGOs) and people's orpanizations (POs).

11. The Consultative Assembly shall exercise the fullowing lunclions and powers:

a, To seyve as forur for consultatlon and ventilation of Issues and concems;

b. To cond ct public hear'ngs as may be necessary and lo provide appropriate advice
to the SFCPD; and

c.

Te lermulate and recoinmend policies lo the President through the Chairma 1 of the

SPCPD and maku: rules and regulations to the exlent necessary for the effec lve and
efficient administration cf the affairs of the area.

The OIC shall >e requesied lo conlinue to exiend ils assislance and good offices in
monitoring the full inplementation of this agreement during the transillonal period unlil the
regular aulonomous government is firmly establishi:d and for this purpose, help generate
broad intemalional suppon for the Zone of Peace and Jauelupment

A Joinl Monitoring Commillee composed of members coming from the GRP and MNLF, wilh
the help of the OIC, shall continue to meel to review and identily agreemenls tha can be
imtaedialely implemented, and monilor the Implementalion of this Agreerienl during Phase
1. ; .

The provislons of e 1984 and 1995 lmterim Agrecmenls and subsequentl agreements
entered Inlo by lhe GRP and Ihe MNLF would nol require legislalive aclion shall be
implemented during Phase 1.

The funds for lhe operations of the Council and | he Assembly shall be inillally sourced from
the funds of the Office of the Presidenl. Funding for development programs and projects
shall come from the appropriations of Congress as may be drawn from the General
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Appropriations Acl, A supplementar}r bud
Congress for the Purpose,
16. The term of lhe SPCPD and Lhe Consullalive Ass
may be exiencled by the President upon recomme
17. The term of ollice of the SPCPD &nd the Assembl

18. The powers and functions of the Council shall be as follows:

8. To lake chargs in Promoting, menltoring ang coordinating the improvement of peace
and order in the area:

b. To focus on Peace and deyal

€. To provide Support to loca’ government unils as necessary:

d. To exercise such other powers and lunctions necessary for the effective
Implementation of jis mandale as may be delegaled by the Presiden: bl

Elections (COMELEC); :

. To cause the creation of such offices or Instrumentalities as shall be necessary for
the elfective and elficien| administration of the affairs of the areas. There shall be
approval frem the Office of the President for budgetary purposes.

19. Tie joining of Mt e MNLF elements wilh he Philippine National Police (PNP) and the
provision of Securily Protection for Cerain Officials of the So
Feace and Development:

4. During the transitional (Phase 1), there shall be a program or process lo allow the
Joining of MNLF elements into the PNP and o be part of the PNP Command in
accordance with guidelines and procedures under exisling laws, The Philippine
Govemnment shall allocale one ‘housand five hundred (1,500) PNP vacancies for
this purpose 1o be filled up by MNLF elements during the transition period, and
another two hundred fifiv {25M ams for Special or auxillary services,

b. The processing of MNLF elements will start upon the establishment of the Southern
Philig plnes Councll for Peace and Developinent (SPCPD). The police tralning
programs lo be undergone by the Jaining MNLE elements shall be as prescribed by
exisling laws anc rulos and regulalions, and shall be conducled by the PNP,

€. The concemed officials of the Councll (e.g. the Chairman and his Deputles) shall be

. Provided securily and protective assistance by the natlonal Bovernment, the security
situation warmranls and ay pant ‘of confidence-bullding measures. An AFP/PNP
secuily detail shal’ be irimediately and parlicularly assigned-to the Council, This
spec.al AFP/PNP securily delail shall be composed of former MNLE regulars who
shall have been granted AFP or PNP appointments and duly Integrated Into the AFP
or PNP, This securily: delail shall be of appropriate size in accordance wilh the needs
of the situation withuul prejudice lo augmeniation by regular AFP or PNP unils as
the need arises and 'n coordinalion with the AFP PNP commanders concemned. This
securily detail which shall not be ulllized for law enforcement, but solely for lhe
securily and protecton of SPCPD officials concemed, shall conduct themselves In
Bccordance with exi:ting policies and regulations In order 1o prevent undue alarm to
the population during movements of concerned officials, it

d. To have good coonlination belween the AFP and PNP on the one hand and the

SPCPD on the other, a lialson system will be set up composed of the AFP, PNP and
SPCPD senior offici:s, ’ -

20. The Joining of the MNLFE fori.es wilh the Armed Forces of Ihe Philippines (AFP):
a. Five lhousand seven hundred fifty(5,750) MNLF members shall be Integrated inlo
" the Armed Forces of the Philippines (AFP), 250 of whomn shall be absorbed Into the
auxiliary services, The govemnmenl shall exed ulmost elforts 1o eslablish the
necessary condilions thal would ensure {he evenlual integralion of the maximum
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number of the remaining MNLF furces into the Special Regional Security (SR 3F)

and the other agencies znd instrumentalities of lhe governmenl. There shall by a
speclal socio-economic, cultural and educalional program lo cater to MNLF for zes
nil absorbed Into the AFP, PNP and the SRSF 1o prepare them and Lheir families for
produclive endeavors, provide for educalional, lechnical skills and livelihood trair ing
-and give them priorily fo; hiring In development projects.

b Inlhe beginning, the MNLF forces will Join as unils distinct from AFP unils, They will
be Initially or janized into snparale unils wilhin a transilion period, unlil such time hal
mulual conlidence Is devcloped as the members of these separale unils will be
gradually Inlegraled 'nto regular AFP units deployed In the area of the aulono ny.
Subject 1o exlsting lews, policies, rules and regulalions, lhe appropriale author ies
shall waive the requiremen s an i qualifications for entry of MNLF forces Into lhe
AFP, .

C.' One from &mong the MNLF will assume the funclions and responsibilities of, a

. Depuly Commaider of the Southem Command, AFP, for separale units thal wili be
organized out of the MNLF forces jolning the AFP. The Deputy Commander will
assist the Commander of the Southem Cor amand, AFP in the command,
administration and control of such separate units throughout the aforementioned

-lransition period, The Deputy Commander will be- given an appointrient
- commensurale to his posilion and shall bs addresses as suzh.

d. The government recognlzas the skllls, capabllities and achlevemenis of the MNLF
and Ils capacily lo develop Its members fer the highest echelons of military and
clvilian leadership. The ranks and grades of MNLF forces Joining tha AFP shall be
subject to the declsion of the Presidenl in his capacity as Commanrder-in-Chief of lhe
AFP salong the principles of universallly, non-discrimination, equily and preferential
lreatmenl for the poor and underprivileged.

e. The government skall lake affirmalive measures to conlinually improve the
capabililies of those MNLF forces joining the AFP lo enhance lheir opporiunilies for
professlonal advancement in the military serviza. Il shall undertake Inilialives lo
provide professional training and military schooling In foreign countres to former
MNLF meinbers absorbed Into the AFP In consonance with the education and
tralning programmes with the AFP,

f. All other malters regarding the joining of MNLF forces Into the AFP not expressly

covered by this Agreement shall ba prescribed by the President In his capacity as
I_Cummander-ln -Chief of the AFP, :

lll. The New Regional Autonomous Government [Phase 2)

* The following provisions ‘shall be implemented alter a law amending or repealing the
Organic Act of ARMM shall have been enacled by Congress and approved by the people in the
concerned areas in a plebiscite therefore. Accordingly, these provisions shall be recommended
by the GRP lo Congress for Incorporation in the amendatary or repealing law,

A. Executive Council, Legislative Assembly, Administralive System And Represantalicn In The
National Govermment
wrls e

Executive Council

21. Execulive power shall be vested In the Hend of the regular Autonomous Govemmeant duly

elecled at large Ly direct vole of the people of the Autonomous Reglon. There shall also be
8 Vice Head of the Regional Aulonomous Government also elecled In the same manner,
The Head of ihe Regional Aulonomous Govemment may appoint thize (3) Deputies. The

Head, the Vice-Head and the three () Deputles shall comprise the Executive Council of lhe
area of Aulonomy.
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22. The Presidenl shall cxercise general supervision over lhe Regional Autonomous
Governmenl and all local governiment units in the area of Aulonnmy through the Head of the
Reglonal Autonamous Govemniment o ensure that laws are fallhfully executed,

The head if the Aulonomous Sovemment s
local governmenlt unils in the area of aut
faithlully executed, and ses 1o It thal they

hall exercise general supervision over all
onomy 1o ensure that national and regional laws are
act within their assigned powers and funclions,

Legisfatfve_ﬂssemb.’v

23, Legislalive power shall be vested in lhe Reglonal Legislalive Assernbly,

24. The Legislalive Assembly shull be composed of members elected by popular vale, within
three (3) members elecled fron each of the Congressional Districls.

25. There shall be secloral repre-entatives in the Legislative Assembly whose number shall not
exceed [ifteen percent (15%, of the total number of elecled Members of the Legislative
Assembly coming from the labour, disabled, Industrial, Indigenous cultural communities,
youth, women, non-governmi nt organizations, agrcullural, and such olher seclors as may
be provided by Reglonal Law 1o be appointed by the Head of the Autonomous Govemment
from among the nominees of the different secloral greups; Provided, however thal the youth
represenltalive shall nol be less than 18 years of age nor more than 21 years of age at the

- Uine of his appolniment, :

268. The people's Initlative, by way of a plebiscite.or referendum, is recognized.

27. The regional legislative Assembly shall exercise legislative power for application In the area
of autonomy excepl on the following malters, lo wit:

Foreign Affairs;

Nalioral Defense and Security;

Postal Service;

Coinage, and Fiscal and Monelary Policies:

Administration of Juslice exce st on mallers pertaining to Shariah;
CQuarantine: ;

Custorns and Tariif:
Citlzenship;
Naluralization, Immigration and Deportation:

General Auditing, Civil Service and Elections:
Foreign lrade;

Maritimi:, Land and Air Transporiation and Communications that affect areas
oulside lhe autonomous reglon; and
m. Palenls, Trademarks, Tradenames and Copyrighls
2B. The Legislalive Assembly may creale, divide, merge, abolish or substanti lly alter
boundaries of local governmeni units in the area of autonomy in accordance with t! e criteria
laid down by lav! subject .0 approval by a majority of votes casl in a plebiscite called for the
purpose In the pclitical unils affected. | may also change the names of such local
government unils, public places and institutions, -
- * 29.. Any member of lhe Legislalive Assembly who accep's an appointment and quallfies for any
"~ position in the government, including government-owned-and -controlled corporalions or
Inslitulions and their subsidizries, shall automatically forfeil his seat in the Legislalive
Assembly. !
No meinber of the Legislative Assemtly may personally appear as counsel before courls of
justice or quasl-judicial and other administrative bodles. Neither shall he, direclly or
Indirectly, be inlerested financially in any contract with, or In ant franchise or privilege
granled by, the Governmenl, or any subdlvision, agerncy or Instrumenlallty thereof, Including
any government-owned-and -controlled corporalion or its subsidiary, during his term of
olfice. He shall nol intervene In any maller before any offica of the governmenl for his
pecuniary benelit or where he may be called upon to act on account of his office.

mFT oo ~oQooR

0.
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31.

32

33

34,

33.

36.

37.

38,

38,

40,

41..

42.

43,

44,

45.

In case of vacancy In the Legislative Assembly occurring al leasl one year before the
expiration of the tenn of office, a special election shall be called to fill vacancy in the mranner
prescribed by law; provided, thal the miember elected shall serve for the unexpired lerm.

The Legislalive .4ssembly shall elzcl from among its Members a Speaker and such other

officers as the rules may provide. The Speaker shall appoint lhe personne! of the
atministralive organizalion of lh« Legislalive Assembly.

Tho powers, functions, responsibililies and structure of the different Depaitments, agencies,
bureaus, oflices and Instrumentalities of the regional goyermment including regional
govemment-owned-and-controlled corporations in the areas of lhe aulonomy shall be
prescribed and defined by the Ri iglonal Legislative Asseinbly,

No person shall be elected member of the Legislalive Assembly unless hefshe is;
A nalural-born cllizen of Ihe Philippines:

Al leasl 21 years of age an the day of eleclion; : |
Able to read and write;

A registered voter of the district In which he/she shall be elected on the day helshe
files his/her cerificale of candidacy; and

e. A resident thereof for a period of no less than five years immedialely preceding the
day of eleclion. ’

Every member of the Legislative Assembly shall take an oa
the Republic of the Philippines beforas taking his/her seal.

The Leglslative Assembly shall adopt its own rules of procedure by a majority vole of ail its
Members including the selection of members of ils standing commillees and the suspension
or expulsion of ils Members. '

A majorily of all the Members of the Assembly shall conslitute a quorum lo do business, but
a smaller number may adjourti from day-to-day and may compel the altendance of absent
members in such manner, and under such penallies, as the Assembly may provide.

The Legislative Assembly or any of its commitlees may conduel inquires or jwublic

consultations in aid of legislalion In accordance with its rules, The rights of persons
appearing In or affected by such Inquirles shall be respecled,

The Leijislative Assembly shall keep a Joumal of its proceedings and a record of its
caucuses and meelings. The records and books of account of the Assembly shill be
preserved and be open 1o putile scrutiny. The Comimission on Audit shall publish an ¢ nnual .
repint of the ilemized list cf expanditures Incurred by the Members of the Assembly within
sixly (60) days fror'1 the end of avery regular session.

The speaker of lhe Legislative Assembly shall, within ten working days from ap roval
thereof, submit to the Pres dent and to both Houses of Congress a cerified true copy of all
laws and resolulions approy e by the Legislative Assembly, '

No member shall be questioned oi be hald liable In any other place for any spaech or ¢ ebale
in the Assembly or In any comnmittee thereof.

The Chiel Execulive of the Aulonomous Govemment shall approve the budget of the
Autonormnous Region. .f, by the end of any fiscal year lhe Legislalive Assembly shall have
failed to pass the reglonal appropriations bill for Lin ensuing fiscal year, the regional
Appropriations Acl for the preceding fiscal year shall be deemed automalically re-enacted
and shall remain In force and effect until the regional appropriations bill Is passed by lhe
Legislalive Assembly. ’ :

No provision or enactment shall be embraced In the regional approprialions bill wiless it
relales specifically lo some parlicular appropriatlon therein. Any such provision or enactment
shall be limited In its operation to the appropriation o which it relates.

The procedure in approving approprations for the Legislative Assembly shall sirictly follow
the procedure for approving appropriatlons for olher depariments and agencles of lhe
Regional Guvernmenl. ' :

A special appropriations bill shall specify the purpose for which Il Is Inlended, and shall be

supported by funds actually available as cerlified by lhe Regional Treasurer, or to be raised
by a corresponding revenue propesal therein.

apoo

th or affirnation of allegiance to
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Discretionary funds approprialed for pﬁrlicular offices shall be disbursed only for public

purposes lo be supporied by appropriale vouchers and subjecl to such guidelines as may be
prescribed by regional law, - g

All monty collected on any regional lax levied for a special purpose shall be lreated as a
special fund and paid out for such special purpose only. If the purpose for which a special

lund was crealed has been fulfilled or abandoned or abandoned, the balance, if any, shall
accrue lo the general funds of the regional government,

Trust funds shall only be pald out of the regional treasu
purpase for which sald funds were crealed or recaived.
Excepl as provided by its rules, the Legislat ve Assembly shall meel in open session.
Regular session shall commence on the 4™ IMonday of April and shall-continue to be In
session for such number of days as may be delermined by the Assembly until thirty (30)
days before lhe opening of its next regular session.

The Legislalive Assi:mbly shall meel In special sessions at the request o, one-third (1/3) of
all its Members or by call of the Chiel Eixecutive. Such special sesslons musl be convined
wilh specilic agenda. -

No bill shall become a law uniess it has passed three (3) readings on separale days and
printed coples thereof in Its final form have been distribuled 1o its Members lhree (3) days
before ils passage, except when the Chiel Execulive cerifies lo the necessity of ils
immediate enaclme 1t to meet a public calamily or emergency. -

Every bill passed by the Leglslalivu Assambly shall, before it becomes a law, be presenled

ry vpon [ulllllment of the specific

o the Chief Execuiive. Il he approves llie same, he shall sign It; olherwise, he shall veto It

and return it with his objections lo the Legislative Assembly, which shall enter the objeclions
al large in its journal and proceed to consider it. If after such consideralion, iwo-thirds (2/3) of
all the Members of t1e Legislative Assembly shall agree 1o pass the bill, it shall become a
lavs. In all such cases, the velo shall be delermined by yeas and nays, and the names of the
members voting for or agalnst shall be entered In the journal. The Chiel Execulive shall
communicale his veto of any bill tc the Legislative Assembly within thirty (30) days after the
recelpt thereof; olherwise, It shall b2come a law as if he had signed it

The Legislalive Assembly may requesl the presenca of the Chief Executiva, Vica-Chief
Executive, Cabinet members or their deputies, as the rules shall provide, for questioning on
mallers falling within the scope of thelr assigned powers and funclions.

Subject lo the rules of the Legislalive Assembly, the legislative power to inquire on mallers
relating lo the exercise of administrative functions by an agency of govenment within the
Autonoimous Region shall be in fonn of wrilten questions.

The Chiel Execulive shall submit to the Legislative Assembly not later than two (2) months
before the beginning cf every regular session, as the basis of the regional appropriations bill,
a budgel of expenditures and sources of financing, including receipls from existing and
proposed revenue measures,

The liscal year of the Aulonomous region shall cover the period January 1 to December 31
of the same year. ; :

The Legislative Assembly may not Increase lhe appropriations recommended by the Chief
Execulive for the operation of lhe Autonomous Goveriment as specified In the budgel. The
form, conlent and manner of prepaialion o' the budget shall be prescribed by regional |w;
provided, however, that pending the enaclinent of such regional law, lhe budgeting prociss

shall be gnverned by exisling national laws and rules ‘and regulations prescribed by he
Departmer | of Budget and Management.

. The Chlel Executive shall have the power lo veto any particular llem or Items in an .

approprialion or revenue bill, but .he velo shall not affect the ilem or items lo which he d 1es

nol ub'ect. The velo may be reconsidered by the Assembly by a vole of lwo-thirds (2/3) o all
ils Members.

The financlal accounts of the expenditures and revenues of the Aulonomous region shal be
audited by the Commission or Audil.

Mo maoney shall be pald out ol the regional Treasury except in pursuance of an appropria ion
made by regional law.
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81. No regional law shall be passed autharizing any lransfer of appropriations; however, the
Chlef Executive, the Speaker of the Assembly, and lhe Presiding Juslice of the highest
Sharlah Court may, by law, be authorized to augment any item in the Regional General

Approprations Law for thelr respective offices from savings in other Hems af their respective
approprialions.

Adminisirative System

62. The Flegional Aulonomous Govemment shall have the power 1o enacl its own Regional '
Administrative Code and Reglonal Local Governmenl Code corsistent with national laws and -

the Conslitution provided that it shall not in any way diminish the powers and funclions
already enjoyed by Local Government Units,

Right Of Representation And Participation In The National Governmert And In All Organs
Of The State . : 1
General Principles:

63. Representation In the National Government by the inhabilants of the Autonomous region
may be effaced lhrough appolntment or eleclions and must be subject lo standards and
guidelines prescribed for the posilion: When representation Is done by appoiniment, the
inhabilants of the Autonomous Reglon will be appolnted by the President of the Philppines lo
hereln specified positions which are policy determining, highly lechnical, primarily confidenlial
and supervisory upon recommendation by the Head of the Autonomous Govemment,

G4. Right or representation shall not be construed in such a way thal applicants from the

Aulonomous Reglon, especially Muslims and Cultural Communities, for lower positions In the
above organs of the government cannot be appointed anymore thereto. :

Manner of Reprasentation and Pa, dcipation

Executive

65. It shall be the policy of the Nalional Government that thera shall be at least one(1) member

of the Cabinel (with a rank of Department Secratary) who Is an Inhabilant of the Autoriomous
Region lo be recommended by the Head of the Autonomous Government.

86. Il shall likewise be a policy that there shall be at least one (1) official In each of the
departments and the conslitutional bodies of the national government who shall be appointed In.
executive, primarily con idential, highly techrical or policy-determining positions, from among
the Inhabilants of the Aulonomous Reglon upon the recommendation by the Head of the
Reglonal Government. The Head of the Autonomous Governmerl shall participate as ex-officio

member of the National Security Council on all malters concerning the Autonomous Reglon and
such other malters as may be determined by the Presidenl.

67. Govemment-owned-and-control-corporations(GOCCs) or institutions and their subsidiaries In
the area of autonomy: - i

* Where Government-owned-and-control-corporations(GOCCs) are operating mainly or
with a subsidiary In the area of autoinomy, as a policy, the Regional Aulonomous Governmenl
shall be given some.represenlation In the Board of Directors or in the policy-making body of said
(GOCCs) or thelr subsidiaries consislent with thelr respectlive charlers.

Legislative

S8. It shall be the policy of the National Government that the Regional Autonomous Governmenl

shall have cne (1) represenlalive in Cangress as a Secloral Represenlative. This is aside from

lha represenlalives/congressmen elected from the congressional districts localed in the
autonomous region.
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idivial

). It shull be a policy of tha national govemment lhat al least one (1) justice in the Supreme
ourt and al least lwo (2) In the Court of App=als shall come from lhe Aulonomous Region. For
is purpose, lhe Head of the Autonomous Government may submil the names of his
cominendees to the Judicial and Bar Council for conslderation, This is wilhout prejudice lo lhe
ipointment of qualified Inhabilanls of U e Aulonomous Reyion lo olher positions in the judiciary
accordance with their merils and qualificatior s. a

). The GRP shall endeavor to cause 11 appaintment, as a member of the Judicial and Bar
suncil, a qualified person to be recommended by the Head of the Regional Autcnomous
overpnmenl,

|. The GRP shall request the Supreme Court lo create the Jlfice of the Deputy Court

dministrator for the Area of Aulonormy, and o appolnl lhereto a quelified person recommended
f Ihe Head of the Regional Autonomous Gavernment. ;

L]

ivil Service Eligiblities

2. The civil service eligibility requirements for appointment 1o government posilion shall be
oplicable In the Autonoimous Govemmenl. As necessary, lhe Civil Service Commission shall
ald special civil service exarminations In the region to further Increase the number of eligibles
\etein. For a perod not longer than (5) years from lhe establishinent of the Reglonal
utonomous Government, the GRP will endeavor lo provide for appropriate civil service

igibility to applicants in the Autonomous Reglon provided, the minimum educalional
ualifications for the position are mel.

. The Establishment Of The Special Regional Security Forces For The Autonomous
egion (Phase-2 Of The Implementation Of The Tripoli Agreement)

ieneral Principles 4 .

3. When lhe new regular Aulonomous Regional Government shall have bsen, there shall ba
ieated or constiluted a PNP Reglondl Command for lhe new Aulonomous Reglon, which shall
a tho Speclal Reglonal Securily Forces 9SRSF) as referred to In Paragraph 8, Aricle 1il of the
ripoll Agreement. . :
4. The Reglonal Leyislative Assembly may enac! laws governing the PNP Reglonal Command
)f Ihe Autonomous Region/SRSF consistent with the constitutional provision that there shall be
ne police force in the country which Is national In scope and civilian In characler.
5. The PNP reglonal Cominand for the Aulonomous Region/SRSF shall be composed of the
xisting PNP unils in the area of autonomy, the MNLF elements and other residents of the area
‘no may later on be recruiled into the force. :
5. The powers and functions of the PNP Regional Command for Ihe Autonomous region/SRSF,
hich shall be exercised wilhin the territories covered by the raglonal Autonomous Government
1AG), shall be the following: y

a. Enforce all laws and ordinances relative lo the protection of lives and properties;

b. Mainlain peace and order and take all neces:ary steps lo ensure public safety;

c. Invesligale and prevent crunes, effect the arrest of criminal offenders, bring offenders
) Justice and assist in their prosecution:

d. Exercise the penucral powers lo inake arrest, search and seizure In aczordance wilh
12 Constitution and perinent laws;

e. Delain and arresl person for a period not beyond what Is prescribed by law, Informing
1e person so delained of all nis rights under ‘he Constilution and observing the inherenl human
ghis of the cilizens; and =

{. Perform such other dulies and exercise all other funclion as may be provided by law.
7. The PNP Regional Ccinmand for the Autonomous Region shall be charged with the
aintenance and preserva'ion of peace, law iind order, and prctection of life, liberty and
ropenty in the region in consonance with the Constitution.
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Organization of the PNP Reglonal Coir.mand for lhe Aulonomous Reglow/SRSF

78. it shall be civilian in nature or character,
79. Il shall be regional in scope of oper itions.

80. It shall ba headed by a regional Director who shall be assisted by lwo (2) Depulies, one (1)
lor Administration and one(1) for Oper:ilions,

81. It shall haive regional, provincial, and cily or municipal offices.

B2. Al lhe provincial level, there shall be a provincial office, headed by a Provincial Direclor.

83. Al the cily or municipal level, there shall be an office/slation which shall be headed by a
Chief of Police.

Powers of the Head of the Regignal Autonomous Goy
for the Aulonomous Reglon/SRSF

84. Acl as the Deputy of the National Police Commission {NAFOLCOM) In the region and shall
be lhe ex-officio Chairman of the Reglonal Pollce Commission (REPOLCOM).

85.Exercise operational control and general sup arvislon and disciplinary powers.

86. Employ/deploy the elemeants of the Feglonal Command through the Reglonal Director,

87. Asslgr /reassign officers and other pecsonnel through Whe Regional Director,

88. Recommeid lo lhe President the appointment of the Reglonal Direclor and his lwo 2)
Depulies,

89, Oversee the preparation and Impl :mentallon of the Integrated regional public safety plan.

90. Impos», aller due notice an | surunary hearings of cilizan's complainls, adminisirat ve
penallies on personnel of ' he Reglonal Command excepl Presidenlial Appointees.

ermmenl over lhe PNP Regional Command

Creation of the Regional Police Co mimnisslon

91, Thure shall be created a Regional Pallce Commission {REPO'LC-OM] by the Regioual
Legislative consislent with the Conslitution.

92, The REPOLCOM shal be under the supervision of the NAPOLCOM.
93. The Chainnan ol REPOLCOM shall be an ex-officiu Commissionar of tha NAPOLCOM.

C. EDUCATION
The Inlegrated System of Education

94, The Regional Autonomous Governient shall have an educational component comprising of
exisling schools, colleges and universities In the presen! area of aulonomy and such other
schools and Inslitutions In the future expanded area of autonomy, with the possible Inclusion of
slale universilles and colleges 9SUCs) lo be decided later on. The relallonship of the Regional
Aulonomous Govemment educational body with the national educational system shall be thal of
a syslem and sub-syslem wilh emphasis on the autonomy of the sub-system, In the event that
SUCs should be Included as part of the educalional component of the Regional Autonomous
Gaverninent, the autonomous government recognizes lhe fiscal autonomy and academic
freedoir of the SUCs as mandated by Lheir respective charters,

85, Thit Regicnal Autonomous Government educalional syslem shall, among others, perpetuale
Filipino and Islamic ideals and aspiralions, Islamic values and orlentalions of the Bangsamoro
people, It shall develop the lotal spirilual, Intellect, soclal, cullural, scientilic and physical aspecls
of the Bangsamoro people lo make them Ged-foaring, productive, palriolic citizens, consclous of

thelr Filipino and 1slamic values and Islamic cultural heritage under the aegis of a Just and
enuitnble soclety, '

The Struclure of Educational Syslem

96. The elementary level shall follow the basic nalional struclure and shall primarily be
concerned wilh providing basic education: the secondary level will correspond 1o four (4) years of
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| high schaool, and the tertiary level shall be one year [0 (3) years for non-degree courses and four
(4) to eight (8) years for degree courses, as the case may be in accordance with existing laws.

Curriculum

87. 1he Regional Autonomous Govermimenl educational system will adopt Lhe basic core courses
for all Filipinu children as well as the miniimum required leamings and orientalions provided by
the national govemimenl, Including the subject areas and their daily allolment. Teaching
naterials and curriculum conlents shall promoele solidarity, unity In diversity, Filipino and Islamic
velues. - : ;

98, The addition of mor3 required leamings and Instruclional malerials shall be the prerogative
and respansibility of ihe Autonomous Goven' ment.

89, The minimum requiremenls and standards prescribed by Depariment of Education Cullural
and Sports (DECS), Commission ‘on Higher Education (CHED) and Technical Education and
Skills Development Authorily (TESDA) will be followed by the Aulonomous Region. .
100. The same lextbooks of the National Govemnment will be used by schools in the Autonomous
Region. The formulation, shaping and revision of textbooks are lhe responsibilities of the
Reglonal Autonomous Govemmenl and the National Governmenl and within agreed norms,
academic freedom and relevant legal limits, the formulation and revisions shall emphasize
1slamlc values or orientation, In addition to Flllpine values which Inciude Christian values and
values of Indigenous people, modem ticlences and lechnology as well as Lhe lalest educalional
thrusts. Having adopled the core cumiculum of the national govemment in consideration of
achieving e highesl qualily of educal’on, students and graduates of the education system of the
Aulonomous Region shall be fully accradiled when they transfer to non autonomous regions.
101. The Integralion of Islamic Valu:s in the curriculum should be done gradually after the
researches tind studies are conducted.

102. The leaching of Islamic Values, as well as Filipino values, shail be incorporaled In Good
Manners and Right Conduct In appropriale grade levels Including the teriary level subject lo
agreed norms, academic reedom, and legal limitations.

103, Muslim cullure, mores, customs, and traditioris which are mainly based on Islam, as wel: as
\lie cullures, mores, cusloms, and traditions of Christians and Indigenous people, shall be

preserved through the regular public and speclal schools In lhe Autonomous Reglon, considering
thal schoals are perpetualing vehicles of the values of the people.

Adminisiralion of Educalional System

104. The maragement and conlrol, supervision of the enlire educational system in the area of
autonomy shzll be the primary concem of the regior;al Aulonomous Govemmenl, consislent ‘with
the declared policies of national educalional system with national educalional policies, stand irds
and regulations in collaboralion willi the educational authorilies of the aulonomous region. The
head of 1 1e educational system of the Reglonal Autonomous Gavemment shali have the rig it to
parlicipate In policy and iecision-making aclivities of lhe nalional educalional bodies.

105. The Regional Autonomous Govemnment shall be represented In the Board of SUCs Ir the
region as co-chairman or al leasi, co-vice-chairman, as may be provided by law. Appoinlime 1t lo
SUC Boards shall be made by thi President of the Phillppines.

106. The Regional Autonomous Governmenl will be responsible for specific adininistri live,
management funclions and powers, educalional supervision and school administration, and
regulation over privale schcols.

107. The organizalional sluclure of the educational system in lhe autonomous reglon shall
follow the basic structure of the national educalional syslem. The Regional Legislative Assembly
may add special struclures, If necessary. Il shall follow whatzaver organizallons of the curricular
years as found in the national set-up.

108. Locelly funded programs will be the gesponsibility of lhe Reglonal Aulonoinous
Governmenl. i

109. The selectian, recrullment, appointment, and promotion of leachers and employees shall be
e’ responsibility of the Regional Autonomous Government in accordance with general
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tualificalion standaid prescribed by the Civil Service Commission (CSC) provided thal lhe
Reglanal Autenomous Goverminent can Iniliate regionally-defined standards which are nol below
nalional standards,

110. The selection, recrullment, appointment and promotion of elemenlary, secondary and
tediary educalion employees shall be the responsibilily of the Reglonal Autonomous

Govemmenl In accordance with gencral standards of the Civil Service Conimiszien (CSC) and
other existing recognized bodies.

111. Primary disciplinary authority over officlals and employees of the Reglonal Aulonomous
Governmen! will ba the area of concem of the Regional Autlonomous Government in accordance
with Civil Service Commmisslon (CSC) rules and regulations. Administrative sanclions deemed

appropriate and reasonable as delermined by the Civil Service Commission will be the area of
concern of the Regional Autonomous Govemnment.

Roliglous Instruction .

A

112. Religlous Instruction In public schools should be oplional, with the written consent of the
parent/guardian, taught by the authorities of the relin.on to which the student belongs, and should
not involve additional costs to the govermment In accordance with national policies.

113, Filipino and English shall be the mediwn of Insiruction in the areas of the Aulonomy;
provided Ihal Arabic sha ! be an auxiliary medium of Instruction,

114, Reglonal languages may be used as nuxillary official languages In lhe region as well as
auxiliary medium of Inslruclion and communication.

115. Arabic shall be recognized as a medlum of Instruction Inn Madaris {schools) and olher
Islamic Institutions.

116. Arabic shall be taught as a subject In all appropriata grade levels as presently required In
the exisling laws for Muslims, and optional, for non-Muslims.

Madrasah Education

117, Existing Madaris, Including Madai s Ulya shall be Included under the Regional Aulonomous
Govemmenl educalional system as presenlly organized in the area of autonomy.

118. Madaorls teachors shall receive componsation oul of the funds of the Reglonal Aulonomous
Goverinent pruvided lhey are employ2d in the pubiic schools.

Non-formal Educalion and Specializ 3d Education

119. The Reglonal Autonoinous Government educational syslem shall develop the full potentials

of ils human resources, respond positively to changing needs and condillons and needs of the
environment, and institutionalize non-l yrmat education.

120. The educational system shall res yond posilively and effectively to the changing needs and
conditions of the limes as well as regional and national needs of the environment through the
proper use of the lales! educational technology, development planning, monitoring, evaluation,
and appropriale and timely educational Inlervention as well as linkages wilh nalional and
international institutions.

121 The regional Aulonomous Govemnment educational system shall institutionalize non-formal
education in scope and methodology, to include lileracy, numeracy and Intensive skills trainin of

the youlh and adull, to allow them lo participate actively and productively in the mainsiream of
regional and national life,

Scholarship and Granls Assislance

122. Un'versities and colleges In Ine areas of aulonomy may seek and receive overeas
donallens for :ducatlonal purposes.

123. The regional Aulonomous Governmenl educatlonal system will handle, by administr: tive
airangement with the national DECS, CHED, and TESDA scholarship programs, both local and
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‘oreign, including those providet-by i (aBlbhoriats region/pursuant o the provision '¢f exisling
aws, . .
124, Disadvanlaged but deserving sluclents will be given financial assistance by the Regional

Aulonomous Government oul of funds given by the national government for the purpose and
lrein olher sources of funds.

Funds lor Educalion:

125, Funds for education conslituling the share of the Regional Aulonomous Government as

conlained in the Genernl Approprialions Act should be given direclly to the Autcnomous
Governmenl,

D. THE ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEM, MINES, AND MINERALS

126. The Regional Autonomious Government In the area of autonomy shall be establish Ita own
Reglonal Economic and Development Planning Board chaired by the Head of Governmenl In the

area of aulonomy. The Board shall prepare the economic development plans and programs of
the Autonomous Government,

127. The pivolal role of banks ai
autonomy Is recognized.

128, The reglanal Autonomous Government in the area of aulonomy has the power lo promols
lourism as a positive instrument for development provided that the diverse cultural herilage,
moral and spiritual values of the people in th: area of aulonomy shall be strengthened and
respected,
128, The regional Autonomous Government In the area of aulonomy shall have lhe power to
grant Incentives including tax holidays within the power and resources in the area of aulonomy.
130. The Regional Aulonomous Government in the area of autonomy advocales equal
opportunities for all the Inhabitanls of the of autonomy regardless of ethnic srigln, culture, sex,
creed and rellgion.
131. In enacling lax measures the Regional Legislalive Assembly shall observe Lhe principle of
unifertnity and equity in taxation and shall not impose consfiscalory taxes or fees of any kind.
132. The Reglonal Aulonomous Government in o area of aulonomy shall have the power lo
enacl a Reglonal Tax Code and a reglonal Local Tax Code applicable 1o all local government
units within the area of aulonomy, :
133. All corporations, parinerships or business enlities direclly engaged in business in the area of
autonomy shall pay their corresponding laxes, lees, and charges In the province, cily or
municipality In the area of aulonomy where the establishment Is doing business.
134. All corporalions, partnerships or business entitins whose head offices are located outside
the area of aulonomy, but doing business wilhin its lerritodal Jurisdiclion, either by using,
exploiling, and ulilizing the land, ¢ juatic and all natural resources therein, shall pay their Income
laxes corresponding lo their income reaiizea from their business operation in the area of
aulonomy through the province, cily or municipality where thelr branch offices are localed. In
case the business eslablishment has ro tranch In the area of autonomy, such business
establishment shall pay through the city or municipality where Its operatiun Is located.
135. The Regional Autonomous Govemment In the area of aulonomy as a body of corporale,
may conlracl domestic loans.
136. The regional Autanomous Government recognizes the pivotal role played by banks and
other financlal institulions in the economic development of the area of aulonomy. Toward this
end, the Aulonomous Go vernment shall:

a. Encourage the eslablishmen: of banks and bank branches in the area of aulonomy;

b. Encourage th2 entry and establishment of off-shore banking unil of foreign banks in
lhe area of autonomy.

137. The reglonal Autonoiious Gnvam:rluénl may accepl forelgn financial and economic grant for
he developmenl and wellare of the people in the region.

id other financlal Instilutions for development In the area of
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138. The Regional Atilonomous Govermient may Issue its own \reasury bills, bonds, promissary
notes, and olher debl papers in consultation and coerdination with the Bangko Senlral ng
Piliptinas.

139, The Regional Autonumous Govemment Mmay conlract foreign loans wilhin the purview of
nitivnal laws and pertinent manclary aud fiscal policies,

140, In the pursuit of thy region's economic growlh, developiment and wellare, the autonomous
government shall have Whe right 1o formulate economic and financial policles and implement
economic and financial programs, laking Into account natlonal laws and policies.

141. The Regional Autonomous Governmant In the area of aulonomy shall encourage, promota

and suppor the establishment of economic zonen, Industdal cenlers and ports in strategic ares

and growlh centers to atlract local and forelgn Invistiments and business enlerprise,
142, The Reyional Aulonoinous Govuramenl In the area of aulonomy shall undertake
€hcourage, prurrole and support the establishment of economic zones and industdal cenlers
And, Iin order {0 ¢llract local and foreign investments wathin the area of the zone and outside bu!
within the area of aulonomy, the government In lhe area ol aulonomy may grant Incentives 11
Inve: lors as may be defined in an Autonomous Investment Acl to be formulated by the Region: |
Legisialive / ssembly within one yea' from ils erganization. 3
143. The residents in the rea of the autonomy shall preferential rights over the exploralior
development and utilization of natural resources In the area of aulonoiny respecling existin )
. righls un the exploilation, exploratior, development and ulllization of nalural resources,

144, The Regional Aulonomous Gavemment In the area of autonomy shall enjoy fisc: |
aulonomy In budgeling its own revenue resources and block subsidies granted lo it by tha

Nalional Govermment and foreign donors. Budgeling Includes planning, programming and
disbursing of lunds,

145, The Nallonal Governmen
and fur a peried (both to be de
a development plan duly appio
national paolicles,

140, Except sfralegic minerals which will be defined later, the control and supervision gver the
exploration, exploitation, development, ulilization and protection of. mines and minarals In lhe
area of autonoiny shall be vested In the Regional Aulonomous Governmenl.

147. In the regulation of the exploration, ulilization, development, protection of the nalural
resources inclusive of mines and minerals, excepl slrategic minerals which will be defined later,
the govemnment in the area of dutonomy shall enacl rules and regulalions and shall impose
regulatory fees, laking into account nalional palicies .

148, An-Islamic Banking Unit shall be eslablished In the Bangko Sentral ng Pilipinas which shall
be stalfed by qualified Islamic banking experls nominated by the Govemor of the Regicnal
Aulenomous Govemimenl. The Govemor of the Regional Autonomous Govermnment shall
nominaly at least (hiee (3) qualified persens from the area of the aulonomy, from which
nomination the appointing authority shall appoint the Head of the Unil, The same procedure shall
Le obiserved as regards Ihe rest of the positions In the Unil.

149. Bangko Senlral ng Pilipinas shall have a Regional Office wilh full banking service in the
capital of the goverminent of the Autonomaus region to respond lo the growing needs of the
bunking communily In the area of Autonomy which shali be established within one (1) year from
the establishinent of he Autonomous Governtnent. The Govemor of the Aulonomous
Government shall submil a list of qualified recommendeas to the appointing authority from which
the sialf of the regional office may be chosen; provided that lhose stalf vha are nnw occupylng
and already appointed to positions In the regional office are considered as recommeanded by the
Governor of the Regional Autenomous Govermmenl.

150. The regional Autonamous Government shall establish a body In the area of autonomy wilh
the same powers as lhe Philippine Ecenomie Zone Authority (PEZA) consisienl with the Special
Economic Zone Act ol 1985, . :

151. All current year collections of Internal revenus laxes within the area of autonomy shall, for a

period of five (5) years, Le allolled for the Regional Autonomous Government (RAG) In the
Annual General Appropriations Act: Provided, that:

| shall appropriate for the area of autonomy a sufficlent amount
termined laler) for infrastructure Frojects which shall be based on
ved by Ihe Regional Autonomous Govemmenl taking into account
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a. The Bure:.u of Intemal Revenue (BIR) shall continue lo collec! such laxes and the BIR
Cullection Districls/ Jitices concemed shall relaln such collections and remit the same o the
RAG through an apjproved depository bank within thirly (30) days from the end of each quarler of
the currenl year;

b. Oul of said Intemal reverue tax collections, filly percent (50%) of lhe lax collecled
under Seclion 100 (Value-added lax on sale of goods), 102 (Value-added tax on sale of
services), 112 (Tax on persons ex2mpt from value-added lax), 113 (Holels, molels and olhers),
and 114 (Calerers) of the National .ntemal Revenue Code {NICR), as amended, In excess of the
lncrease In collectivns for the immedialely preceding year shall be shared by the RAG and the
local government unils 9LGUs) wil.iin the area of aulonomy as lollows:

(1) Twenty percenl (20%) shall accrue to the cily or municipalily where such
laxes are collected; and

(2) Eighty percenl '80%) shall accrues lo the RAG.
In all cases, the [¥\G shall remit lo the LGUs their respeclive shares within sixty
(60 ) days from the end of each quarter of the current year.

Provided, however, thal provinces, cilies, municipalilies and barangays within
the area of autonomy shall continue lo recelve their respeciive shares In the Intemal Revenue
Allotment (IRA), as provide for In Seclion 284 of the Local Govemmenl Code of 1991,

Provided, finally that the five-year (5) perlod herelnabove mentioned may be
extended upon mulual agreemenl of the Natlonal and reglonal Avtonoimous Gevemmenls

E. SHARI'AH AND JUDICIARY

152. The regional Legislalive Assembly of the area of autonomy shall establish Sharl'al, Courts
in accordance with the existing laws. -

F. TOTALITY CLAUSE

153, This Peace Agreement, which is the [ull implementation of the 1978 Tripoll Agieement,
embodies and conslilules the lulality of all agreements, covenanl and understandings selween
the GRP and the MNLF respecling all the subject mallers embodled herein, This Agreementl

supersedes and wodilies all agreements, consensus, cavenants, documens, and
coinmunications nol referred to o embodied In this Agreemenl or whose lerms and ¢ inditions

are otherwise inconsistent herewilh. Any conflicl In the Interpretalion of this Agreement shall be
resclved in the light of the Philippine Conslilulon and exisling laws.

G. EFFECTIVITY C.AUSE

" 154, This Agreement shall take eflect Iimmedlately upon the signing hereof by the parties, unless
othenwise provided herein,

Done in lhe City of Manila on the 2nd day of Seplember 1998,

For the GRP: Fer lhe MNLF
H.E. Ambassador Manuel T. Yan H.E. Professor Nur Misuar
Chairman of the GRP Peace Panel Chalnman of the MNLF Paneal

With the panicipallon of the OIC Ministerial Commillee of the Six and lhe Sccrelary-General of
the OIC . .

H.E. Mr, Ali Alalas H.E. Dr, Hamid Al-Gabid
Minister for Foreign Alfairs of the Republic of Secrelary-General of the OIC
Indanesiz/ Chairman ol the QIC Ministerial

Commitlee ol the Six :
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Digital Repository Universitas Jember

Tune 22, 2001 GRP-MILF Tripoli Agreement

IN THE NAME OF GOD
FHE BENEFICENT, THE MERCIF1)

AGREEMENT ON PEACE BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPURLIC OF THE PHILIPPINES AND THE
MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT

The Government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic
Liberation From herem referred 1o as e "Parties" o this Apreament:

Petermined to establish a peacelul environment and g normal conditton of lite
in the Bangsamoro hometand:

Reatfirming the Agreement for General Cessation of Hostilities, dated 18 July
1997 amd the General Framework of the Agreement of Intent signed between the
Parties on 27 Augost 1998, and committing to reach a nepotiated political settlement
af the Bangsamaoro problem, and enduring peace and stability in Mindanao:

Recalling the Tripolt Agreement of 1976 and the Jakanta Accord of 1996
between the Government of the Republic of the Philippines (GRPY and the Mora
National Liberation Front (MNLE), amd the OIC Resolution Ne 56/0-P(1S) on 12
November 2000 of the Ninth Session of the Islammie Suwamn Conference in Dohp,
State ol Qatar, urging the GRP and the MILF “to promptly put an end 1o armed
hostiliies and 19 pursue peace talks towards finding a peaceful resolution 1o the
existing problem in Mindanao "

Notimg that the basic clements/principles for the resumption of peace talks
between the MILE and the GRP Panels have been facilitated by the Government of
Malavsia, as st forth in the Awreement on the General Framewoik for the
Resumption of Peace Talks between the Government of the Republic of the
Philippines and the Moro Islamic Liberation Front signed on March 24, 2001 in
Kuala Lumpur, Malaysia:

Further recalling Article VI of the said Agreement on Genzral Framework for
the Resumption of the Peace Talks between the GRP and the MILF signed :n Kuala
Lumpur, Malaysia m which Parties apreed to undertake reliel and rehahilitation
measures for evacuees, and joint development projects i the conflict affected areas:
and,
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Regognizing that peace negotiations between the GRP and the MILF 1= for the
advancement ol the veneral interest of the Bangsamoro people and othey indigenous
people: and, recognizing further the need for a comprehensive, just and lasting
political settlement of the conflict in Mindanao, the Partics welcome the resumption
ol the peace talks and, consequently,

Have agreed as follows
A, SECURITY ASPECT

In accordance with the incremental charactenstics of the peace process and
apregment on the General Framework for the Resumption of the Peace Talks, the
Parties, as represented by their respective Peace Panels, consider that normalization i
contlict atfected areas can be acheved 1 certamn prnciples and gmdelmes ol cenduct
and action are adhered 1o by the Parties. That among these are

I. All past agreements of the Parties shall be implemented in aceordance with
the Agreement on the General Framewark for the Resumption of the Peace
Talks signed in Kuala Lumpur, Malaysia on 24 March 2001 for the
progressive resolution of the Bangsamoro problem with honor, jusuce and
integrity lor all sectors of society,

2. The negotiation and peaceful resolution of the conflict must involve
consultations with the Bangsamoro people free of any imposition in order to
provide chances of success and open new formulas that permanently respond
to the aspirations of the Bangsamoro people for freedom.

3. The Parties agree to nvile representatives of the Organization of Islamic
Conference (OIC) to observe and monitor the implementation of all GRP-
MILF Agreements. The Parties further agree to strengthen the GRP-MILF
Agreement on the General Cessation of Hostilities dated 18 Julv 1997. Upon
signing of this Agreement, a Monitoring Team shall be constituted with
representatives from the OIC.

B. REHABILITATION ASPECT

I. The observance of international humanitarian law and respect for
mternationally recognized human nghts imstruments and the protection of
evacuees and displaced persons in the conduct of their relations reinforce the
Bangsamoro people's fundamental right to determine their own future apd
political status.

2. The MILF shall determine, lead and manage rehabilitation and development
projects in conflict affected areas, except when public funds are involved, in
which case Government procedures and rules will be observed.
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3. The Parties shall safely return evacuees to their place of origin; provide all the
necessary financial/matenal and techmical assistance to start a new life, as
well as allow them to be awarded reparations for their properties lost or
destroyed by reason of the conflict.

4 In order 1w pave the way for relief and rehabilitation of evacuees and
implementation of development projects in the areas affected by conflict, the
Parties agree to implement the GRP-MILF Agreement on the General
Cessation of Hostlities dated July 18, 1997

¢ ANCESTRAL DOMAIN ASPECT

O the aspect ol ancestral domain, the Parties, in order 1o address the humanitarian
and economic needs of the Bangsamoro people and prescrve their social and cultural
hentage and mherent niglus over thewr ancestral domuin, agree that the same be
discussed further by the Parties in thew next meeting

DOACTIVATION OF COMMITTELES

Immediately upon signing of this Agreement, the Parties hereby agree 1o activane
working commtees 1o the purpose of diselaretog thew mandotes, particularly the
mplementation ob all aereements between the Parties

FAUCKNOWLLDUGEMENT

The Parties acknowledge the leadership of President Glorm Macapagal-Arravo i
purstinge e allon peace pohiey i Mindinao, The Parties express their collective
appreciation and erattsde o the Great Leader of the Gireat Socialist People's Libvan
Arab Jamalunya, Celonel Muamar Gaddafi, and to the Chairman of the Gaddafi
imternational Foundation for Charmtable Associations, Saift Al 1slam Gaddafi, for
hosting

the Formal Openmg of the Resumphon of the GRP-MILF Peace Talks in Tripoli,
Libva: o His Excellency Dato Sen Dy, Mahathir Mobammad. Pume Mimster of
Malaysia and His Excellency Abdurrahman Walid, President of the Republic o
Fddomesia, For therr full and contimmng support

Bone on this 22nd day of June 2001 corresponding e 30 Rabi’ ul Aw'al 1422 in the
presence of the tepresentutives to the Gaddatt Itermationasl Foundation for Cha itable
Associations, the Govermmnent ol Malaysia and the Government of the Republic of
[ndonesw
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For the GRP
JESUIS G IUREZA
Chamrman, GRP Peace Manel

For the MILF
AL HAIMURAL EBRAHIM
Chavirmaan, MILE Peice Panel

Withessed I

SALE AL ISEAM GADIDAFI
Chanrman of the Caddars

Iotermatiwonal Poundation for Charitable

Sumber : by wws mindanas.cam Kabimnaw/peaceproe grp-mil=aermnt itm
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Moros in the Philippines

By John Gershman
(revised October 2001)
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